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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : & [AHUN 2313

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

Menimbang :a. bahwa  penyelenggaraan  Bangunan @ Gedung  harus
diloksanakan secara  tertib, sesuoi dengan fungsinya, dan
memenuhi  persyaratan  administratift dan  teknis  Bangunan

e e e . Gedung agar .- menjomin - keselamaton  penghunt dan.

: lingkungannya:

b. bahwg penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Engkungannya;

¢c. bohwa uniuk melaksanakan ketentuan Posal 109 ayat {1}
Peraiuran Pemerintah Nomor 36 Taohun 2005 Perafuran
Pelaksanaan Undong-Undong Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung;

d. baohwa berdasarkan perfimbangon sebagaimana  dimaksud
dalam huruf o, huruf b, don huruf ¢, perdu menetapkan

] Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

¢ g

' Mengingat © 1. Pasal I8 ayat {8) Undang-Undang Dasar Negara Republik
. g - Indonesia Tahun 1945;

r 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daoerah-daerah Tingkat ## di Sulowest {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia 1822};

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung {Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4247);

- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang - Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor
125} sebagaimana feloh diubah dengaon Undoang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 feniang Perubohan Kedua Undang-
Undang Nomor 32 Tohun 2004 Tentang Pemerintah Daoerah
[Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kembaran Negara
Republik iIndonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3¢ tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksana uUndang-Undang Nomor 28 Tohun 2002 fentang

Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 4532);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinst dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4737);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yong menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2011 tenfang
Garis Sempadan,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPAT LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datam Peraturan Daeran ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adaiah Kabupaten Luwu.

Pemeriniah Daerah addlah Bupati Luwu don Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupaii Luwu adaiah Bupali Luwu.

newan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaoten Luwu, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalch adaich lembaga perwakilon rakyal daerch sebagai unsur penyeienggard
pemerintahan daerah.

Pernenntah Pusat, selonjuinya disebut pemerinich, odalah Presiden Repubfik indonesia
yang memegang kekuasaan pemetiniahan negard Republik indonesia sebagaimana
dimaksud dalom Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasit pekerfjaan konstruksi yang menyaiu dengan
tempat kedudukannya, sebagion atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalaom
tanah dan/atay air, yang berfungsi sebagal termpat manusia melakukan kegiatannya,
baik uniuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan. kegiatan usaha, kegiotan

sosial, budaya, maupun kegiatan kKhusus.

Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya  untuk
kepentingan publik, balk berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial
dan budaya.

Bongunan Gedung Terfentu adaloh Bangunan Gedung yang digunakan unfuk
kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan
dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengeloiaan khusus dan/atau memitiki
kompleksitas tertenfu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat
dan ingkungonnya.




1C.

il

12,

13.

4.

Bangunon Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yang didirkan menggunokan
kaidah/noma adat masyaragkat setempat sesuai dengan budaya dan sistem niial yang
hardaky, untuk dimanfaatkan sebagal wadah kegiatan adat.

Bangunan Gedung dengan ianggam fradisional merupakan Bangunan Gedung yang
didirikan menggunakan kaidaon/norma fradisional masyarakal setempat sesual dengan
budaya yang diwariskan secara furun temurun, untuk dimonfaatkan sebagal wadah
kegiatan masyarakat sehari-har selain dar kegiatan adat.

Kigsifikasi Boangunan Gedung adalch Kasifikasi dani fungst Bangunan Gedung
berdasarkan pemenuhan fingkat persyaratan admirdstratif dan pesyaratan teknisnya.

Keterangon Rencang Kabupaten adalah informasi fentang persyaraion tata bangunan
dan fingkungan yang diberakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada tokast tertentu.

izin Mendirikan Bangunan Gedung, yong selanjuinya disingkal iMb adoiagh perznon
yang diberkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemilik Bangunan Gedung
untuk membangun baru, mengubah, memperiuas, mengurangi daryalau merawat
Bangunan Gedung sesual dengan persyaratan administralif dan persyarotan teknis.

Permohonan Ein Mendirkon Bangunan Gedung adaloh permohonan yang diiakukan
Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daeran vnfuk mendapatkan iZin
mendirkan Bangunan Gedung.

15. Garis Sempadan 8angunan Gedung adaioh garis mayd pada persit atau tapak sebagai

6.

17.

8.

19.

batas minimum diperkenankannya didiikan Bangunan Gedung. dihitung dad garis
sempadan jalan, tepi sungal atau fepi pantai atau iaringan tegangan finggl ctau garis
sempadan pagar atau batos persil atau topak.

Koefisien Dasar Bangunan, yang selonjuinya disingkat KDB adailah angka perseniase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tonoh
pempelokan/daerah perencanadn yang dikuasal sesudl rencona ol rwang don
rencana ata bangunon don ingkungan.

Koefisien Lontal Bangunan, yang selonjutnya disingkat KIB adolah angka persertase
perbandingan anfara fuas  seluruh iantai  Bangunan Gedung dan fuas  tanah
perpetakan/doerah perencoanaan yang dikuasal sesual rencona tata ruang dan
rencana fata bangunan dan ingkungarn.

Koefisien Doerch Hijou, yong selanjuinyc disingkat KDH adaloh angka perseniase
perbandingan anfarag uas seturuh ruang terouko di luar Bangunan Gedung yang
diperuntukkan bagl pertamanan/penghijovan dan luas tanah perpetakan/daeran
perencanaan yang dikuasal sesual rencana tata ruong don rencana fata bangunan
dan ingkungan.

Koefisien Tapak Basemen. yang selanjulnya disingkat KTB adaioh angka persentase
perpandingan antara luas tapak basemen dan luos lohan/ianah perpelakon/daerah
perencanaan yang dikuosat sesuat rencana tata ruang dan rencana tata bangunan
gon ingkungaon.

padoman Teknis adalah acuan teknis yong merupakan penigbaran lebih lanjut dori
peraiuran pemetinich dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan Bangunan
Gedung.
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23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

31.

32.

4

Standar Teknis adaiah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar
spesifikasi, dan stondar melode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun
standar internasional yang diberakukan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaien, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil

perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yong telah ditetapkon dengan peraturan
daerah.

Rencana Detaill Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjuinya disebut RDTR adaiah
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ke dalam rencana
pemanfaatan kawasan perkotaan.

Peraturan Zonasi adatah ketentuan yang mengatur fentang persyaratan pemanfaatan
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun uniuk setiap bick/zona peruntukan
yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tota ruang.

Rencana Tata Bangunan dan lingkungon, yang selanjuinya disingkat RTBL adaiah
panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengenddiikan pemantaatan ruang
yang memuat rencana program bangunan don fingkungan, rencana umum dan
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalion rencana dan
pedoman pengendalian peloksanaan.

Penyeienggaraan Bangunan Gedung adaloh kegiatan pembangunan Bangunan
Gedung yang meliputi proses Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta
kegiatan pemanfaatan, pelestarion don pembongkaran.

Perencanaan Teknis adaloh proses membual gambar teknis Bangunan Gedung dan
kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencand, pengembangan rencana dan
penyusunan gambar kerja yang lerdii atas: rencana arsitektur, rencana struktur,
rencana  mekanikal/elekiikal, rencana tato ruang luar, rencana  tata ruang
dalam/interior serta rencana spesifikasi feknis, rencana  anggaran biaya, dan
perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.

Perfimbangan Teknis adalah perfimbangan da Tim AR Bangunan Gedung yang
disusun secara tertulis dan profesional terkait dengon permenuhan persyaratan teknis
Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
maupun pembongkaran Bangunan Gedung.

Permanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiaton memanfaatkan Bangunan Gedung
sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk  kegialan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan sefuruh afau sebagian
Bangunan Gedung. komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya
dalam tenggang waktu terfentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan
administrafif dan persyaratan teknis sesual dengan fungsi Bangunan Gedung yang
ditetapkan.

Pemelihargan addlah kegiatan menjaga keandcoion Bangunan Gedung beserta
prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.

Perawalon adalah kegiolon memperbaiki dan/atou mengganti bagian Bangunan
Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau  prasarana dan sargnda  agar
Bangunan Gedung tetap Lqik Fungsi.




37.

4],

42,

44,
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. Pelestanan adalah keginlan perawalon, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan

Gedung dan fingkungannya uniuk mengembualikan keandalan bangunan fersebut
sesual dengan aslinya afau sesudl dengan keadaan menurut periode  yang
dikehendaki.

. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungl dan dilestarikan adalah kegiatan

memperbaiki. memulinkan kembali Bangunan Gedung ke benfuk aslinya. 36.
Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian
Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananyd.

Penyelenggara Bangunan Gedung adalch pemilik, Penyedia Jaso Konsiruksi, dan
Penggund Bangunan Gedung.

Pemilik Bangunan Gedung adaiaoh orang, badan hukum, kelompok orang, afau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.

. Pengguna Bangunan Gedung oadalah Pemiik Bangunan Gedung dan/atou bukan

Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepokatan dengan Pemilik Bangunan
Gedung, yong menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian
Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Penyedia Josa Konstruksi Bangunan Gedung cdaloh orong perorangan atou badan
yang kegiaian usahanya menyediakan layanan josa konstruksi bidang Bangunan
Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen
konsiruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bongunan Gedung dan Penyedia Jasa Konsiruksi
lainnya.

Tim Ahli Bangunan Gedung, yong selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang ferdint dan
para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung uniuk memberikan
Perfimbangan Teknis daiam proses penelition dokumen rencana teknis dengan masa
penugasan terbatas, dan juge unfuk memberikan masukan dalom penyelesaian
masalch penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya
ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung
Tertentu tersebut,

Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atou badan hukum yang mempunydi
serfifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas ketaikan fungsi Bangunan
Gedung sesuai dengan peraturan Perundang-undangon yang beriaku.

. Pengowas adalah orang yong mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan

mendinkan bongunon sesuai dengan IMB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan
Gedung.

Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga
atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung. termasuk masyarakat
hukum adat don masyarakat abli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

. Peran Masyarokat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adaich berbagai

kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan  kehendak  dan keinginan
masyarckat  untuk  memantau  dan  menjago  ketediban, membert  masukan,
menyampaikan pendapat dan perfimbangan, serta melakukan Gugatan Perwokilon
berkaiton dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
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46. Dengar Pencapat Publik adaich forum digicg yoang diadakan untuk mendengarkan dan
menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, perfimbangan maupun usulan
dari  masyarokat  umum  sebogal masukan  untuk menetapkan  kebijokon
Pemeriniah/Pemerintoh Daerah dalam penvelenggaraan Bangunan Gedung.

47. Gugatan Perwakion adalah gugatan yang berkaiton dengon penyelenggoraon
Bangunan Gedung yang digjukan oleh satu orong atau lebih yang mewakili kelompok
dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili
pihak yang dirugikan yang memiliki kesaomoan fokto atau dasar hukum antara wakil
kelompok dan anggota kelompok yang dimoksud.

48, Pembincan Penyelenggoraan Bangunon Gedung adolah  kegiatan pengaiuran,
pemberdayaan, dan pengawasan dalom rangka mewujudkan fata pemerntahon
yang batk sehinggao sefiap penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berdangsung
teriib dan tercapai keondalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinyq, serita
terwuiudnya kepastian hukum.

49. Pengaoturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-undongan,
pedoman, petunjuk, dan Standar Teknis Bangunan Gedung sampai di daerah dan
operasiondlisasinya di masyarakat.

50. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak,
kewajiban, dan peran para Penyelenggara Bangunan Gedung dan apaorat Pemerintah
Daoeroh dalom penyelenggoroan Bongunan Gedung.

51. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penergpan pergturan
perundang-undangon bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.

BAB i
MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP
Bagian Kesaty
Pasai 2

maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan pengaturan dan pengendalian
penvelenggaraan Bangunan Gedung agar seswai dengan peraiuran  Perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional den sesuai dengan tata Bangunan
Gedung yong serasi dan selaros dengan ingkungaonnya;

2. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan
teknis Bangunan Gedung dari segl keselomatan, kesehatan, kenyamanan, dan

kemudahan;
3. mewujudkan kepastion hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
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Bagion Kefiga
lingkup

Pasal 4

Lingkup Peraturan Daerch int melipuli kelentuan mengenal fungsi dan Klasifikosi
Bangunan Gedung. persyaraion Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan
Gedung, TARG, Peran Masygrakal, pembincon dolaom penyeienggaraon Bangunan
Gedung, sonksi administrotif, penyidikan, pidana, dan peralihan.

Untuk Bangunan Gedung fungst khusus, dolam: hal persyaratan, penyetenggaraan don
pembinoon fidak diatur dolam Peraturon Daerch int.

BAB Hit
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5

Fungst Bangunan Gedung merupokan ketetopan mengenai pemenuhan persyaraian
teknis Bangunan Gedung ditinjau dar segl fata bangunan dan ingkungan maupun
keandalonnyo seria sesual dengan peruntukan lokast yang diatur dalam RIRW, RDIR
dan/fatou RiBL.

fungsi Bangunan Gedung melipuli:

a. Bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungst utama sebagal tempat manusia
tinggal;

b. Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagal tempat
manusia metakukan ibadahy

c. Bangunon Gedung fungsi usaho dengan fungsi utamo sebagal tempat manusia
melakiian kegialan usaha;

d. Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagdi tempat
monusio melakukon kegiaton sosial dan budaya:

e. Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagal tempat FaNUSIa
melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau fingkat
risiko bahaya finggi; d dan

. Bangunon Gedung lebih dafi satu fungsi.

Pasal b

Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsiutoma sebagat ternpat manusia finggal
dapot berbentuk:

a. bangunan rumah tinggol funggol

b. bangunan rumah tinggal deret;

c. bangunan sumah finggat susurs dan
d. bangunan rumah tinggal semeniora.

Bangunan Gedung fungsi keagarmaan dengan fungst utamo sebagal tempal manusia
melakukan ibadah keagamaoan dapat berbentuk:

a. bangunan masiid, mushalla, langgar, surau:
b. bangunan gerejq, kapel;

©.  bongunan pura;




d, bangunan vihara;

e.

f.

bangunan kelenteng; dan

bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.

{3) Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagal tempat manusia
melakukan kegiaton usaha dapat berbentuk:

(4)

(5)

{6}

a.

g.

h.

Bangunan Gedung perkantoran seperfi bangunan perkanforan non-pemerintah
dan sejenisnyq;

Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat
perbelanjaan, maol dan sejenisnya;

Bangunan Gedung pabirik;

Bangunan Gedung perhoteian seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan,
rumah kost, dan sejenisnya;

Bangunan Gedung wisata don rekreasi sepert tempat rekreasi, bioskop dan
sejenisnya;

Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus
angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai,
peiabuhan perikanan, bandar udarg;

Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang,
gedung parkir dan sejenisnya; dan

Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperli bangunan sarang
burung walet, bangunan peternakan sapi don sejenisnya.

Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan tungsi utama sebagai tempat mMmanusia
melakukan kegiatan sosial dan budaya dapaf berbentfuk:

a.

e.

Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak
konak, pendidikan doasar, pendidikan menengah, pendidikan finggi. kursus dan
semacamnya;

Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, pofiklinik,
rumah bersalin, rumah sakit fermasuk panti-panti dan sejenisnya;

Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian,
Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;

Bangunan Gedung Jaboratorium seperli bongunon laboratodum fisika, laborgtorium
kirmicl, dan laboratorium lainnya, dan

Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung clah raga
dan sejenisnyd.

Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memernukan fingkat kerchasiaan
tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya
yang finggi.

Bangunan Gedung lebih dari safu fungsi dengan fungsi viama kombinasi lebih dari saiu
fungsi dapat berbentuk:

a.

b.

pbangunan rumah dengan toko {ruko);

bangunan rumah dengan kantor (rukan);




?

¢. bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
d. bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-pethotelan;
e. dan sejenisnyq.

Pasal 7

(1} Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada
pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.

{2} Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimoksud dalom Pasal 5 diklasifikasikan
berdasarkan fingkat kompleksitas, fingkat permanensi, fingkat fiskko kebakaran, zonasi
gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.

{3) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:

a. Bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter
sederhana serta memiiki  kompleksitas don  teknologh sederhana don/atau
Bangunan Gedung yang sudah memiiiki desain prototip;

b. Bangunon Gedung lidak sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan korakter
fidak sedermana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhand:
serta

c. Bangunan Gedung khusus, yaitu Bongunan Gedung yang memiiiki penggunaan
dan persyaratan  khusus, yang dalam perencanoan  dan  pelaksanaannyd
memeriukan penyelesaian/teknologi khusus.

(4} Klasifikasi berdasarkan fingkat permanensi meliputi.

a. Bangunan Gedung darurat atau sermnentara, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 {lima) tahun;

b. Bangunan Gedung semi permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 [lima} sompai dengan
10 {sepuiuh) tahun: serta

c. Bangunan Gedung pemanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya
direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 {dua puluh} tahun,

(5} Klasifikast berdasarkan fingkat tisiko kebakaran metipufi:

a. Tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinyaq,
disain pengguncon bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas
dan kudilitas bahan yang oda di dalamnya tingkat mudoh terbakamya rendahy

b. Tingkat risiko kebakaran sedang. yaitu Bangunan Gedung yang karend fungsinya,
disgin penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas
dan kuglitas bahan yang ada di dalamnyd fingkat mudah terbakamya sedang;
serta

c. Tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan
disain penggunaan bahan dan komponen unsuy pembentuknya, serta kuantitas
dan kuglitas bahan yang ada di dalomnya tingkat mudah terbakamya sangat
tinggi dan/atau tinggt.

(6) Klosifikasi berdasarkan sonasi gempa meliputi fingkat zonasi gempa di wilaych
Kabupaten Luwu berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa, sebogaimana
dijgbarkan daiom  Peta Zonasi Gempa Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri
Pekeraan Umum tanggal 1 Juli 2010.
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(7} Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:

a. Bangunan Gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan Gedung yang pada
umumnya ferletak pada daerah pinggiran/fiuar kota atau daerah yang berfungsi
sebagai resapan;

b. Bangunan Gedung di lokasi sedang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya
tertetak di daerah permukiman; serta

c. Bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya
terletak di daerah perdagangan/pusat kota.

{8) Klaosifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung melipuii:

a. Bangunan Gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki
jumiah lantai sampai dengan 4 lantai;

b. Bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan Gedung yang memitid
jumiah lantai mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai; seria

¢. Bangunan Gedung berfingkot tinggi, yaitu Bangunan Gedung yong memiliki jumicth
lantai lebih dari 8 lontai.

(9) Klosifikasi berdasarkan kepemilixan meliputi:

a. Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan Gedung untuk keperuan dinas
yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber
pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, danfatau sumber
pembicyaan iain, sepertti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah
sakit, gudang, rumah negara, danlan-ain;

b. Bangunan Gedung milik perorangan, yaitu Bangunan Gedung yang merupakan
kekayaan milik pribadi atou perorangan  dan diadakan dengan sumber
pembiayaan dari dana prioadi atau perorangars; serta

c. Bangunon Gedung milik badan usaha, yailu Bongunan Gedung yang mesupakan
kekayaan milk badan usaha non pemeriniah dan diadaokan dengan sumber
pembigyaan daii dana badan usaha non pemerintah tersebut.

Pasal 8

{1} Penentuan Kiasifikasi Bangunan Gedung atau bogian dar gedung ditentukan
pberdasarkan fungsi yang digunakan dalom perencanaan, pelaksanaan  atou
perubahan yang diperiukan pada Bangunan Gedung.

(2) Fungsi dan Kiasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang
diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.

(3} Fungsi dan Kiosifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh Pemitik Bangunan Gedung
dalam beniuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuan permohonan izin
mendirikan Bangunan Gedung.

(4) Penetapan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintoh Daerah melalui
penerbitan IMB berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL. kecuali Bangunan Gedung
fungsi khusus oleh Pemerintah,




(t)

(2)

(3]

(4]

()

(1)

(2]

(3)

i

Pasal 9

Fungsi dan Kiasifikasi Bongunan Gedung dapat divbch dengon mengajukan
permohonan IMB baru.

Pervbahan fungsi don Klasifikasi Bangunon Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai
dengan peruntukan iokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.

Perubahan fungsi dan/fatau Klasifikasi Bangunan Gedung harus dikkuti dengan
pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang
baru.

Perubohan fungsi dan/atau Kiasifikasi Boangunan Gedung harus dikuti dengan
perubahan data fungst danfatau Kiasifikasi Bangunan Gedung.

Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemeriniah
Daerah dalom izin mendirikan Bangunon Gedung, kecuall Bangunan Gedung fungsi
khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
bmum
Pasal 10

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaraton administratif dan persyaratan
teknis sesual dengan fungsi Bangunan Gedung.

Persyaratan administrafif Bangunan Gedung meliputi;
Q. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hok atas tanah;
b. status kepemilikan Bangunan Gedung, serta
c. IMB.
Persyaratan teknis Bangunan Gedung mefiputi:
a. pessyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atfas:
1} persyaroton peruntukan iokasi;
2} intensitas Bangunan Gedung;
3) arsitektur Bongunan Gedung:
4} pengenddlian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu; serta
5} rencana tata bongunan dan lingkungan.
b. peryaratan keandolan Bangunan Gedung terdin atas:
1} persyaratan keselamatan;
2} persyaratan kesehatan;
3} persyaratan kenyamanan; serta

4) persyaraton kemudahan.
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Bagiaon Kedua
Persyaratan Administratif
Parageof 1
Status Kepemilikan Hak Alas Tanah
Pasai 11

Setiap Bangunan Gedung harus didiikan di atas fanah yang jelas kepemilikannyq, baik
milik sendiri atau milik pihak lain.

Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
dokumen serfifikat hak atas tanah atou bentuk dokumen keterangan status tanah
lginnya yang sah.,

Dalam hal tanahnya mifik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat didiikan dengan
izin pemanfaatan tanoh dan pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah daolam
bentuk pedaniion fertulis antara pemegang hak atas tanch alau pemilik fanah dengan
Pemilik Bangunan Gedung.

Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {3) memuat paling sedikit hak dan
kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas fanah, sera fungsi Bangunan
Gedung dan iangka wakiu permanfaatan tanah,

Perjanjian teriulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit hak dan
kewagjban para pihak. luas, letok, dan batas-batas tanah, serta fungsi Bangunan
Gedung dan jongka waktu pemanfaatan tanah '

Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di
atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari Bupati Luwu.

Bangunan Gedung yang ckan dibongun di atas fanah milik sendiri atau di atas tanah
mifik orang lain yang terletak di kawasan rowan bencana adlam harus mengikuti
persyarcian yang diatur dalam Keterangan Rencana Kabupaten Luwu.,

Paragraf 2
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
Pasal 12

Status kepemiikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan
Bangunan Gedung yang dkeluarkan oleh Pemeriniah Daerah, kecuall Bangunon
Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Penetapan stafus kepemilikan Bongunan Gedung sebagaimang dimaksud pada ayal
{1} dilokukan pada saat proses IMB danfatau pada saat pendataan Bangunan
Gedung, sebagai sarana terfib pembongunan, tertib pemanfaatan dan kepastion
hukum atas kepemilikan Bangunan Gedung.

Status kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan
oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal vang -
bertaku di ingkungan masyarakainya.

Kepemilikan Bangunan Gedung dapat diatihkan kepada pihak lain.

Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada pihak kain harus dilaporkan
kepada Bupati Luwu uniuk diferbitkan surat keterangan bukt kepemiiikan baru.
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Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, ferdebih dahulu
narus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.

Status kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan
oleh masyarakat hukum adaot bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang
beraku di ingkungan masvarakainya.

Tata cara pembuktian kepemilkan Bangunan Gedung kecudli sebagaimana yang
dimaksud pada ayat {3} diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Izin Mendirikan Bangunan {(IMB)
Pasal 13
Setiop crang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengojukan permechonan IMB
kepada bupati Luwu untuk melakukan kegiatan:
a.  pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung,

b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung
meliputt perbaikan/perawatan, perubahan, perivasan/pengurangan: dan

c. pemugaran/pelestarian dengon mendasarkan pada surat Keterangan Rencong
Kabupaten Luwu [advis planning} untuk lokasi yang bersangkutan.

liin mendiikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan
oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Pemerintah Doerah wajib memberkan secara cuma-cuma surat Keterangan Rencana
Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk lokasi yang bersangkuian
kepada sefiop orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar
penyusunan rencangd teknis Bangunan Gedung.

surat Keterangaon Rencana Kabupaten Luwu sebagaimana dimaoksud pada ayat (3}
rmerupakan ketenfuan yang beraku uniuk iokasi yong bersangkuion dan berisi

a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada tokasi bersangkutan;

b. kelinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkar:;

¢. jumiah lantai/tapis Bangunan Gedung di bowah permukaan fanah dan KT8 yang
diizinkary;

garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;

KDB maksimum yang diizinkan;

KLB maksimum yang diizinkan;

KOH minimum yang diwajibkan:

KIB maksimum yang diizinkan; daon

@ ™o o

. jaringan utilitas kota.

Balam surat Keterangan Rencana Kabupaten Luwu sebagoimana dimaksud pada ayat
{4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang
bersangkutan.
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{3}
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Paragraf 4
IMB di Alas dan/atau di Bawah Tanah, Alr dan/clau Prasorana/Sarana Umum
Pasal 14

Permohonan IMB uniuk Bangunan Gedung yang dibangun di alas dan/atau di bowah

tanch, air, afqu prasarana dan sarana umurm harus mendapatkan persetujuan dord
instanst ferkait.

IMB untuk pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
waliy mendapat Perfimbangan Teknk TABG dan dengan mempertimbongkon
pendapat masyorokat.

Permnbongunon Bangunan Gedung sebogoimona dimoksud pada ayal {1) waib
mengikuli Standar Teknis dan pedoman yang terkail.

Paragraf 5
Kelembagaon
Pascl 15

Dokumen Pemnchonan IMB  disampaikon/diciukan  kepada insfonst yang
menyelenggarakan uruson pemerintohan di bidang penzinan.
Pemeriksaan dokumen rencana feknis dan administrofif dilaksanakan oleh instanst feknis
pembina yang menyelenggarakan urusan pemeiiniaghan di bidang Bangunan Gedung.
Bupati Luwu dopat melimpahkan sebogian kewenangan penerbifan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2} kepada Camat.
Pelimpchan sebagion kewenangon sebagaimana dimaksud pada  oyat {3}
memperfimbangkan faktor:
a. efisienst don efektdivitos;
b. mendekatkan pelayanan pembedan IMB kepada masyarakat;
¢. fungsi bangunan, Kiasifikasi bangunen, luasan tanch dan/otau bangunan yang

mampu diselenggaraan di kecamaian; dan
d. kecepalon penanganan penanggulangan darurat don rehabidftast Bangunan

Gedung pascabencana.

Ketentuan lebih lanjul mengenai pelimpahan sebagion kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Persyaratan teknis Bangunan Gedung meiiputi persyaratan tata bangunan don lingkungan
dan pesyaratan keandalan bangunan.
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Paragrof 2
Persyaratan Tata Bangunan dan tingkungaon
Pasal 17

Persyaraton fala bangunan don lingkungan sebogaimona dimaksud ddalam Pasal 16
meliputl persyaratan peruntukan dan infensitas Bangunan Gedung. persyaratan arsitekiur
Bongunan Gedung dan persyaratan pengendolan dampaok lingkungan.

Poragrof 3
Persyaratan Peruntukan don inlensitas Bangunon Gedung
Pasol 18

(1} Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokast yong felah
ditetopkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RiBL.

{2) Pemeriniah Daerah wajio memberikan informasi mengenai RTRW, RDIR danfatau RTBL
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} kepada masyarakat secara cuma-cuma.

{3} informasi sebagaimana dimaksud pada ayaf (2] berisi keterangan mengenai peruntukan
iokasi, mlersiios buongunon yang terdin don kepuodolon bongunon, kefinggion
bangunan, dan garks sempadan bangunan.

{4} Bangunon Gedung yang dibangun:
a.  di akas prosarana don sarana bmom;
b. di bawah prasarana dan sarona umunm;
c. di bawoh atau di atas oir;
d. di doeroh jadngan fransmisi listrik tegongan tinggt:
e. di daerch yang berpotensi bencana alam; dan

i di Xowasan Keselamatan Operasionat Penerpangan {[KKOP): harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan memperoleh perimbangaon serfo persetujuon
dari Pernerintah Daerch dan/atau instans ferkoit lainnya.

{5} Daotam hal ketentuan mengenai peruniukan lokasi sebagaimana dimaksud poda ayat
{1} belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan lokast sebogaimana
dimaksud pada ayat {1} dapat diatur sementara dalam peraturan bupati.

Pasal 19

{1} Dalam hal fedadi perubaohan RIRW, RDIR don/atou RIBL yong mengakibatkan
perubchan peruntukan lokasi, fungst Bangunan Gedung yang lidok sesuai dengan
peruntukan yang baru harus disesuaikan.

{2} Terhodop kerugion yang fimbul akibat perubchan peruntukan lokasi sebagaimana
dimoksud pada ayat {1} Pemeriniah Daerah memberikan pengganiion yang layok
kepada Pemilik Bangunan Gedung sesuai dengan peraiuran perundong-undangon.

Pasal 20

{1} Bangunan Gedung yang akon dibangun harus memenuhi  persvaraion  intensitas
Bangunan Gedung yang meldiputi persyaratan kepadoian, kefinggion don jarak bebos
Bangunan Gedung. berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW, RDIR, dan/atou
RIBL.
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{2} Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1] melipuli ketentuan KDB dan Koefisien

3

{5

(¢}

{2)

tH

{2}

Daerah Hijau {KDH) pada fingkaian tinggi, sedang dan rendah.

Ketinggion sebagaimana dimaksud pada ayat {1] melipuli ketentuon tentang jumiah
lantal bangunan, linggt bangunan dan KB pada fingkalan KLB tinggl, sedong dan
rendah.

Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimona dimaksud pada cym" (3] tidak boleh
mengganggu lalu lintas penerbangan.

Jarck bebos Bangunan Gedung sebogaimana dimoaksud poada ayat {1} melipul
ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan Gedung dan jorak antara Bangunan
Gedung dengon batas persil, jarak antar bangunan, dan jorak onforg as jalan dengon
pagar halaman.

Dalom hal  ketenluan mengenal  persyaratan  intensitas  Bangunon  Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} belum ditetapkan, moka ketentuan mengenai
persyaratan infensitas Bangunan Gedung dapat diagtur sementarag unfuk suatu lokasi
dalom peraturan bupoti yang berpedoman poda persiuran perundang-undangan
yang lebih finggl dengan memperhatikan pendaopai TABG.

Pasal 21

KDB ditentukan alas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegohon
terhadop bahayo kebakaran, kepentfingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi
bangunan. keseiomaotan dan kenyomanan bongunon.

Ketentuan besamya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat {2} disesuaikan dengan
ketentuan dalam RTRW, RDTR, RIBL dan/atau pengaturan sementora persyaratan
intensitas Bangunan Gedung dalam perafuran bupati.

Fasal 22

KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan,
fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.

Ketentuan besamya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
ketenfuan dalam RTRW, RDIR, RTBL dan/afau pengafuran sementara persyaratan
intensitas Bangunan Gedung dalam peraturan bupati.

Pasal 23

KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan iterhadap bohaya
kebokaran, kepenfingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan
dan kenyamaonan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.

Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disesuaikon dengan
ketentuan dalam RTRW, RDTR, RIBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan
intensitas Bangunan Gedung dalam peraturan bupati.

Pasal 24

Jumiah lontai Bangunon Gedung don finggl Bangunan Gedung ditentukan otas dasar
perfimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasion
dengan iingkungannya serfa keselamatan ialy lintas penerbangaon.

8angunan Gedung dapat dibuat berfingkat ke bawah fanah sepanjang memungkinkan
untuk itu dan fidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
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{3} Ketentuan besarnya jumiah lanici Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW,
RDIR, RTBL dan/atau pengatutan sementara persyaratan intensitas Bongunan Gedung
daiam peraturan bupati.

Pasal 25

Penetapan Gars Sempadan berdasarkan Peraturan Dasrah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2011 tentang Garis Sempadan.

Pasal 26

{1} Jarak antara Bangunan Gedung dengon batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak
antara as jalan dengan pagaor halaman ditetapkan untuk setiap fokasi sesuai dengan
peruntukannya atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian
dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.

{2} Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persi, jorak antarbangunan, dan jarak
antara as jolan dengan pagar halaman yang dibertakukan per kapling/persil dan/atau
per kawasan.

{3} Penelapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jorck antarbangunan,
dan jarak antara as jolan dengan pagor haioman bericku untuk di atas permukaan
tonah maupun di bawah permukaan tanah {besmen).

{4) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan,
dan jarak antara as jalan dengan pagar haloman unfuk di bawah permukaan tanch
didasarkan pado perfimbangan keberadaon atau rencana jaringan permbangunan
utilitas umum.

(5] Ketentuan besamya jarak antara Bangunan Gedung dengan baias persil, jarak
antarbangunan, daon jargk antarg as jalan dengan pogar halaman sebagdaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan doiam RIRW, RDIR, RTBL
dan/atau pengoaturan semeniara persyaratan infensitas Bangunan Gedung dalam
peraturan bupati.

(6) Bupati Luwu dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan terfentu dan spesifik.
Paragraf 4
Persyaratan Arsitekiur Bangunan Gedung
Pasal 27

Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan
Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung
dengan lingkungannya, serta mempernmbangkan adanya keseimbangan antara nitai-nilG
adat/tradisional sosicl budaya setempat ferhadap penerapan berbagal perkembangan
arsitektur dan rekayosa.

Pasal 28

{1} Persyarafan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalom Pasat 27
disesuaikan dengan penetapan tema orsitekiur bangunan di datam peraturan bupati
tentang RTBL.
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Penampilan Bangunan Gedung sebagoimana dmaoksud pada ayat (1] harus
memperhatikan kaidah estefika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada
di sekitamya serta dengan mempertimbangkan kaidah pelestanian.

Penampilon Bangunan Gedung yang didirkan berdampingon dengan Bangunan
Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan memperimbangkan kaidah
estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Bongunan Gedung yang dilestarikan.

Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitekiur terfentu pada suatu kawasan
setelah mendengar pendapat TABG dan pendapat masyarakat dalom peraturan
bupati.

Pasal 29

Bentuk dench Bangunan Gedung sedapat mungkin simehis dan sederhana guna
mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan penempatannya tdak
boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketediban.

Rentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan
karakterisiik arsitektur di sekitamyo dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar
bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya.

Bentuk denah Bangunan Gedung adat G‘fCl‘U fradisional harus memperhatikan sistem
nitai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungon masyarakat adat bersangkutan,

Atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang
aman dari kerusakan akibat bencana atam.

Pasal 30

Persyaratan tata ruang dalom Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 harus memperhatikan fungsi ruang, arsitekiur Bangunan Gedung, dan keandatan
Bangunan Gedung.

Benfuk Bangunan Gedung harus dirancang agar seliap ruang dalom dimungkinkan
menggunakan pencahayaan dan penghowaan atami, kecuall fungsi Bangunan
Gedung diperiukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan.

Ruong dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggl yang cukup sesudi dengan
fungsinya dan arsitektur bangunannya.

Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan Gedung atau bagian Bangunan
Gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan Gedung dan dapat
menjamin keamanan dan keselamaton bangunan dan penghuninya.

Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabita tinggi tanah pekarangan berada di
bawah fitik ketinggian {peil) bebas banjir yang ditetopkan oleh Balai Sungai atau instansi
berwenang setempat atau ferdapat kemiringan yang curam atau perbedaan finggi
yang besar pado tanah asli suatu perpetakan, maka finggi maksimal lanfai dasar
ditetapkan tersendit.

Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m
di atas tinggi ratarata tanah pekarangan atau tinggi ratarata jakon, dengan
memperhatikan keserasian ingkungan,

Apabila fingg tanah pekarangan berada di bawah fitik ketinggian [peill) bebas banjir
atau terdopat kemiringan curam atau perbedaan finggi yang besar pado suatu tanah
perpetakan, maka finggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
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Permukaan atas dar lantai denah {dasor):

a. Sekurang-kurangnya 15 cm di alfas titk fertinggi dari pekarangan yang sudah
dipersiapkan;

b. Sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik terfinggt dari sumbu jolan yang berbatasan:

c. Dalam hol-hal yang luar biasa, ketentuan dalam huruf a, tidak berdaku jika letak

fantaiHantai itu febih tinggi dari 60 cm di atas tanah yang ada di sekeliingnya, afau
uriuk tanah-tanah yang miring.
Pasat 3

Persyaratan keseimbangan, keserasian don keselarasan Bangunan Gedung dengan
ingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mempertimbangkan
terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijou yang seimbong, serasi dan selaras
dengan iingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daeran
resapan, akses penyslamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia sertq terpenuhinyg
kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.

Persyaratan keseimbangan, keserasian dan kesetarasan Bangunan Gedung dengan
ingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mefiputi:

a. Persyaratan ruang terbuka hijou pekarangan [RTHP);
Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
Daerah hijau pada bangunan;

Tata tanaman;

Sirkulasi dan fasilitas parkir;

Pertandaan (Signage); serta

Pa@ 0 000

.

Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung.
Pasg) 32

Ruang terbuka hijau pekarangan [RTHP) sebagaimana dimaksud pad Pasat 31 ayat (2]
huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persif
yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya
tanaman, peresapan air, sifkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegigtan atau
ruang fasilitas {[amenitas).

Persyaraton RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDIR dan/atau RTBL, secara langsung atau
fidak fangsung dalom bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan,
Koefisien Dasar Hiau, Koefisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan
ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.

Dalam hat ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} belum ditelapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan RTHP dapat diatur
sementara untuk suatu lokasi dalam peraturan bupati sebagai acuan bagi penerbitan
{MB.

Pasal 33

Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 31 ayat (2) hurof b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas
fdlan yong terkait sesuai dengan ketenfuon dolom RIRW, RDIR, dan/atau RTBL, yong
mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.

Terhadap peryaratan rwang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayot {1} dapat ditetapkan karakieristik lansekap jalan atau ruas jalan dengon
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mempertimbangkan keserasion tampak depan bangunan, ruang sempadan depan
bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, jaur kendaraan dan jalur hijou median jalan dan
sarana vtilifas umum lainnya.

Pasal 34

{1} Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungaon sebagaimana dimaksud dalom Pasal
31 ayatl (2} huruf ¢ berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen
{KTB} ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan Ilaghan, ketentuan teknis dan
kebijakon daerah.

{2} Uniuk penyedicoan RTHP yang memaddi, lantal besmen pertama fidok dibenarkan
keluar dari tapok bangunan dif glas tancgh dan atap besmen kedua harus
berkeddiaman sekurang kurangnya 2 {dua} meter dari permukaan tonah,

Pasal 35

{1} Daerah hijou bangunan {DHB} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat {2) hurut e
dapat berupc toman atap atau penanaman pada sisi bangunan.

(2} DHB merupakan bagian darl kewaqjiban pemohonan IMB urttuk menyeadiakan RTHP
dengan luas maksimum 25% dari RTHP.

Pasal 346

Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat {2} huruf f meliput aspek
pemilihan karakfer fanaman dan penempatan fanaman dengan memperhitungkan fingkat
kestabitan tanah/wadah  tempat tanoman  fumbuh  don  tingkat  bahaya  yang
difimbulkannya.

Pasal 37

(1] Setiap bangunan bukan umah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan
yang proporsional dengan jumiah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah
ditetapkan.

(2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalom Pasal 31 ayat {2) huruf g tidak boleh
mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan
kaki, memudohkan oksesibilitos dan tidok terganggu oleh sitkuiasi kendaraan.

{3} Sistern sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2} huruf g harus saling
mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi intermnal Bongunon Gedung seria
antara individu pemakai bangunan dengan sarana transporiasinya.

Pasal 38

(1) Pertandaan {Signage} sebagaimana dimaksud datam Pasat 31 ayat {2} huruf h yang
ditempatkan pada bongunan, pagorn kaving don/aiau ruong publik fidok boleh
mengganggu karokier yang akan diciptakan/dipertchankan.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandoan [signage) Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat diatur dalam peraturan bupati.

Pasat 3%y

(1) Pencahayaan ruang luar Bongunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasat 31
ayot {2} huruf | horus disediokon dengan memperhatikan karakter lingkungon, fungsi
dan arsitektur bangunan, estetika amenitas dan komponen promosi.

(2] Pencchayaan yang dihasitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
keserasiaon dengon pencahdyaon dad dalam bangunon don pencanayaan  dar
pensrangan jalan umum.
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Poragraf 5
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
Pasal 40

Setiap Kegiatan daolam Bangunan dan/atau  Lingkungannya  yang Berpolensi
menimbulkan Dampak Lingkungan majib memiliki dokumen kajian dampak lingkungan;

Berdasarkan besaran dan sifat dampak, dokumen itu dibagi 3 yaity Amaal, UPL/UKL dan
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan {SPPL)

Pelaksanaan penaatan ketentuan mengenai kewajiban dokumen lingkungan cligtur
dalam peraturan perundang-undangan oleh instansi berwenang terkait,

Paragraf &
Rencana Tata Bangunan dan Lingkongan
Pasal 41

rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL memuat program bangunan dan
ingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi  dan
ketenivon pengendalian rencana dan pedoman pengenddiian pelaksanaan.

Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memuat
ienis, jumiah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung. serta kebutuhan ruang ferbuka
hijau, faslitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan
sarana penyehatan lingkungon, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang
sudah ada maupun baru.

Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimoksud pada ayat (1)
merupakan ketentuan-ketentuan tala bangunan dan fingkungan pada suaty
lingkungan/ kawasan yang memuat rencona peruntukan Iahan makro dan mikro,
rencana perpetakan, rencana  tapak, rencana sistemn  pergerakan, rencana
aksesibilitas fingkungan, rencana prasarana dan sarand ingkungan, rencana wujud
visual bangunan, dan Ruang Terbuka Hijau.

Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan arahan program
investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun berdasarkan program
bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencona umum dan panduan rencona
yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses
pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penatadan lingkungan/kawasan, dan
merupakan rujukan bagi parg pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan
investasi dan pembicyaan suatu  penaiaon atou pun menghitung folok ukur
xeberhasiian invesiasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahaopan pelaksanaan
pembangunan,

Keteniuan pengenddiian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat {1] merupakan
alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan
atau masa pemberiakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnyc dalam suctu sistem yong
disepakati bersama, dan beraky sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan
untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan  peiaksanaan
pembangunan.

Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada  ayat m
merupakan dlat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penatadn bangunan
dan lingkungan/kawdasan  yang  berdasarkan dokumen RTBL, dan memaondu
pengelolaan kawasan agar dapat berkudiitas, meningkat, dan berkelanjutan.
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(7} RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta dapat dilakukan
melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau masyarakat sesudi
dengan tingkat permasalahan pada ingkungan/kawasan bersangkutan dengan
mempertimbangkan pendapat para ahli don masyarakat.

{8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat {7) melipuli pembangunan baru [new development], pembangunan sisipan
parsial (infill development], peremajaan kota (urban renewal), pembangunan kembali
wilaych perkotaan [urban redevelopment], pembangunon uniuk menghidupkan
kemball wilayah perkotaan {urban revitdlization), dan pelestarian kawasan.

(9} RTBL yang didasarkan padc berbagai pola penataan Sangunan Gedung dan
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat {8} ini ditujukan bagi berbagai status
kawasan sepeni kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun,
kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau
campuran dari ketiga jenis kawasan pada ayat ini.

{10} RTBL ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 7
Persyaraian Keandatan Bangunan Gedung
Pasal 42

Persyaratan keandatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dolam Pasal 16 meliputi
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Paragraf 8
pPersyaratan Keseiomaian Bangunan Gedung
Pasat 43

Persyaratan keandalon Bangunan Gedung terdii dari persyaratan keselamatan Bangunan
Gedung, persyaratan kesehatan Bangunan Gedung, persyaratan kenyamanan Bangunan
Gedung dan persyaratan kemudahan Bongunan Gedung.

Pasal 44

Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
meliputi  persyaratan kemampuan Bangunan Gedung ferhadap beban  muatan,
persyaratan  kemampuan  Bangunan  Gedung  ferhadap  bahaya kebakaran  dan
persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir.

Pasaql 45

(1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan sebagaimana
dimaksud dolom Pasal 44 melfipuli persyaratan sfruktur  Bangunan  Gedung,
pembebanan pada Bangunan Gedung, strukiur afes Bangunan Gedung, struktur
bawah Bangunan Gedung. pondasi langsung. pondasi dalam, keselamatan struktur,
keruntunan struktur don persyaratan bahan.
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Struktur Rongunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1 harus kualfkokoh,
stabil dalam memikul bebon don memenuhi persyarotan keselomaton, persyaratan
kelayanan selama ymur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:

a. fungst Bangunan Gedung, iokosi, keawelon dan kemungiinan pelaksanaon
konstruksi Bangunan Gedung;

b. pengarsh oksi sebagai akibot dar beban yang bekeria seioma umur layanan
strukiur baik beban muatan fefap maupun sementara yang timbul akibat gempa,
angin, Korosi, jamur dan seranggo perusak;

<. pengarvh gempa terhadap substrukiur maupun struidur Bangunan Gedung sesuai
70Na QemMpanyda;

d. shukiur bangunan yang direncanakan secara daktall pada kondisi pembebonon
maksimum, sehinggo pada saat terfadi keruntuhan, kondisi strukiumya masih
memungkinkan penyelamatan did penghuninya;

e. shuklur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjodi kuifaksi,
dan;

f. keanddlan Bangunan Gedung.

Pembebonon poda Bangunon Gedung sebagaimano dimaksud pada ayot {1) harus
dianalisis dengan memeriksa respon struidur terhadap beban tetap, beban sementara
atau beban khusus yang mungkin bekera selama umur pelayonan dengaon
menggunakan standar baku dan/atau Pedoman Teknis.

Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimang  dirnaksud pada oyat {1] melipul
konstruksi beton, konstrukst baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan
bahan dan teknologi khusus diloksonakan dengan standar baky dan/atau Pedoman
Tekrs,

Struktur bawah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} melipufi
pondasi iangsung dan pondasi dalam.

Pondasi langsung sebagaimana dirmaksud pada ayat 15) harus direncanakan sehingga
dasamya tedetak di alas lopisan fanah yang mantap dengan daya dukung tanch
yang cukup kuat dan selamo berfungsinya Bangunan Gedung fidok mengatami
penurunan yang meiompaui batas.

Pondasi dalom sebagaimana dimaksud pada ayat {5) digunakon dalam hal lapisan
fanah dengan daya dukung yang terdetok Cukup jauh o bawah permukaan fanah
sehingga pengguna pondasi langsung dapal  menvebabkan penurunon  yang
bedebihan aiou ketidakstabiian konsfruksi,

Keselamatan sfruktur sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupokan soloh satu
penentuan fingkat keandoion struidur bangunan yang diperoleh dari hasi Pemenicaan
Berkala oleh tenaga ohli yong bererifikat sesuai dengan kefentuon ketentuan
percturan perundang-undangan.

Keruntuhan shukfur sebagoimana dimaksud pada ayat {1} merupckan salah satu
kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan Pemeriksaan Berkalo tingkat

keandalon Bangunon Gedung sesual dengan Peraturan peraturan  perundang-
undangan,
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Persyaratan bahan sebogaimana  dimaksud poda ayat {1} harus memenuhi
persyaratan keamanan, keselamaian lingkungon dan Pengguna Bangunan Gedung
serta sesuai dengon SNI terkait.

Pasal 46

Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bohaya kebakaran meliputi
sisfern proteksi akfif, sistern proteksi pasif, pemsyaratan jalan ke fuar don aksesibififcs
uniuk pemadaman kebokaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar
dan sistem peringaton bahaya, persyargtan komunikost dalam Bangunon Gedung,
persyaratan instalasi bahan bakor gos don maonajemen penangguiongan kebakaran.

Setiap Bangunan Gedung kecual rumah tinggal funggal dan rumoh deret sederhana
harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistemn proteksi aklif yang meliputi
sistem pemadam kebakaran, sistem ditekst dan dlarm kebakaran, sistem pengendal
asap kebokoran dan pusar pengendal kebakaran.

Sefigp Bangunan Gedung kecudl rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana
harus difindungt dard bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuli
standar boku dan/atau Pedoman Teknis.

Persyaratan jolon ke wor don oisesbiiios untuk pemaodomaon kebokaran meliput
perencanaan akses bangunan dan ingkungan untuk penceganan bahaya kebakaran
dan perencancan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuat dengan
standar baku don/atou Pedoman Teknis.

Persyaratan pencahayaan darural, tanda arah ke luar dan sistem peringaian bahaya
dimaksudkan untuk memberikon arahan bogl pengguna gedung dalom keadaaon
daorurat untuk menveiamatkan dir sesual dengan dengan standar baku dan/atau
Pedoman Tekris.

Persyaratan komunikasi dalam Bangunian Gedung sebagai penyediaon  sistem
komunikasi untuk keperduan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjad
kebakaran atau kondisi lainnya hanus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai telekomunikasi,

Persyaratan instalasi bahon bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas daon instalasi gas
yang dipergunakan baik dalam jaringan gos koto maupun gos tabung mengikuti
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lontal don/otou
jumilch penghuni terfentu harus mempunyai unit mangjemen proteksi kebakaran
Bangunon Gedung.

Pascl 47

Persyaraton kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir don bahaya
kelisiikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistern kelistrikan.

Pemyaratan instalasi proteksi pefir harus memperhatikan perencanaan sistem profeksi
pefir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan pemelfiharaan serta memenuhi standar
baku dan/atou Pedoman Teknis.

Persyaratan sistem kelistikan harus memperhatikan  perencanaan  instalasi  flistrik,
jaringan distribusi listnk, beban fistk, sumber daya listrik, fransformator distibusi,
pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaon dan memenuhi dengan standar baku
dan/atau Pedoman Teknis.
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Pasal 48

Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem
pengamanan yang memadai untuk mencegaon terancamnya keselomatan penghuni
dan harta benda akibat bencona bahan peledak.

Sislem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1] merupakan kelengkapan
pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bohan
peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.

Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud daiom ayaf {2) merupakan tata cara
proses pemeriksanaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa
benda afou bohan berbahaya yang dopat meledakkan dan/atau membakar
Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di datamnya.

Pergiatan pengomanan sebagaimana dimaksud dalom ayat (2] merupakan
peralatan detekior yang digunakan unfuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung
yang kemungkinan membawa benda atou boharn berbahaya yang dapaot
meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di
dalamnya.

Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat {2} merupakan orang
yang diberikan tugas uniuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang
kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan
dan/otou membakor Bangunan Gedung don/alau pengunjung di dalomnya.

Persyaratan sistermn pengamanan sebagaimana dimaksud dalom ayat {2} yong
melipuli ketentuan mengenat talc cora perenconaan. pemasangan, pemelinaraan
instalasi sistem pengomanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang
terkait.

Paragraf ¢
Persyaratan Kesehatan Bangunon Gedung
Pasal 47

Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaraian sistem penghawaan,
pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.

{t)

(2)

(3)

(1]

Pasal 50

Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
dapat berupa ventiiosi dlami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesual dengan
fungsinya.

Bangunan Gedung tempat finggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum
harus mempunyai bukaan permanen atau yong dapat dibuka untuk kepentingan
ventilast adlami don kisi-kisi pada pintu dan jendela.

Persyaraian teknis sistem dan kebutuhan venfilasi harus mengikuti dengan standar
baku dan/atau Pedoman Teknis.

Pascal 51

Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
dapat berupa sistem pencahayaan ofami dan/afau buatan dan/afau pencahayaan
darurat sesuai dengan fungsinya.



{2}

{3)

{4)

(1}

{2

(3)

(1)

(2)

{3}

h

(2)
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Bangunon Gedung lempat finggal dan Bangunan Gedung uniuk pelayanan umum
harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang opiima  disesuaikan
dengan fungsi Bangunon Gedung dan fungsi fiap-tiap ruangan dalam Bangunan
Gedung.

Sistern pencahayaan buatan sebagaimona dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi
persyaratan: a. mempunyai fingkat fluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang
dalam dan tidak menimbulkan efek sikau/pantulan; b. sistern pencahayaan darurat
hanya dipokai pada Bangunan Gedung fungsi terfentu, dapat bekera secora
otomatis dan mempunydi fingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi: . harus
dilengkapi dengan pengendali manuai/otomatis dan ditermpatkan pada tempat yang
mudach dicapai/dibaca oleh pengguna ruangon.

Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuli standar baku dan/atau
Pedoman Teknis.

Pasal 52

Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalom pasal 49 dapat
berupa sistem air minum - daiom Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan
pembuangan air limbah/kotor, persyaratan  instalasi gas medik, persyaratan
penyaluran dir hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran
pembuangan air kotor. tempat sampoh, penampungan  sampah  dan/atau
pengoiahan sampah).

Sistern air minum dalam -Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayaf {1)
harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber gir minum, kuaiitas air bersih,
sistem distribusi dan penampungannya.

Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti;

a. kudilitas air minum sesudi dengan peraturan perundang-undongan mengenai
persyaratan kuafitas air minum dar- Pedoman Teknis mengenai sistemn plambing;

b. standar baku dan/atav Pedoman Teknis.
Pasai 53

Sistem pengotahan dan pembuangan air imbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 harus direncanakan dan dipasang dengan memperfimbarnigkan jenis dan
fingkat  bahayanya yong diwujudkan  dalom  bentuk pemifihan  sistemn
pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem
pengolahan dan permbuangannya.

Alr limbah beracun dan berbohaya tidak boleh digabung dengan air imbah rumah
tangga. vang sebelum dibuang ke safuran ferbuka harus diproses sesuai dengan
pedoman dan Standar Teknis terkait.

Persyaratan teknis sistem oir imbah harus mengikutl standar baku dan/atou Pedoman
Teknis,

Pasal 54

Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana  dimaksud daolam Pasal 52 waijip
diberlakukan di fasiiitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumcth perawatan, fasiitas
hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya,

Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas
medik dan sistem vacum gas medik harus diperfimbangkan pada sagt perancangan,
pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.




(1]

(2)

(3)

(¢)

(1)
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Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti stondar boku danfatau Pedoman
Teknis.

Pasal 55
Sistem dir hujan sebagaimana dimaksud datam Pasal 52 harus direncanakan dan -
dipasang dengan mempertimbangkan kefinggiaon permukaaon air tanah, permeabiiitas
tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
Setiap Bangunon Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengon sistem
penyaluran air hujan bakk dengan sistem peresapan air ke dalom tanah pekarangan
dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase
lingkungan.
Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan
penyumbatan pada saluran.
Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan standar baku dan/atau
Pedoman Teknis tentang {ota cora perencancon, pemasangan dan pemelinaraan
sistern penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung.

Pasal 56

Sistem pembuangan kotoran, dan sampch dalam Bangunan Gedung sebagaimana
dmaksud  dalam  Pasal 52 harus  direncanckan  dan  dipasang dengan
mempertimbangkan fasilitas penampungan dan ensnya.

Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat
penompungan  kotoran  dan  sompah  pada  Bangunan Gedung dengan
memperhitungkan fungsi bangunan, jumiah penghuni dan volume kotoran dan
sampah.

Perfimbangon jenis kotoran dan sompoh diwujudkaen dalom bentuk. penempatan
pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni,
masyarakat dan fingkungannya.

Pengembang perumahan wadjib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan
tempat pembuangen sompah  sementara, sedangkan pengangkaton  dan
pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.

Potensi reduksi sampah dapat dilakukan  dengan  mendaur ulang dan/otau
memanfaatkan kembali sampah bekas.

Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis harus
dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.

Pasal 57

Bahan Bangunan Gedung sebagdimana dimoksud dalam Pasal 49 harus aman bagi
kesehafon Pengguna Bangunan Gedung dan fidak. menimbuikan dampak penting
terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian fingkungan.

8ahan bangunon yang aman bogl . kesehatan dan tidak menimbulkan  dampak
penting harus memenuhi kriteria:

a. fidak mengandung bahan berbahayo/beracun bag kesehatan Pengguna
Bangunan Gedung;

b. tidak menimbulkan efek siau bagi pengguna, masyarakat dan ingkungan
sekitamya;

¢. fidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
sesuai dengan prinsip konservasi: dan
€. ramahlingkungan.

a
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Paragraf 10
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
Pasal 58

Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung melipufi kenyamonan ruang gerak don
hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan,
serlo kenyomonon terhadap fingkat getoron don kebisingan.

(1)

(2)

(1}

{2}

(3)

(4)

(5}

Pasal 59

Persyaratan kenyamanan suang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana
dimaksud datam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi
rang dan tata letak ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan
bergerak dalam ruangaon.

Persyoratan  kenyamanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat {1}  harus
mempertimbangkan fungsi ruang, jumich pengguna, perabot/fumitur, aksesibilitas
ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehaian.

Pasal 60

Persyaratan kenyamanan kondisi udara di daolam ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pascl 38 merupakan fingkat kenyamanan yang diperoieh dar temperatur dan -

ketembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

Persyaratgn kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus
mengikuti standar baku dan/atau Pedoman Teknis terkait.

Pasal 61

Persyaratan kenyamanan pondangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
merupckan kondisi dori hak pribadi pengguna yong di ddaom  meloksanakon
kegiatannya di daiom gedung tidak terganggu Bongunan Gedung lain di sekitamya.

Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haus
memperfimbangkan kenyamonan pandangon dari  dalam bangunan, ke luar
bangunan, dan dari luar ke ruang-fuang tertentu dalam Bangunan Gedung.

Persyaratan kenyamanan pandangan dar dalom ke luar bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} harus mempertimbangkan:

a. gubahan massé bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalom’ don juor

lbangunan dan rancangaon bentuk luar bangunan;
b. pemanfaatan potensiruang luar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH,

Persyaratan kenyamanan pandangan dar luar ke dalam bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) harus mempertimbangkan:

a. rancangan bukoan, tata ruvang dalam dan luar bangunan don rancangan bentuk
luar bangunan;

b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar
Bangunan Gedung don penyediaan RTH .

C. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.

Persyarafan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4) harus memenuhi ketentuan dolam Standar Teknis
terkait
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Pasal 42

Persyaraton kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 merupakan fingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu
keadaan yang fidok mengakibatkan pengguna don fungsi Bangunan Gedung
terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang fimbul dari dolam Bangunan
Gedung maupun lingkungannya.

Untuk mendapatkan kenyamanan dari geforan dan  kebisingan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus mempertimbangkan
jenis kegiatan, pepggunaan peraiatan dan/atas sumber getar dan sumber bising
lainnya yang berada di dalom maupun di luar Bangunan Gedung.

Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan
Gedung sebogaimana dimaksud padao ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam
Standar Teknis mengenal tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaron dan
kebisingan pada Bangunan Gedung.
Paragraf 11
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Pasal 42

Persyarcatan kemudahan meliputi kemudahan hubungaon ke, dar don di dalam Bangunan
Gedung serta kelengkapon sarana don prasarana dalam Pemanfaatan Bangunaon
GCedung.

Pasal 64

(1} KXemudahan nubungan ke, don dan di daiam Bangunan Gedung sebagaimana

{2)

{3}

{4)

(6]

{1}

dimaksud dalam Pasal 63 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah,
aman dan nyaman termasuk penyandaong cacat dan lanjut usia.

Penyediaan fasilitas dan aksesibifiias sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harys
memperfimbangkan tersedianya hubungan horizortal dan vertikal antar ruang dalam
Bangunan Gedung., akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan ianjut usia.

Bangunan Gedung Umum yang fungsinya  untuk  kepentingan publik, harnus
menyediakan fasilifas dan kefengkapan sarana hubungan verfikal bagi semua orang
termasuk monusia berkebutuhan khusus.

Sefiop Bangunan Gedung “harus memenuhi persyaratan  kermudahan hubungan
horizontal berupa tersedianya pintu dan/afau koridor yang memadai dalam jumiah,
ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang diperfimbangkan berdasarkan besaran
riangan, fungsi ruangan dan jumiah Pengguna Bangunan Gedung,

Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan berdaosarkan
fungsi koridor, fungsi ruang dan jumiah pengguna.

Kelengkapan sarana dan prasaranc  harus disesuaikan dengan fungsi Bangunan
Gedung dan persyaratan lingkungan-Bangunan Gedung.

Pasal 65

Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai
yang mernaddi untuk terselenggaranyo fungsi .Bangunan Gedung berupa tangga,
ramp, fift, tangga berjalan {eskalotor) atau laniai berjalan {fravelator).




(2}

(3

{4}

(3}
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Jumiah, ukuran don konsinuksi sarana hubungan vertikal horus berdosarkan  fungst
Bangunan Gedung, luas bangunan dan jumich pengguna rwang serfa keselomatan
Pengguna Bangunan Gedung.

Bongunan Gedung dengan kelinggian di atas 5 fimoy londal harus menyediakan it
penurmpang.
Setiap Bangunan Gedung yang memiliki if penumpang harus menyediakan §f khusus

kebakaran, atau ¥ penumpang yang dapat difungsikan sebagdai §if kebakaran yang
dimulai dart iontai dasar Bangunan Gedung.

Persyaratan kemudaohan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimona dimaksod
pada ayot {1) mengikuli standar baku dan/atav Pedoman Teknis terkait.

Bagion Keempaol
Persyaratan Pembangunon Bangunan Gedung di Alas
atau di Bawah Tanak, Alr atau Prasarana/Sarana Umum,
dan pada Daerah Hantaran Udara Lishik Tegangan Tinggl
atav Ekshra Tinggi akau Ulhra Tinggl dan/atau Menara
Telekomunikasi dan/atau Menara Air

Pusal &

Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana danfatoy sarana umum harus
memenuhi persyorotan sebogai berikut:

a. sesuai dengan RTRW, RDTR danjaiau RIBL

B. fidok menggonggu fungsi sarana don prasarano yang berada o bowohnyo
daryatau di sekifarnyo;

¢. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap fingkungannya;
d. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; don
2. memperimbangkan pendapat TABG dan pendapat masvorakat,

Pembangunan Bongunan Gedung di bawah tanch yong melintasi prasarana
dan/atau sarana umum harus memenuhi penyaratan sebagai berikut:

a. tidak untuk fungsi hunian atau tempat #nggal;
¢. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah:

d. memiliki sarana khusus urduk kepentingan keamaonan dan keselamaton bag
pengguna bangunan;

&. mendapatkan persefujuan daii pihak yang berwenang: dan
.  memperlimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat,

Pembangunan Bangunan Gedung di bawah don/atau o atas air harus memenuhi
persyaratan seirxagai berikut:

Q. sesual dengan RIRW, RDTR, dan/aiau RTBL;

b. fidok mengganggu keseimbangan fingkungon dan fungsl Endung kawasan:
c. tidak menimbutkan pencemaran:

d. telah mempertimbangkan fakior keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan
kemudahan bogi pengguna bangunan:




{4)
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{2}

(3}

(4)
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e. mendapatkan persetujuan dar pihak yang berwenang; dan
f. memperfimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.

Pembangunon Bangunan Gedung pada daerah hantaron udara listik tegangan
tinggifeksira finggi/ulra tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air
harus memenuhi persyaratan sebagai berkut;

a.  sesugidengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;

b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan
kemudahan bagi pengguna bongunan;

C. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi harus mengikuli standar baku
dan/atau Pedoman Teknis terkait:

d. khusus menara telekomunikasi harus mengikuti peraturan perundang-undangan
mengenal pembangunan dan penggynaan menara telekomunikasi:

e. mendapatkan persetujuan dar pihak yang berwenang; don

. memperimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat
masyarakad.

Bagian Keiima
Persyaratan Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Tradisional,
Pemanfaatan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional serfa Keasifan Lokal

Paragraf 1
Bangunan Gedung Adal

Pasal 67
Bangunan Gedung adat dapat berupa bangunan  ibadah, kantor lembaga
masyarakat adat, balgi/gedung perfemuan masyarakat adat, atau sejenisnya.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan oleh masyarakat adal sesuc |
ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Penyelenggaraon Bangunan Gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {1},

Pernerintoh Daerah dapat mengatur p%rsyc:rc:’rc‘m adminisiralit dan persyaratan feknis

lgin yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dalam
peraturan bupati.

Pasal 48

Ketentuon mengendl kaidoh/normo adat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung
adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan,
yang meliputi:

a.
.
C.
d.
e.

penentuan lokasi,

langgam arsitekiur lokal,

arah/orientasi Bangunan Gedung,

besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan topak,

simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung,
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f. tataruang dalam dan luar Bangunan Gedung,
g. aspek larangan, dan

h. aspekritudi,
Pasal 49

Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalom penyelenggaraan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud daiam pasal 68 diatur dengan peraturan bupati.

{t)

{2}

(3}

(4]

Paragraf 2
Bangunan Gedung dengan Langgam Tradisional
Pasal 70

Bangunan Gedung dengan fanggam tradisional dapat berupa fungs! hunian, fungsi
keagamaan, fungsi usaha, dan/atau fungsi sosial dan budaya.

Penyelenggaraan Bangunan .Gedung dengan langgarn fradisional dilckukan oleh
persecrangan, kelompok masyarakat, lembage swasta afau lembage pemerintah
sesuai ketentuan kaidah/norma  fradisional yang  fidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisiona! dilakukan dengan
mengikuti persyaratan administrafif dan persyaratan teknis sebagoimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat {1).

Permernntah Daerah dapat mengafur persyaratan administrafif don persyaratan feknis
lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam
fradisional dalam peraturan bupati.

Pasal 71

Ketentuan mengenai  kaidah/norma  tradisional  dalam penyelenggaraan  Bangunan
Gedung dengan longgam fradisionat terdin dari ketentuon pada aspek perencaonaan,
pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi; '

a
b
C.
d
e
f.

©

penentuan lokasi,
langgam arsitektur lokal,
arah/orientasi Bangunan Gedung,
besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak,
simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung,
tata nsang dalam dan luar Bangunan Gedung,
aspek larangan, dan/atau h. aspek ritual,
Pasal 72

Ketentuan mengenai  kaidah/norma  tradisional dalam penyelenggaracn  Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasat 71 diatur lebih lanjut dalam peraturan bupat.
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Paragraf 3
Penggunaan Simbol dan Unsur/Elenien Tradisional
Pasal 73

(1) Perseocrangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah
dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional uniuk digunakan pada
Bongunan Gedung yong akan dibangun, direhabilitasi atou direnovasi.

{4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisionail sebagaimana dimaksud pada ayat
(11 bertujuan untuk melestarikan  simbol dan  unsurfelemen  radisional  serta
memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung.

{5} Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung daiom simbol dan
unsur/elemen tradisional yang digunakan berdasarkan budaya dan sistem nilai yang
hedaku.

{6} Penggunaan simbol dan unsur/elemen fradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] dilakukan dengan perfimbongan aspek penampitan dan keserasion Bangunan
Gedung dengan lingkungannya.

{7} Penggunoan simbol dan unsur/elemen tradisiongt sebagoimana dimaksud pada ayot
(1) dapat diwgjibkan untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah dan/atau
Bangunan Gedung milik Pemerintoh di daerah dan dianjurkan untuk Bangunan
Gedung milik lembaga swasta aiau perseorangan.

(8) Ketentuan dan fata cara penggunaan simboi dan unsut/elemen tradisional diaiur lebih
] lanjut dalam peraturan-bupat.

Paragraf 4
Kearifon Lokal
Pasal 74

{1} Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan alou norma yang mengandung
kebijaksanaan dalom berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai sebagai
warisan turun temurun dar leluhur.

{2) Penyelenggoraan Bangunan Gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan
lokal yang berdaku pada masyarakat setempat yang fidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

{3} Ketentuan daon fata cara penyelenggaracn kearifan lokal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

f Bagion Keenom

Persyaralan Bangunan Gedung Semi Pérmanen
dan Bangunan Gedung Darurat

Paragraf 1
Bangunan Gedung Semi Permanen dan Darurat
Pasal 75

(1) Bongunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang
» digunakan unfuk fungsi yong difetapkan dengan konsfruksi semi permanen dan
darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
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Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} horus
tetap dopat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahaon, keserosian dan
keselarasan Bangunan Gedung dengan fingkungannya.

Tata cora penyelenggoroan Bangunan Gedung semit permanen dan darurat dialur
lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragrof 1
Umum
Pasaf 7§

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanoh longsor, kawasan
rawan gelombaong pasang, kawasan rawan banjic dan kawasan rawan bencana aiam
geoclogi.

Penyelenggaraon Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebogaimana
dimaksud pada ayat {1} dilokukan dengan memenuhi persyaratan ferteniu yang
mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana Simaksud pada ayat {1} diatur dolam
RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/otau penetapan dari instansi yang berwenang
laginnya.

Dalom hal penetapan kawasan rawan bencana adlam sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan
sebagai kawasan rawan bencana dlam dengan larangan membangun pada batas
tertentu daiom peraturan bupaoti dengan mempertimbangkan keselamatan dan
keamanan demi kepentingan umum.

Paragratf 2
Persyaraian Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
Pasal 77

Kawasan rawan tandah fongsor sebagaimang dimaksud daiam Pasal 76 ayat {1}
merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan materia)
pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan. tanah, atau material campuran.

Penyetenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} horus memenuhi persyaratan sesuai ketenfuan dalam RTRW,
RDTR, peraturan zonasi dan/aiau penetapan dar instansi yang berwenang lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerinich Daerabh dapot  mengatur mengenal peryorotan  penyelenggaracn
Bangunan Gedung di kowasan rawan tanah longsor dalam peraturan bupati,

Penyelenggaraan 8angunan Gedung di kawason rawan tanah longsor sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu
menganfisipasi kerusakan Bangunan Gedung okibaf kejatuhan maierial longsor
dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah padd tapok.
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Poragraf 3
Persyaraton Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Pasal 78

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud daiam Pasal 76 ayat (1)
merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan
kecepaton onfara 10 sompail dengan 100 kilometer per jom yang fimbul okibat angin
kencang atau gravitasi bulan atau matahar,

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksued pada ayat {1) harus memenuhi persyaratan sesual ketentuan
dalam RIRW, RDIR, peraturan zonasi danfatau penetopan dari instansi yang
berwenang lainnyo.

Datam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] belum ditefapkan,
Pemerintoh Daerah dapat mengafur mengenai peryaratan penyelenggaraon
Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalom peraturan bupoti,
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang
mampu mengantisicasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bongunan Gedung akibat
hantaman gelombang pasang.

Paragraf 4
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
Pasal 79
Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat {1} merupakan

kawasan yang didentifikasikan sering dan/atau berpotensi finggi mengalami bencana
alam banijir.

Penyelenggaraan Bongunon Gedung di kawasan rowan banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi persyaratan sesudi ketentuan dalam RTRW,
RDIR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pado ayat (2] belum ditetapkan,
Pemerintah  Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan  penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dolam peraturan bupoti,

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjiir  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] harus memiliki rekayasa feknis terfeniv yang mampu
mengantisipast keselamatan penghuni dan/atau kerusakon Bangunan Gedung akibat
genangaon banjr.

Paragraf 5
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alom Geologi
Pasal 80

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat {1}
medipufi:

a.

b
c.
d

kawasan rawan letusan gunung berapi;
kawasan rawan gempa bumi;

kawasan rawan gerakan tanah;

kawasan yang terdetak di zona patahan aktif;




oy
H

(2)

{3}

(4

(2]

{1}

kawasan rowan sunoami:
KOWasan rawan abrasi; dan
kawasan rawan bohaya gas beracun,

Pasal 81

Kawason rawan letusan gunung berapi merupakan kawasan yvang terdetak di sekitar
kawah afau kaldera dan/atau berpotensi ferdanda awan panas, afiran lava, afiran
tahar lontaran atou guguron batu pijar dan/atav aliran gas beracun.

Penyeienggoraan Bangunan Gedung di kawasan rawan letusan gunung berapi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi persyaratan sesug ketentuan
dgalom RIRW, RDIR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang
berwenang lainnya.

Dalom hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
Pemerintch Daerah dapat mengator mengenai peryaratan  penyelenggaraan
Bangunon Gedung di kawasan rawan letusan gunung berapi dalam peraturan bupati.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung df kawasan rawan fetusan gunung berapi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus memifiki rekayasa teknis tertentu yang
mampu mengantisipasi keselamatan penguni secara sementara dari bahaya awan
panas, dliran fava, dgliran lahar lonfaran atau guguran botu pijor dan/atou giiran gas
beracun.

Pasal 82

Kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasan yang berpotenst dan/atau pemah
mengalami gempa bumi dengan skala VI sampal dengan X3l Modified Mercolly
Infensity {MMI}.

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan
dalam Peta Zonasi Gempa Pelc Zonasi Gempa Indonesia yang ditelapkan oleh
Menter Pekefjaan Umum pada tanggal 1 Juli 2010

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawason rowan gempa bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam standar
baku dan/atau Pedoman Teknis terkaif.

Penyeienggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana
dimaksud poada ayal {1) harus memilikt rekayasa teknis terfentu yang mampu
mengontisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung okibat getaran
gempa bumi dalam pericde waktu tertentu,

Pasol 83

Kawasan rawan gerakan fanah mewpakan kawasan yang memiliki fingkat kerentanon
gerakan tanah finggi.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan fanah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTIRW,
ROTR, percturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnye.

Dalam hat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) belum ditetapkan,
Pemernntah Daeroh dapot mengaiur mengenal peryaratan penyelenggarasn
Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah dalom Peraturan Bupati.
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Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerckan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memilki rekayasa ieknis ferfentu yong mampu
menganfisipasi kerusakan dan/atou keruntuhan Bangunan Gedung akibat gerakan
tanch tinggi.

Pasal 84

Kawasan yang terletak di zona patahan aktf merupakan kawasan yang berada pada

sempadan dengan lebar paling sedikit 250 {dua ratus lima puluh} meter dari tepi jatur
patahan aktif.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aklif
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
daiam RIRW, RDIR, peraturan zonosi dan/atou penetapan dart instansi yang
berwenang lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimaona dimaksud poda ayat {2) belum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengatuor mengenai peryaraton  penyelenggaraon
Bangunan Gedung di kawason yong terletak di zono patohan akiif dalom peraturon
bupati.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona patahan akdif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang
mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat
paiahan aktif geologi.

Pasal 85

Kawasan rawan tsunami merupakan kawasan paniai dengan elevasi rendah
dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan fsunami sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW.
RDTR. peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} belum ditetapkon,
Pemerintah Daerch dapat mengatur mengenai peryaratan  penyeienggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami daiam peraturan bupati.

Penyelenggaraan Bangunon Gedung di kawasan rawan tsunami sebagdmana
dimaksud pada ayat {1} harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu
mengantisipasi keselomatan penghuni dan/atau  keruntuhan Bangunan Gedung
akibat gelombang fsunami.

Pasal 856

Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau permnah
mengalami abrasi.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW,
RDIR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimona dimaksud pada ayat (2) betum ditetapkan,
Pemerintah Daerah dapat mengotur mengenai peryaratan  penyelenggaraan
Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam peraturan bupati.
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Penyeienggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebogaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memilki rekayasa teknis tertentu yang mampu
mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi.

fasal 87

Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau
pernah mengalami bahaya gas beracun.

Penyeienggaraon Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun
sepagaimana dimaksud pada ayaf {1} harus memenuhi persyaratan sesuct ketentuan
dalom RIRW, RDIR, peraturan zonasi danfofau penetapan dar instansi yang
berwenang lainnya.,

Dalam hd kefentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) belum ditetapkan,
Pemerintah Doerah dapat mengatur mengenai peryvaratan  penyelenggarcan
Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun dalam peraturan bupati.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kowasan rawan bahaya gas beracun
sebagaimana dimaksud pada ayaf (1} harus memiliki rekayasa feknis tertentu yang
mampuy mengantisiposi keselamatan penghuni Bangunan Gedung akibat bahaya gas
beracun.

Paragrat 6

Tata Cara Dan Persyaralan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
di Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 88

Tata cara dan persyaroton penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan
bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 76 diatur iebih lanjut dalam peraturan bupati.

{2}

{3)

(4]

BAB V
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasat 89

Penyeienggaraan Bangunan Gedung terdii  atas  kegiotan  pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayaf (1)
diselenggarckan melaiui proses Perencanacn Teknis dan proses pelaksanaan
konstruksi.

Kegiatan Pemaniaaion Bangunan Gedung sebagamana dimaksud pada ayat {1)
meliputi  kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemerksaan secara  berkala,
perpanjangan  Sertifikat Lakk Fungst, dan pengawasan Pemanfaaian Bangunan
Gedung.

Kegiatan pelestarion Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada oyat (1)
melipuil kegiatan penetapan dan pemanfaaton termasuk perawatan dan pemugaran
serta kegiatan pengawasannyd.
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Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
meliputi  penetapan pembongkaran don  pelaksanaon  pembongkaran  serfa
pengawasan pembongkaran.

Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
Penyelenggarae Bangunan Gedung wajb memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkan
dampak penting bagt lingkungan.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan
gedung.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 90

Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau
menggunakan penyedia jasa d bidang perencanaan, peloksanaan  dan/atau
pengawasarn.

(1)

(2)

(2)

(3)

Pasal ¢1

Penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung secara swakeiola sebagaimana
dimaksud ddalam Pasal 90 menggunakon gombar rencona ieknis sederhanc ofau
gambar rencana prototip.

Pemerintah Daerah dapat memberkan banluan teknis kepada Pemilk Bangunan
Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar profotip.

Pengowasan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
[1} dilgkukan oleh Pemerintah Daerah daiam rangka kelaikan fungsi Bangunan
Gedung.

Paragraf 2
Perencanaan Teknis
Pasal 92

Sefiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar Bangunan
Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia
jasa perencanaan Bangunon Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetens
dibidangnya sesual dengaon fungsi dan kasifikasinya.

Dikecudlikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} perencanan teknis
untuk Bangunon Gedung hunian tunggal sederhana, Bangunan Gedung hunian deret
sederhana, dan Bangunan Gedung darurat.

Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanan teknis untuk jenis Bangunan Gedung
lainnya yang dikecudilikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} yang
diatur di dalam peraturan bupati.
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Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan berdosarkan Kerangka Acuan Kena

can dokumen katan kerno dengan penyedia iasa perencanaan Bangunan Gedung
yang memiliki sertifikasi sesual dengaon bidangnya,

Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun ddlam sualu dokumen rencaona
teknis Bangunon Gedung.

Paragref 3
Bokumen Rencanda Yeknis
Pasai 93

Dokumen rencona feknis Bangunan Gedung sebagaimoana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (5] dapat meliputi:

a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konsiuksi,
rekanikol/ elekinkal

gambor delail;

syarat-syarat umum darn syarat ieknis;

rencana anggaran biaya pembangunan:

{aporan perencanoan.

00y

Dokumen rencana leknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diperiksa, dinial,
disetujui  dan disahkan  sebagal  dosar untuk pemberan IMB  dengan
memperfimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungst dan kiosifkas
Bangunan Gedung, persyaratan fata  bangunan, keselamatan,  keseholon,
kenyamanan dan kemudahan.

Penilaian dokumen rencand teknis Bangunon Gedung sebagaimona dimaksud pada
ayat {2) wajib mempertimbangkan hak-hal sebaga berkut:

0. perimbangan dari TABG unfuk Bangunan Gedung yang digunckan bagi
kepentingan umum;

b. perimbaongan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk
Bangunan Gedung vang akaon menimbulkan dampak penting;

c.  koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari
TABG serfa memperthafikan pendapat masyarakaf untuk Bangunan Gedung
vang diselenggarakan oleh Pemernintah.

Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana feknis sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} diberikan secara tertulis oleh peijobat yang berwenang.

Nokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan tiaya retibusi
IMB yang besamyo ditefapkan berdasarkan fungsi dan Kiasifikast Bangunan Gedung.

Berdasarkan pembayaran refribusi iMB sebagaimana dimaksud pada ayat {5} bupatk
menerbitkan IMB, yang akan ditentukan dengan Peraturan Bupati.

Paragrat 4
Toda Cara Penerbitan IMB
Pasal 94

permohonan  IMB  disampaikan  kepada bupati dengan  diampin persyaraian
administrafif dan persyaratan teknis sesual dengan fungsi dan Kiosifikast Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasat B, dan Pasal 9.
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Persyaratan administratit sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdin dari:

Q.

b.

=¥

fanda bukli sictus hok atos tanah, atau tanda bukli perjanjion pemantaatan
tanah;

data Pemilik Bangunan Gedung;
rencanda teknis Bangunan Gedung;

hasit anaiisis mengenal dampok ingkungon bagl Bangunan Gedung yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

dokumeny/sural surat iainnya yang ferkait.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdin dari;

a.
b.

data umum Bangunan Gedung, dan

rencana teknis Bangunan Gedung.

Data umum sebagaimana dimaksud pado ayat {4} berisi informasi mengenai;

Q.
k.
c.
d.

e.

fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
fuas fantai dasar Bangunan Gedung;

total luas iantai Bangunaon Gedung;
ketinggian/jumlah lantai Bangunan Gedung;

rencanc pelaksanaan,

Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {4) terdir dari:

a.

e a0 p

«

n.

gambar pra rencana Bangunan Gedung yang terdin dar gambar rencana tapak
atau situast, dench, Tompak dan gambar potongan;

spesifikasi teknis Bangunan Gedung:;

rancangan arsitekiur Bangunan Gedung:
rencangan struktur secara sederhana/prinsip;
rancangan utilitas Bangunon Gedung secara prnsip;
spesifikast umum Bangunan Gedung;

perhitungan struktur Bangunan Gedung 2 {dua} lantai atau lebih dan/atau
bentang struktur lebih darn 6 meter;

perhitungan kebutuhan ulilitas {mekanikal dan elektikal);

rekomendasi instansi terkait.

Rencana teknis sebagaimana dimaoksud pada ayat {5} disesugikan dengon
penggolongannya, yaitu:

a.

rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian meliputi;

1} bangunan hunian rumah finggal tunggal sederhana [rumah inti tumbuh,
rumah sederhana sehaf, rumah deret sederhanaj:

2}  bangunan hunian rumah finggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2
lomiai;

3}  bangunan hunion rumah finggal tunggal tidok sederhana atau 2 lantai gigu
lebih dan gedung lainnya pada umurmnya.
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b. rencana teknis untuk Bangunan Gedung uniuk kepentingan umum;
rencana feknis untuk Bangunan Gedung fungsi khusus; dan

rencana leknis untuk Bangunan Gedung kedutoan besar negoara asing dan
Bangunan Gedung diplomatik lainnya.

Pasal 95

Bupati memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana dimaksud daoiam Pasal 100
serfa status/keadaan tanah dan/afau bangunan untuk dijadikan sebagal baban
pasatujuan pemberdan M8,

Bupafi menefapkan refribusi IMB berdasarkan bohan persetujuan  sebagaimana
dimaoicud pada ayat [1).

Pemeriksaan dan penikaian sebagaimana dimaksud pada ayat {1 dan penetapan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} paling loma 7 Hujuh} har kerja terhifung
sejak tanggal diterima permohonan IMB.

Pemerksaan dan peniflcion permohonan IMB  untuk Bangunan Gedung yang
memertukan pengeliolaan khusus atou mempunyai fingkat kompleksitas yang dapat
menimbulkan dampak kepada masyargkat dan lfingkungan paling lama 14 [empat
belas} har kerda terhitung sejak tanggal diterima pemohonan IMB.

Berdasarkan penetapan refribusi IMB sebagaimana dimaksud pada avat {2) pemohon
IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daergh dan menyerakan tfanda bukdi
pembavarannya kepada bupati,

Bupati mensrbitkan IMB paling lama 7 (fujuh) haid keria temhitung seiak diterimanva
bukti pembayaran retribusi IMB oleh bupati.

Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuah ditetapkan lain oleh
Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan fakior nitai fradisional dan kearifan
tokat yang beriaku di masyarakat hukum adainya.

Pasal 96

Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan feknis
bupati dapat meminia pemohon IMB unfuk menyempumakan dan/atau melengkapi
persyaratan yang digjukar.

Bupati dapat menyetujul, menundao, atou menoiak permononan IMB yang dialukan
oleh pemohon.

Pasat 97

Bupati dapat menunda menerbitkan IMB apabila:

a. Bupatlt masin memeriukan wakiv fambahan uniuk meniial, kKhususnya persyaraian
bangunan serfa perfimbangan nilai ingkungan yang direncanakan;

b. Bupati sedang merencanckan rencana bagian kota atau rencona terperinci kota,

Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan 1 {satu) kali untuk jongka waktu tidok lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak
penundaarn sebagaimana gimaksud pada ayat {1},

Bupati dapat menolak permohonan IMB apabila Bangunan Gedung yang akan
dibangun:

a. Tidak memenuhi persyaratan adminisiratit dan teknis;




(2]

[3)
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. Penggunoan tanah yang akan didirkan Bangunan Gedung tidak sesuot dengan
rencana kota;

C.  Menggoanggu ooy memperburuk ingkungon sekifamya;

d. Mengganggu laiu intas, giiron dir, cochaya pada bangunan sekitamya yong felah
ada, dan e, Terdapat keberalan dorn mosyarakat.

Penciakan permohonan IMB sebagaimona dimaksud pada ayvat {3} dikakukan secara

tertulis dengan menyebutkan ciasonnya.

Pasai 98

Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud daiam Pasal 102 ayat {2
harus sudah diterima pemchon dalam waokiu paling iambat 7 {tujuh} hari setelah surat
penciakon dikeluarkon bupati.

Pemohon dalom wakiu paling lambat 14 {empat belas) har setelah menedma surat
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dopot mengoivkan keberatan
kepada bupati.

Bupati dalam wakiy paling lombat 14 [empat belas) har seteigh menerima keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) waiib memberikan jawaban tertulis ferhadap
kebaratan pemohon.

Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2] pemohon
dianggap menerima surat penclakan tersebut.

Jika bupat fidok melakukan kewafiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3} bupafi
dianggap menerima alasan keberatan pemchon sehingga bupati harus menerbitkan
IMB.

Pemohon dapal melakukan gugatan ke Pengadiian Tata Usaha Negara apobila
bupati fidak melaksancakon ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {5).

Pasal 99
Bupati dapat mencabut IMB apobiia:

a. Pekerjaan Bangunan Gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 {figa)
buien don fidok dienjutkan lagi  berdasarkan pemyolcon dari  instansi
penyelenggaran bangunan gedung.

iMB dibedivan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar.

<. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dar dokumen rencang teknis yang
teloh disahkan danfatau persyaratan yang tercantum dalom izin.

Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat {1} kepada pemegang
IMB diberkan peringatan secara teriulis 3 {tiga) kall berturutdurut dengan tenggang
waokty 30 {figapuiuh} hari dan  dibedkan  kesempaion  uniuk mengajukan
tanggapannya.

Apabila peringaton sebagaimona dimaksud pado oyaf (2} fidok diperhatikan dan
ditanggapi dan/atay tanggopannya tidak dapat diterima, bupati dapal mencabut
IMB bersangkutan,

Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dituangkan dalom beniuk
surat keputusan bupali yang memuat alosan pencaobutannya.




(1)

{2

(3)

(2)

13}

(4)
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Pasal 100
IMB fidak diperdukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini:

a. Memperbaiki Bangunan Gedung dengan fidak mengubah bentuk dan lucs, seria
menggunakan jenis bahan semuia antara lain:
1}  Memlester.
2l Memperbaiki retak bangunon;
3] Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;
4} Memperbaiki penuiup udara tidak melebihi 1 m2;
5} Membuat pemindah halaman fanpa konstruksi;
8)  Memperbaiki langil-fangit fanpa mengubah jaringan utititas;
7} Mengubah bangunon sementara.
b. Memperbaiki saluran o hujon don setokan dalom pekarangan bongunan;

¢c. Membuat bangunan yang sifainya sementara bagi kepentingan pemeliharaan
temak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta
tidak menggonggu kepentingan orang lain atou umum;

d. Membuat pagar hdiogman yang sifatnya sementara {fidak permanen) yang
tingginya tidck melebihi 120 {seratus dua puluhj centimeter kecuali adanya pagar
ini mengganggv kepentingan orang lgin atau umum.

€. Membuat bangunan yong sifat penggunaannya sementarag waktu.

Pekerjaan selain sebagaimana dimoksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.

Tata cora mengenai perizinan Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam peraturan
bupati.
Paragraf 5
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis
Pasat 101

Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan
Bangunan Gedung yang mempunyal sertifikasi kompetensi dibidangnya sesuai
dengan kiasifikasinya.

Penyedia josa perencand Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdini atas:

Perencana arsitekiur:

Perencana stukiur;

Perencana mekanikal;

Perencana elekinkal;

Perencana pemipaan (piumber);

Perencana profeksi kebakaran;

Perencana taia lingkungan.

Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan teknis uniuk jenis Bangunan
Gedung yang dikecuatikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
yang diatur datam peraturan bupati.

@ ™0 a0 U

Lingkup tayanan jasa Perencanaan Teknis Bangunan Gedung meliputi:
a. penyusunan konsep perencanaan;




{5

(1)

(2}

(3)

(4)

prarencong;

pengembangan rencana;

rencana detail;

pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;

pemberian penjeiasan dan evaluasi pengadaan jasa peiaksanaan;
pengawasan berkala petaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan
penyusunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Perencanaan Teknis Bongunan Gedung harus disusun dalarn suaiu dokumen rencana
teknis Bangunan Gedung.

Se e 000

Baglan Kefiga
Pelaksanaan Konstruksi
Paragraf 1
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 102

Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung melipufi kegiatan pembangunan baru,
perbaikan, penombahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung
dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.

Petaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setfelah Pemilik Bangunan Gedung
mempercleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang teiah
disahkan.

Pelaksana Bangunan Gedung adolah orang atau badan hukum yang telah memenuhi
syarat menurut  peraturan  perundang-undangan  kecuall  ditetapkan  lain oleh
Pemaerintah Doeroh,

Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwagjibkan mengikuti semua
ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB,

Pasal 103

Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan
pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan mengenai:

d.

b
C.
d

Nama dan Alamat;
Nomor iIMB;
Lokasi Bangunan;

Pelaksana atau Penanggung iawab pembangunan,

Pasal 104

Pelaksanaan konshuksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan
iMB.

Pelaksanaan konsiruksi Bangunan Gedung sebageoimana dimaksud pada ayat {1)
berupa pembangunan  Bangunan Gedung baru, . perboikan,  penambahan,
perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instaiosi dan/atau
perengkapan Bangunan Gedung.




(&)
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Pasal 105

Kegiaton peloksanaan korstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 terdin alos kegiotan pemeriksaan dokumen pelaksanaon oleh Pemerinioh
Daerah, kegiotan persiapan lapangan, kegiatan konsinuksl, kegiatan pemernksaan akhir
pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyeraghan hasit akhir pekeraan.

Pemeriksaon dokumen pelaksanoan sebagaimana dimaksud pada avat {1 melipufi
pemerksaan kelengkapan, kebenaran dan ketedaksanaan konstruksi dan semuc
pelaksanaon pekernaan.

Persiopan fapangan sebagdimana dimaksud pada ayat {1} meliputl pernyusunon
program palaksanaan, mobilisasi sumber dayo dan penyiapan fisik lapangan,

Kegiatan konsfruksi melipuli kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan, pembuatan
laporan kemajuan pekeroon, penyusunan gambar keria pelaksanaan {shop drawings)
dan gambaor pelaksanaan pekerjoan sesudi dengan yang telah diaksanakan {os builf
drawings) serta kegiatan masa pemetharaan konstruksi .

Kegiatan pemeriksaaan akhir pekefaan konstruksi melfipuli pemeriksaan hasil akhir
pekerjooan konsfruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen
pelaksonaan yang berwujud 8angunan Gedung yang Lok Fungsi dan dilengkapi
dengan dokumen pelaksanaan konsiruksl, gambar pelaksanaan pekedaan fas bui
drawings}, pedoman pengoperasion dan pemetiharaan Bangunan Gedung. peraiatan
serfa perengkapan mekankal don elekiikal serfa dokumen penyerahan hasi
pekerioan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebogaimana dimaksud pada ayat {5). Periiik
Bangunan Gedung alau penyedio joso/pengernbang mengajukan permohonan
penerbitan Serfifikat Lalk Fungst Bangunan Gedung kepada Pemerinich Daerah.

Paragraf 2

Pengawasan Pelaksunaan Konshruksi

Pasai 106
Pelaksanaan konstruksi waiib dicowasi oleh petugas pengowas peloksanaan konstruksi.
Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemerksaan kesesuaian

fungsi, persyaratan tola bangunan, keselomatan, kesehatan, kenyamanan dan
kemudahon, dan IMB.

Pasal 107

Petugas pengawas sebagairnana dimaksud dolam Pasal 112 berwenang:

a.

D.

Memasuki dan mengadakan pemerksaan di tempat pelaksanoan konstrukst setelah
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas.

Menggunakan acuon peraturan umum bahan bangunan, rencana kera syarat-syarct
daon IMB.

Memedntahkan unfuk menyingkirkan bahan bangunon don bangunan yang fidak
memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan daon keselamatan umurm.
Menghenfikan peloksancon  koreiruks, dan melapokan kepoda instorsi yong
berwenang.
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{2}
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{3)
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{2)

(3]

{5)
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Paragraf 4
Pemeriksaoan Keiaikan fungsi Bangunan Gedung
Pasal 108

Pemenksaan ketaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pengkaji Teknis setelah
Bangunan Gedung selesai ditaksanckan cleh peiaksana konsiruksi sebelum diserahkan
kepada Pemilik Bangunan Gedung.

Pemerksaan sebagaimana dimaksud ado ayat {1} dapat dilakukan Pengkaiji Teknis
oleh pemilik/pengguna Bangunan Gedung alou penyedia jasa atau Pemerintah
Daerah,

Pasal 109

Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit feknis dengan SDM yang memiliki
serfifikat keahlion dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan
dan perawotan.

Pemitk/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan pengeilola
berbentuk badan usaho yang memiliki unit feknis dengan SDM yang bersertifikat
keahlian Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemelinaraan dan parawatan Bangunan
Gedung.

Pemitk perorangon Bangunon Gedung dapal melokukan pemeriksaan sendiri secara
berkala seloma yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 110

Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunon Gedung untuk proses penerbitan
Serfifikat Lak Fungst {SLF) Bangunan Gedung hunian rumah finggat fidak sederhana,
Bangunan Gedung lainnya atau Bangunan Gedung Tertentu dilakukan oleh penyedia
jasa pengawasan atau mangjemen konstruksi yang memitiki serfifikat keahlian.

Pelaksanaan pemerksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan
SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau
mangiemen kanstruksi yang memiliki sertifikat dan tim intermnal yang memiliki settifikat
kechlion dengan memperhatkan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi
yang bertanggung jowab di bidang fungsi khusus tersebut.

Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelakan fungsi Bangunan Gedung untuk proses
penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal fidak sederhana, Bangunaon
Gedung ainnya pada umumnya dan Bangunan Gedung Tertenty untuk kepentingan
umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajion teknis konstruksi Bangunan Gedung
yang memiliki serfifikat keahlian.

Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan
SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilokukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis
konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki serifikat keahlian dan tim internal yang
memiliki seriifikat keahlion dengan memperhatikan pengaturan  internal dan
rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi dimaksud.

Hubungan kera anfara pemiiik/Pengguna Bangunon Gedung dan penyedia iasa

pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkaijian teknis konstruksi
Bangunan Gedung ditaksanakan berdasarkan katan kondrak.




{h

(2}

{2

{3

48

Pasal 111

Pemetintah Doerah, khususnya instansi feknis pembing penyelenggaraon Bangunan
Gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan Gedung melaksanckan pengkajion
teknis untuk pemerksaan kelaikan fungsd Bangunan Gedung hunian rumah tinggat
funggal termasuk rumah tingoal lunggolt sederhana dan rumch deret dan Pemeriksaan
Berkala Bangunan Gedung hunian rumah Hinggal tunggal dan rumoh deret.

Dalam hal di instansi Pemerinfaoh Daerah sebagaimana dimaksud adae ayat {1} fidak
ferdapat tenaga feknis yang cukup, Pemerintah Oaerah dapat menugaskan penyedia
josa pengkaiion teknis kontuksi Bangunon Gedung untuk melakukan pemerksaan
kelaikan fungsl Bangunan Gedung hurnian rumah tinggal funggal sederhana don
rumah finggat deret sederhana.

Datom hal penyedia jasa sebogaimana dimaksud pada ayat {2} belum tersedia,
instansi teknis pembing Penyelenggara Bangunon Gedung dapat bekerio sama
dengan asosiasi profest di bidang Bangunan Gedung untuk melakukan pemerksaan
kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Paragrat 5
Tata Cara Penerbian SLF Bangunan Gedung

Fasal 112
Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilckukan atas dasar permintaan pemilik/Pengguna
Bangunan Gedung univk Bangunan Gedung yang telch selesal  pelaksanaan
konstruksinya atau untuk perpanjangon SLF Bangunan Gedung yang teich pernah
memperoieh SLF.
SLF Bangunan Gedung sebogaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan dengan
mengikuti prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya.

SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} diberikan setelah
terpenuhinya persyoratan administralif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Persyaratan adminishalf sebagaimana dimoksud poda ayat {1):
a. Pada proses perfama kal SLF Bangunan Gedung:
1} kesesugian data akival dengan data dalam dokumen status hak atfas tanah;

¥ kesesudton data aktual dengan data dolom IMB danjfatay dokumen status
kepemiikan Bangunan Gedung;

3} kepemiikan dokumen IMB.
b. Pada proses pempanjongan SLF Bongunan Gedung:
1} kesesugion data ckiucl danfatau adonya perubahon dalam dokumen status
kepemiikan Bangunan Gedung;
7} kesesucion data cktual {ferakhi) dan/atou adanya pervbohan dalom
dokurmnen status kepemilikan tanah; don

3} kesesuaion dato aktual [terokhir} don/alou adonyo perubahon datg daiam
dokurmen M8,




{5}

{6}

()
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Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah sebagai berikut:
a. Pada proses perfama kaili SLF Bangunan Gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokurmen pelaksanaan konstruksi
fermasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan
pemelinaraan/perawatan Bangunan Gedung, perclatan serta perlengkapan
mekanikal dan elekirikal dan dokumen ikatan kerja;

2) pengujian lopangan {on site) dan/atau laboratorium uniuk aspek keselamatan,
kesehatan, kenyomanan dan kemudahan pada siruktur, peralaton dan
perengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada komponen konstruksi
atau peraiatan yang memeriukan data teknis akurat sesuai dengan Pedoman
Teknis dan tata cara pemeriksaan keltaikan fungsi Bangunan Gedung.

b. Pada proses perpanjangan SLE Bangunan Gedung:

1} kesesuadian data akiual dengon data dalom dokumen hasit Pemeriksaan
Berkala, laporan pengujion strukiur, peralaton dan pertengkapan Bangunan
Gedung serfa prasarana Bangunan Gedung, laporan hasii  perbaikan
danjatau penggantion pada kegiatan perawatan, termasuk perubahan
fungsi, intensitas. arsitekirur dan dampak lingkungan yang ditimbutkan;

2) pengufan lapangan {on site}) danfatau  laboratorium untuk  aspek
keselamaion, kesehaton, kenyamanon don kemudahan podo  sirukiun
peralatan dan perengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada
struktur, komponen konstruksi dan peralatan yoang memeriukan data teknis
akurat termasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensifas, arsitekiur serta
dampak fingkungan yang ditimbutkannya, sesuai dengan Pedoman Teknis dan
tata cata pemeriksaan kelaikan fungst Bangunan Gedung.

Data hasit pemeriksaan sebagaimona dimaksud pada ayat (4] dicaiat dalam daftar
simak, disimpuikan datam surat pernyatoan pemeriksaan ketaikan fungsi Bangunan
Gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan perfama daon Pemeriksaan Berkalc.

Paragraf &
Pendataan Bangunan Gedung
Pasal 113

Bupati wajlo melakukan pendataan Bangunon Gedung yntuk keperuan tertib
administrasi pembangunan dan tertib administrast Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi
Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah ada.

Khusus pendataan 8angunan Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB,
proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung.

Bupali waiib menyimpan secara terfio daola Bangunan Gedung sebagal  arsip
Pemerintah Daerah,

Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan berkoordinasi dengan Pemerintah.
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Bagion Keempat
Kegictan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 114

Kegiatan Pemanfoatan Bangunan Gedung melipufi  pemanfaatan, pemeltharaan,
perawatan, pemeriksaan secara  berkalq, pempanjangan  SLF, dan pengawasan
pemantaaton,

(1)

{3

(1

(2}

(3}

{4}

(1)

Pasal 115
Pemanfatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dolam Pasal 120 merupakan
kegiatan memanfaatken Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan
dalam IMB setelah pemiiik memperoleh SLF.
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan secara tertio
administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung tanpa
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungarn.,
Pemilik Bangunan Gedung unfuk kepentingon umum  haorus mengikuti  progrom
perfanggungon  terhadap kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung selama
Pemanioatan Bangunan Gedung.

Paragraf 2
Pemellharaan
Pasal 114
Kegiatan pemelharacn gedung sebagaimana dimaoksud dalam Pasal 120 meliputi
pembersinan, perapion, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantion
bahan atau perengkapan Bangunan Gedung dan/atau kegiatan sejenis lainnya
berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung.

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung harus melakukan kegiatan pemelihoraan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan dapat menggunakan penyedia jasa
pemeiiharaan gedung yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuci berdasarkan
ikatan kontrok berdasarkan peraturan perundong-undangan.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} harus menerapkan prinsip keselomatan dan kesehatan kerjor (K3},

Hasil kegiotan pemeiiharaaan dituangkan ke ddlam laporon pemeliharaan yang
digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjongan SLF,

Paragraf 3
Perawatan
Pasal 117

Kegiaton perawatan 8angunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
meliputl perbaikan don/atau penggantian bagian Bangunan Gedung, komponen,
bahan bongunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan  rencana teknis
perawatan Bangunan Gedung.




{2)

(3}
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Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melokukan kegiatan perawatan
sebogamana  dimaksud pada ayat {1} dapat menggunakan penvedia jasa
perawatan Bangunan Gedung bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai iasa konstruksi.

Perbaikan dan/atou penggontion dalam kegiotan perawatan Bangunan Gedung
dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana
teknis perawatan Bangunan Gedung disetujui oleh Pemeriniah Daerah.

Hasll kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang akan
digunukan sebagot salah satu dasar perfimibangan penetopon perpoanongaon SLF
Pelaksanaan kegiatan perawaton oleh penyedia josa sebogaimana dimaksud pada
ayat {2} harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kefja [K3).

Paragraf 4
Pemerdksaan Berkala
Pasaol 118

Pemeriksoan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dafam Pasal 120

dilakukan untuk seluruh atau  sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan

bangunan, don/atau sarana dan prascrana dalam rangka pemeliharaan dan

perawaian yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagal bahan untuk

mermperoleh perpanjangan SLF.

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan Pemeriksacn

Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat menggunakan penyedia jasa

pengkdiian teknis Bangunan Gedung atau perotangan yang mempunyal sertifikat

kompetensi yang sesuai.

Lingkup layanaon Pemeriksaan Berkaia Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) meliputi:

Q. pemerksaan dokumen adminisirasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan
Bongunan Gedung;

D. kegiotan pemeriksaan  kondisi Bangunan Gedung terhadop pemenuhan
persyarotan teknis termasuk pengujion keandalan Bangunan Gedung:;

¢. kegiatan analisis dan evaluasi, dan 4. kegiatan penyusunan laporan.

Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah finggal deret dan bangunan
rumah tinggal sementara yang fidak Laik Fungsi, SLE-nya dibekukan.,

Paragiaf 5
Perpanjangan SLF
Pasal 11%

Pempanjongan SEF Bangunon Gedung sebagaimana dimaksud daiam Pasal 120
diberiokukon uniuk Bangunon Gedung yang telah dimanfaatkan dan masa beraky
SLF-nya telah habis,

Ketentuan masa beriaky SLF sebagaimana dimaksud dolam ayat (1} yaitu:

a. untuk bangunan gedung hunian rumah finggal tunggal sederhana dan rumah
deret sederhana fidak dibatasi {tidak ada ketentuan untuk perpaniangan SLF);

b. uniuk bangunan gedung hurian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai
dengan 2 {dua] lantai ditetapkan dalam jongka wakiu 20 {dua puluh) tahun;
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c. untuk untuk baonhgunan gedung hunian rumah tinggaol tidok sederhanag, bangunan
gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung terfeniu ditetapkan
daiam jangka waktu § fiima) tahun.

{3) Penguruson perpanjongan SLF 8ongunon Gedung sebagaimona dimaksud pada ayot

(1} dilakukan paling lambat 60 {enam putuh) hari kolender sebelum berakhimya masa

beriaku SLF dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

{4) Pengurusan perpanjangan SLF  dilakukan  setelah pemilik/pengguna/pengelola
Bongunan Gedung memiliki hasil pemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung

berupa:
a. laporan Pemeriksaan Berkalka, laporan pemeriksaan dan perawatan Bangunan
Gedung;

b. daftarsimak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan

C. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau
rekomendasi.

{5] Permohonan perpanjangan SLF digjukan oleh pemiik/pengguna/pengelola Bangunan
Gedung dengan difompiri dokumen:

a. surat permohonan perpanjangan SLF;

b, surat pemyataan pemeriksaan  kelaikan fungsi Bangunon Gedung atau
rekomendasi hasil pemeriksaan  kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang
ditandatangani di atas meterai yang cukup;

C. s built drawings;

d. fotokopi IMB Bangunan Gedung atau perubahannyq;

€. fotokopt dokumen status hak atas tanah;

f. fotokopi dokumen status kepemilikan B8angunan Gedung;

g. rekomendasi dari instansi teknis yang berfanggung jawab df bidang fungsi khusus:
clan

h.  dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir,

{6} Pemerintoh Daerah menerbitkan SLF paing fama 30 ({tiga puluh) hai sefelah
diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {5).

{7) SLF disampaikan kepada permohon selambat-lambatnya 7 {fujuh} hari kerjo sejak
tanggai penerbitan perpanjangan SLF,

Pasal 120
Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Paragraf 6
Pengawasan Pemanfaaian Bangunan Gedung
Pasal 121
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
a.  pada saat pengajuan pemanjangan SLF;
b. adanya laporan dani masyarakat, dan

c. odonyo indikost perubahan fungsi don/atau Bangunan Gedung YOong membohayokan
lingkungan.,




(1)

{2)
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(3)

{4)

(5}
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Paragraf 7
Pelestarian
Pasal 122

Petestarion Bangunan Gedung melipuli kegiaton penetapan dan pemanfaatan,
perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesual dengan kaidah
pelestaran,

Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan
secara fertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan lingkungannya
sesuai dengan peraluran perundang-undangan.

Paragrot 8
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan
Pasal 123

Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar
budaya yang diindungt dan ditestarikan apabiia telah berumor paiing sedikit 50 {lima
puith) fahun, atau mewakii masa gaya sekurang-kurangnya 50 {ima puluh} tahun,
serta dionggap mempunyai nilai penting sejarah, imu pengetahuan, dan kebudayaan
termasuk nilat arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan
kepribadion bangsa.

Pemilik, masyarokai, Pemerintah Daergh dapat mengusulkan Bongunan Gedung dan
ingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada oyot {1} untuk
ditetapkan sebogai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan.

Bangunon Gedung dan fingkungannya sebaguimana dimoksud poda  ayot {1}
sebelumn diusutkan penetapannya harus teloh mendapat perfimbangan dan tim ahli
peiestarian Bangunan Gedung dan hasit dengar pendapal masyarakat dan harus
mendapat persetujuan dari Pemilik Bangunan Gedung.

Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Gedung yang
difindungi don dilestarkan sebagoimoena dimaksud pada ayot {1} dickukan sesuai
dengan kiasifikasinya yang terdin atas:

Q. kiasifikasi utama yaitu Bangunan Gedung dan fingkungannya yang bertuk fisiknya
sama sekall idak boleh divbah:

b. Kasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknycs
dan eksteriomyo sama sekali fidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya
sebagian dapact diubah tanpa mengurangi ritai perfindungan dan pelestariannya;

¢. kiasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik
aslinya boleh diubah sebagian fanpa mengurongi nigi perfindungon dan
pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utamao Bangunan Gedung
tersebut,

Pemerintah Daerah meidlui instansi terkait mencatat Bangunan Gedung dan
lingkungannya yang diindungi dan dilestarikan serta keberadaan Bangunan Gedung
dimaksud menurut kiasifikasi sebagaimana dimoksud pada ayat {4).

Keputusan penetapan Bangunan Gedung darn lingkungannya yang difindungi dan

dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat {5} disompaikon secara teriulis kepada
pemilik,
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Paragraf 9
Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikon
Pasal 124

Bangunan Gedung yong ditetapkan sebagail bangunan cagar budayda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 129 ayat {2) dapat dimanfaotkan oleh pemilk dan/atau
pengguna dengan memperhatfikan kaidoh pelestaian dan Klasifikasi Bangunan
Gedung cagar budaya sesudi dengan peraturan perundang-undangan.
Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dimanfaatkan unfuk kepentingan agama. sosial, pariwisata, pendidikan, imu
pengetahuan dan kebudayaan dengan mengikuti ketenfuan dalom kiasifikasi fingkat
perindungon dan pelestarion Bongunan Gedung dan lingkungonnya.
Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dijual otau dipindahtangankan kepada pihak ain tanpa seizin Pemerintah Daerah.
Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya wdajib melindungl Bangunan Gedung
dan/atou  lingkungannya dari kerusakan otou  bohaoya yang mengancam
keberadaannya, sesuci dengan kiasifikasinya.
Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayct (4)
berhak memperoleh insentif dar Pemerintah Daerah.
Besarnya insentif untuk melindungi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat [5) diatur dalaom peraturan bupati berdasarkan kebutuhan nyata.

Pasal 125
Pemugaran, pemeiiharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala Bangunan
Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditakukan oleh
Pemerintah Daerah atas beban APRD.
Kegiatan sebagaimana dimaoksud pada ayat {}} dilakukan sesuai dengan rencana
teknis pelestarian dengan mempertimbangkan keaslian bentuk, tata letak, sistem
struktur, penggunaan bahan bangunan, don nildi-nilai yang dikandungnya sesuai
dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya.

Bagion Kelima
Pembongkaran
Paragraf 1
Umum
Pasal 124
Pembongkaran Bangunan Gedung mefiputi kegiafan penetapan pembongkaran dan
pelaksanaon pembongkaran 8angunan Gedung, yang dilakukan dengan mengikuti

kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} haus
dilcksanakan secara tertic dan mempertimbangkan keomanan, keselamatan
masyarakat dan lingkungannya,

Pembongkaran Bangunan Gedung sebagamana dimaksud pada ayat {1} haorus

sesudai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran
oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemeriniah.
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Poragrof 2
Penetapan Pembongkaran

Pasal 127
Pemerintah dan/atau Pemeriniah Daerah mengidentifikasi Bangunan Gedung yang
akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaon dan/atau laporan
dan masyarakat.
Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimcksud pada ayat {1}
meliputi:
¢. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki agi;

b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna,
masyarakat, dan lingkungannyc;

c. Banguncon Gedung yang fidak memiliki IMB; dan/atau
d. Bangunon Gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan basu.

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung yang ckan ditetapkan untuk
dibongkar.

Berdasarkan  hasil  identifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {3),
pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung wajib melakukan pengkajian teknis
dan menyampaikan hasinya kepada Pemerintah Daerah.

Apabila hast pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan Gedung tersebut untuk
dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran atau  surat pesetujuan
pembongkaran dart bupati, yang memuat batas wakiu dan prosedur pembongkaran
serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Dalam hal pemilik/pengguna/pengeicla Bangunan Gedung tidaok melaiksanakan
perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat {5}, pembongkaran akan
dilakukan oleh Pemerintoh Daerah atas beban biaya pemilk/pengguna/pengeiola
Bangunan Gedung, kecuai bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak Marnmpy,
biaya pembongkarannya menjadi beban Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Rencana Teknis Pembongkaran
Pasal 128

Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan
dampak ivas terhodap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan
berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedio jasa
Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahiian yang sesuqi.

Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus disetujui
oleh Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari TABG.

Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak lkuas terhadap keselamatan
umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan
pemberitahuan terfulis kepada masyarakat di sekifar Bangunan Gedung, sebelum
pelaksanaan pembongkararn.

Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip  keselamatan dan kesehatan
kerja (K3).
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Paragrof 4
Pelaksancan Pembongkaran
Pasal 129

Fembongkaran Bangunan Gedung dapat dilckukan oleh pemiik dan/atau Pengguna
Bongunan Gedung alou menggunakan penyedia jasqQ pembongkoran Bangunan
Gedung yong memiliki sentifikot keahlian yang sesuai.

Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakan peralcion berat danfakau
bahan peledak hanss dilaksanokan oleh penyedio jasa pembongkaran Bongunan
Gedung yong mempunyai sertifikat keahlian yong sesuai.

Pemilk danfatau Pengguna Bangunan Gedung vyvang fidok  meioksanakan
pembongkaran dalam  balas wokiu yang  ditetopkan  ddalom  sural  perintah
pembongkaran, pelaksanaon pembongkaran dilakukan oleh Pemeriniah Daeroh atos
beban biaya pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung.

Paragrof 5
Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung
Pasal 130
Pengawasan pembongkaran Bongunan Gedung fidok sederhano dilokukon oleh
penyedia jasa pengawasan yang memiliki serifikal keahlion yang sesual.
Pembongkaran Bangunan Gedung fidak sederhona sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} dilakukan berdasarkan rencaona feknis yong teloh mempercleh persetujuon
dar Pemerintah Daerah.

Hasil pengowason pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud poda
ayot {2] dilaporkan kepada Pemerintah Daerch.

Pemerintah Daerah melakukon pemantauan atas pelaksanaan kesesudian laporan
pelaksanaan pembongkaran dengan rencana leknis pembongkaran.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencanc
Paragraf 1
Penanggulangan Dorurat
fasal 131

Penanggulangan darural memupakan lindokan yang dilckukan  untuk mengatost
sementare waokiu akibat yang ditimbutkan oleh bencaona alam yang menyebabkan
rusaknya Bangunan Gedung yong menjadi hunian atau fempat beraklifitos.

Penanggulangan dorurat sebagaimona dimaksud pada avat {1} dilakukan oleh
Permerintah, Pemerintah Daerah darn/atau kelompok masyarakat,

Penanggulangon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditakukan setelah
terjadinya bencana clam sesual dengon skalanya yang mengancam keselamatan
Bangunan Gedung dan penghuninya.

Skaia bencana alam sebagaimana dimaksud pada avat {3} ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang dalam sefiap fingkatan pemerintahan yaitu:

a. Presiden untuk bencana alom dengan skala nasional;
b. Gubermur untuk bencana alom dengan skala provins;
€. Bupat unfuk bencanag alom skala kabupaten.
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Dt daoiom menetapkon skalo bencona oiom sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
pejabatl yong berwenang berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkoit.

Paragraf 2
Bangunan Gedung Umum Sebagoi Tempal Penampungan

Posol 132
Pemerintah atau Pemerintal Daerah waiib melakukan upaya penangguiangan
dorurat berupa penyelamaton don penvedioan penampungan sementara,
Penampungan semeniarg pengungsi sebagoimana dimaksud pada ayot {1} dilokukan
pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam benfuk fempat finggd
sementora sefama korbon bencana mengungsi berupo  tempat penompungan
massal, penampungon keluarga atau individual,
Bangunan sementara sebagaimana dimaksud poda ayat {2} dilengkapi dengan
fasiitos penyedioon oir bersin dan fosifitas sanitasi yang memadai,
Penyelenggaraan bangunon penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
ditetapkan dalam peraturan bupatt berdasarkan persyoraian teknis sesudl dengan
lokasi bencananya.

Bagian Ketujuh
Rehaobiifasi Pascobencano
Pasal 133

Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau dibongkar
sesuah dengon fingkat kervsakonnya.
Bangunan Gedung yong rusak tingkat sedang dan masin dapat diperbalk, dapat
dilakukan rehabififasi sesual dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemesintah
Daerah.
Rehabififosi Bangunon Gedung yang berfungsi sebagai hunion rumah  finggol
pascabencana berbentuk pemberian bantuan perbalkan rumah masyaraka.
Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pado ayot (3} meliputi
dana, peralatan, materidl, dan sumber dayct manusia.

Persyarafan teknis rehabilitasi Bongunan Gedung yang rusak disesuaikan dengan
karakteristik bencana yang mungkin teriadi di masa yang akan datang don dengan
memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadal. budaya dan
ekonomi,

Pelcksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masycrakat  sebagaimana
dimaksud pada ayat {5) dilakukan melalul bimbingan teknis don bantuan feknis oleh
instansiflembaga terkait.

Tata cara dan persyaratan rehabilifasi Bangunan Gedung pascobencana diatur lebih
fanjut dolam peraturan bupoti.

Bralom melaksanakon rehabilifosi Bangunon Gedung hunian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Pemilik Bangunan
Gedung yang akan direhobiiitasi bemupa:

a. Pengurangan atau pembebasan biaya IMB, atau
b. Pemberian desain protofip yang sesuai dengan karakier bencana, atau

<. Pemberian banfuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi Bangunan Gedung,
aiau
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d. Pemberion kemudahan kepada permohonan SLUF;
e. Bantuan lginnya.

Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi  Bangunan  Gedung  hunian
sepagaimana dimaksud poada ayat {3} bupall dapal menyerahkan kewenangan
penerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah.,

Rehabilitasi vmah hunian sebagaimaona dimaksud pada avat {2} dilkaksanakan melalui
proses Peran Masyarakat di lokast bencana, dengan difasiiitasi oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah.

Tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian rumach tinggal pada tahap

rehabiftasi pascabencana, dilokukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalom Pasat 100.

(12} Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap

rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Posal 118,

Pasal 134

Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibatf bencana dapat dilakukan rehabilitasi
dengan menggunakan konstruksi Bangunan Gedung yang sesudl dengan karakieristik
bencana.

(2}

(1)

{2)

3]

BAB VI
TiM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)

Bagian Kesatu
Pembeniukan TABG
Pasal 135
TABG dibeniuk don ditetapkan oleh bupati.

TABG sebogaimana dimaksud pada ayat (1} harus sudah difetapkan oieh bupati
selambatdambatnya 6 [enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan beraku.

Pasal 136
Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:
a. Pengarah
b. Ketua
c. Waki Ketua
. Sekretarns
e. Anggofa
Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur;
a.  asosiasi profesi;
b. masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk masyarakat adat;
c. perguruon finggi;
d. instansi Pemerintah Daerah.

Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi. dan masyarakat ohli
termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur-unsur instansi
Pemerintah Doerah.
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Keanggotaan TABG Hidak bersifail telap.
Setiap unsur diwakiii oleh 1 {safu} orang seboagd anggota.
Nama-noma anggola TABG diusulkan oieh asosiasi profesi, perguruon tinggl don

masyarakal ahit fermasuk mosyarokal adot yong dsirmpon dolom baosis dota dofiar
anggoic TABG.

Bagion Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 137
TABG mempunyai tugos:
a. Memberikan Perlimbangan Teknis berupa nasehat, pendapat, dan perfimbangon

profesional  poda  pengeschan rencana  ieknis Bangunan Gedung untuk
kepentingan umum.

b, Membernkan masukon lenfong program dolam peloksonaon fugos pokok don
fungsi instanst yong terkail,

Ddalam melaksanakan fugos sebagaimana dimaksud poda ayat {1) huref o, TABG
mempunyai fungsic

a. Pengkalon dokumen rencana teknis yang lelah disetujul oleh instonsi yang
berwenang;:

b. Pengkajion dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tenfang persyaraian
tata bangunan.

c. Pengkaian dokumen rencang feknis berdasarkan kefentuan leniang persyaratan
keonddlan Bangunan Gedung.

Disomping tugos pokok sebogaimana dimaksud pada ayat (1], TABG dopat
membaniu:

a. Pembuatan acuan don peniioian;
b. Penveiesaian masolahy;
c. Penyempumaan peraturan, pedoman dan standar,

Pasal 138
Masa kerja TABG ditetapkan 1 {satu} tahun anggaran.

Masa keria TABG dapal diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 [dual kall masa kernjo
sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

Bagion Kefiga
Pemblayaan TABG
Pasat 139

Biaya pengelotaan databoase dan operasional anggota TABG dibebankan pada APBD
Pemernniah Doerah.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} melipufi:
a. Bigyo pengelolaon basis data.
b. Biaya operasional TABG yang terdid dari:

1} Biaya sekretarniat;

2} Persidangan:

3} Honororium dan funjongan:

4} Bioya pedrjoianan dinas.



(3}

&0

Pembioyaon sebogaimana dimaksud pada ayat {2} dilcksanakan sesuol peraturan
perundong-undangan.

Ketentuan iebih lanjul mengenal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3}
ciatur dolom peroturon bupal.

BAB Vil
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Parggrat 1
lingkup Peran Masyarakot
Pasal 140

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terdin atas:

a.
b.

(3}

pemantauan dan penjagaan keterliban penyelenggaraon Bangunan Gedung;
pemberian mosukan kepada Pemernntaoh danfalaou Pemerinich Daeragh  dalam
penyempumnaan peraturan, pedoman don Standar Teknis dif bidang Bangunan
Gedung;

penyampaian pendapat don perfimbangon kepoda  instanst yang  berwenang
terhadop penyusunon RIBL, rencana teknis bangunon ferfentu dan kegiolon
penyelenggaraan Bangunon Gedung vang menimbiikan dampok penting ferhadop
lingkungan;

pengajuan Gugatan Perwakilon terhadap Bangunan Gedung yong menggangau,
merugikan dan/atou mermbahayakan kepentingon umum.

Pasal 141

Cbyek permaniauan dan penjagaan keterfiban penyelenggaraan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalom Pasal 145 hurof a melipufi kegiaton pembangunan,

kegiaton pemaniaatan, kegialan pelestarion  termasuk  perowatan  dan/atou

pernugaran Bangunon Gedung dan ingkungannya yong dilindungi don dilestarikan

dan/atou kegiotan pembongkaran Bangunan Gedung.

Pemaniauan sebagaimana dimaksud pada ayot {1] horus memenuhi persyaraian:

a, dilokukan secora objektl

. dilokukan dengan penuh tanggung jowab;

¢, dickukan dengon tidak menimbulkon gangguan kepada pemilik/Pengguna
Bangunon Gedung. masycarakat dan ingkungan.

d. dickukan dengan fidok menimbulkan kerugion kepada pemilik/Pengguna
Bangunan Gedung, masyarakat dan ngkungon.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapaf diokukan oleh

perorangan, kelompok, olou  orgonisasi kemasyarakaton  meloiul kegiatan

pengamaian, penyampaion masukan, usukan dan pengaduan terhadap:

a. Bangunan Gedung yang ditengarai fidak Laik Fungsi;

b. Bangunan Gedung yong pembangunan, pemanfaaian. pelestarian dan/atau
pembongkarannya berpolensi menimbukan fingkat gangguan bagt pengguna
adon/otou moasyorakat dan lingkungannyo;
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¢. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, peiestarian dan/atau
pembongkarannya berpotensi menimbulkan  fingkat bahaya terfentu  bagi
pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya.

d. Bangunan Gedung yong ditengarct melanggar kelentuan perizinan dan jokasi
Bangunan Gedung.

Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayal [3) dilaporkan secara terhulis

kepada Pemernntah Daerah secara longsung atau melalui TABG.

Pemeritah doerah waih menanggapi dan menindaklanjuti lkaporan sebagaimaona
dimaksud poda ayat {4] dengan melokukan penelitian dan evaluasi secara
administrafif dan secara feknis melalui pemeriksaan lapangan don melakukan
tindakan yong diperiukan serta menyompaikan hasilnya kepada pelapor.

Pasal 142

Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 144 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat metalui:

a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat
mengurangi fingkat keandalan Bangunan Gedung;

b. pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarckat yang dapat
menggangu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya.

Terhadap perbucian sebagaimana dimoksud pada ayat {1} masyarakat dapat

melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada:

a. Pemerntah Daerah melalui instansi yong menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidong keamanan dan ketertipan, serta

b. pihak pemiiik, pengguna atau pengelola Bangunan Gedung.

Pemeritah daerah wajlb menanggapl dan menindaklanjutt laporan sebagaimana
dimoksud pada ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara
administrafif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan  melakukan
tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hosiinya kepada pelapor.

Pasal 143

Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 huruf b meliputi masukan terhadap penyusunan dan/atau
penyempurmaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan
Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah,

Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat dilgkukan dengan
menyompaikannya secara tertulis olen:

perorangan;
kelompok masyarakat;

masyarakat ahli; atau
masyarakat hyukum adat.

Masukan masyarakat sebogaimana  dimaksud pada oyl {2} dijodikon bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan/atau menyempurnakan
peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung.

Q
[
c. organisasi kemasyarakatarn,
d
€
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Posel 144

Penyampaion pendapat don perfimbangan kepada instansi yang berwenang
terhadap penvusunan RTBL rencana  teknk bangunan ferfentu dan kegictan
?enyeienggormn Bangunan GCedung yang menimbulkan dampak penting tethadop
ingkungan sebagoimona dimaksud daolam Paosal 146 huruf ¢ beruyjuan unfuk
mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungiawab dalam
penataan Bangunan Gedung dan fingkungannyQ.

Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diakukan cleh

a. perorangorn

b. kelompok masyarakal;

¢.  organisasi kemasyarakatan:

d. masyarakat ahll, alau

e. masyargkat hukum adal.

Pendapal dan perfimbongan masyorakat unfuk RIBL yang Engkungannya berdid
Bangunan Gedung Tertentu don/alou terdapat kegiatan Bangunan Gedung yang
menimbulkan dampak penting terhadap fingkungan dapat disampoikon melalui TABG
otau dibahas dalom forum dengar pendapat masyarckat yang difagilitast oteh
Pemeriniah Daerah. kecudli untuk Bangunon Gedung fungsi khusus ciifasilitasi oleh
pameriniah melalui koordinasi dengon Pemerintoh Daerah.

Hasil dengar pendapat dengan masyarokat dapat dijadikan perfimbangan dalam
proses penetapan rencona teknis oleh Pernerintah atau Pemerintah Daerah.

Poragrat 2
Forum Dengar Pendiapat
Pasal 145

Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoien pendapat  dan

perimbangan masyarakol atas penyusunan RTBL, rencanc ieknis Bangunan Gedung

Terterty afau kegician penyelenggaraan yang memmbulkaon dampak  penting

terhadap fingkungan.

Iata cara penyelenggaroan forum dengar pendapot masyarakat sebagaimanac

dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan teriebin dahulu melakukan fohapan

kegiaton yaitu:

a. penyusunan konsep RIBL alau rencand kegiatan penyelenggaraan Bangunan
Gedung vang menimbutkan dampak penting bagi lingkungarn,

b. penyebaruasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf G
kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan RIBL
dan Bongunan Gedung yang Qkan menimbulkgn dampok  penting Dogi
fingkungan;

c. mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b uniuk menghadid
forum dengar pendapat.

Masyarakat yang divndong sebogaimano dimaksud poda ayol {2} hurof © odolah

masyarakat yang berkepentingan dengan RIBL, rencana teknis Bangunan Gedung

Tertentu dan penyelenggaroan Bangunan Gedung yang akan menimbuikan dampak

penting bagi ingkungan.
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Hasit dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dituangkan dalam
dokumen rsalah rapat yang ditandatangani olen penyelenggara dan wakil dan
pesertd yang diundang.

Dokumen sebagaoimana dimaksud pada ayat (4] berist simpulan dan keputusan yang
mengikat dan harus dilaksanakan oieh Penyelenggara Bangunan Gedung.

Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}-diatur lebih tlanjut dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Gugatan Perwakilan

Pasal 146
Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 huuf d dopat diciukan ke pengadilan apabilo haosil
penyelenggaraan Bangunan Gedung felch  menimbulkan  dampak  yang
mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidok diperkirakan
pada saal perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.
Gugatan Perwakilon sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat dilokukan oleh
perseorangan  alay  kelompok masyarakat atau orgonisast kemasyarakaton yang
bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan okibat dari penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang mengganggy, merugikan  atau membahayakan
kepentingan umum.
Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayaf (2} disampaikan kepada
pengadiian yang berwenang sesuai dengan hukurn acara Gugatan Perwakion,
Biaya yang timbul akibot dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana dirmacksud pada
ayat {3} dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.
Dalam hal tertentu Permerintiah Daerah dapat membaonitu pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {4} dengan menyediakan anggarannya di dalam APBD.

Paragraf 4
Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan
Pasal 147

Peran Masyarakat dalom tahap rencana pembangunan Bangunan Gedung dapat
dilokukan dalom bentuk:

a.

b.

penyampdian keberatan terhadap rencand pembangunan Bangunan Gedung yang
tidak sesuai dengan RTRW, RDIR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL;

pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan
Bangunan Gedung:

pemberian masukan kepada Pemerintoh Daerah unfuk meloksanakan perternuan
konsultasi dengan masyarokat fentang rencana pembangunan Bangunan Gedung.
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Paragraf 5
Bentuk Peran Masyoarakat dalom Proses Pelaksanaan Konshuksi
Pasal 148
Peron Masyarakat dolam peloksanaan konstruksi Bangunan Gedung dapat dilakukan
dalom bentuk:
a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;

b. mencegah perbuatan persecrangan atou kelompok yang dopat mengurangi fingkat
keandalon Bangunan Gedung dan/alou mengganggu penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan lingkungarn

c. meloporkan kepada insfanst yang berwenang  atau kepada pihak yang
berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf )

d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis permbangunan
Bangunon Gedung yang mernbanayakan kepentingan umur,

e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggora Bangunan Gedung alas
kerugian yang diderita masyarakat akibat dar penyvelenggaraan Bangunan Gedung.

Posagrof &
Beniuk Peran Masyarakat dalam Pemantaatan Bangunan Gedung
Pasal 149
peran Masyarakal dafom Pemanfaatan Sangunan Gedung dapat dilakukan daiam bentuk:
a.  menjago keterfiban dalam kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung;

b,  mencegon perbualan perorangan atau  kelompok yang dopal mengganggy
Pemanfaatan Bangunan Gedung;

c. melaporkan kepado instansi  yang perwenong alau kepado phhak  yang
berkepentingaon aias penyimpangan Pemanfaatan Bongunan Gedung:

d.  melaporkan kepada instansi yong berwenang tentang aspek leknis Pemaonfaoian
Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingaon umum;

e. melokukan gugoatan gonfi rugi kepada Penyelenggard Bangunan Gedung alos
kerugian yang diderta masyarakat akibat dari penyimpangan  Permanfaatan

Bangunan Gedung.
Paragraf 7
Bentuk Peran Masyorakat dalom Pelestarian Bangunan Gedung
Pasat 150

Peran Masyarckat dalom pelestarian Bangunan Gedung dapat ditakukan dofam bentukc

a. memberkan informasi kepada instanst yang berwenang atau Pemilk Bongunan
Gedung tentang kondisi Bongunan Gedung yuang fidek terpelharo. yong daopal
mengancam keselomaoion masyarokat, dan yang memeriukan pemeliharaan;

n.  memberikan informast kepada instansi yong berwenang atau Pemiik Bangunan
Gedung tentang kondisi Bangunon Gedung bersejarah yang kurang terpelihara dan
terancam kelestariannya:

c. memberkan informasi kepada instansi yang berwenang atou Pemilk Bangunan
Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang kurang terpelihara dan mengancam
keselamcton masvarakat don lingkungannya;
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melakukan gugatan ganti rugi kepada Pemilik Bangunan Gedung afas kerugian yang
diderita masyarakat akibat dari keldlaian pemilk di dalam melestarikan Bangunan
Gedung.

Paragraf 8
Bentuk Peran Masyarakat dalom Pembongkaran Bangunan Gedung
Pasat 161

Peran Masyarakat dalom pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam

bentuk:

a. mengajukan keberatan kepada instansi  yang berwenang gk rencana
pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dolom kotegori cogor budaya;

b. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan
Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan  atau
kesehaian masyarakat dan ingkungannya;

c. melokukan gugotan ganti rugi kepoda instansi yong berwenang afau Pemilik
Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan lingkungannya akibaot
yang timbul dari pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung:

d. melakukan pemantavan atas pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung.

Paragraf ¢
Tindak Lanjut
Pasal 152

Instansi yang berwenang wajib menanggapi keluhan masyorakat sebagaimana dimoksud
dalam Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 dengan melakukan kegiatan
tindok lanjut baik secara feknis maupun secara administrotif unfuk dilokukaon findokan yang
diperukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB Vill
PEMBINAAN

Bagion Kesatu
Umum
Pasal 153
Pemeriniah Doerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
melalui kegiatan pengatoran, pemberdayaan, dan pengawasan.
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertujuan agar penyelenggaraan
Bangunan Gedung dopat beriangsung terfio dan tercapai keandalan Bangunan
Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditujukan kepada Penyelenggara
Bangunan Gedung.
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Bagian Keduo
Pengaturan
Pasal 154

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat {1} dituengkan ke daolam
peraturan daerah atau peraturan bupati sebagai kebijakan Pemerintah Doerah dalam
penyelenggoraon Bangunon Gedung.

Kebijokan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat diluangkan ke dalam
Padoman Teknis, Standar Teknis Bangunan Gedung dan tata cara operasionalisasinya.

Di dalam penyusunon kebijokan sebagadimana dimaksud pada ayoat {1) harus
memperiimbangkan RTRW, RDIR, Peraturant Zonasi dan/atou RTBL serla dengon
memperlimbangkan pendopat tenoago ahli di bidang penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

Pemerintah Daerah menyebariuaskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayot
[2) kepada Penyelenggara Bangunan Gedung. :

Bagion Ketiga
femberdayaan

Pasal 155

pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasct 159 ayat (i} dilckukan oleh
Pemernniah Daerah kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditakukan melalui peningkatan
profesionalitas Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaran akan hak dan
kewagjiban dan peran dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung tervtama di
daerah rawan bencana.
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dilakukan metalul pendataan,
sosiafisasi, penyebaruasan dan pelatihan di bidang penyeienggaradan Bangunan
Gedung.

Pasal 156

Pemberdayaan terhadop masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis
Bangunan Gedung dilakukan mersamasama dengan masyarakat yang terkait dengan
Bangunan Gedung melalul:

a,
b.

forum dengar pendapat dengan masyarakat;

pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam beniuk
kegiatan penyuluhan, bimbingan ieknis, pelafihan dan pemberan tenaga feknis
pendamping:

pemberian bantuan percontohan rumanh tinggal yang memenuhi persyaratan teknis
datam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola masyarakal secara
bergulir; dan/atau

bantuan penataan bongunan dan fingkungan yang serasi dalam bentuk penylapan
RTBL serta penyediaan prasarana dan sarand dasar permukiman.

Pasal 157

Bentuk dan fota cara pelaksancan forum dengar pendapat dengan masyarakat
sebagaimana dimaksud daiam Pasci 142 hurut a diatur lebih lanjut dalam peraturdan bupati.
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Bagion Keempat
Pengawasan
Pasal 158

Pemerintah Daerch melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
ini meiaiui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan
pembongkaran Bangunan Gedung.

Dalam pengawasan peloksanaan  peraturan peryndang-undangan di  bidang
penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Peran
Masyorakat:

a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung;

¢. dengon mengembangkan sistem pemberan penghargaan berupa tanda jasa
dan/ atau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesalu
Tahapan Penyidikan
Paragraf 1
Umum
Pasat 159

Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa
yang diduga merupakan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung
berdasarkan laporan kejadian.

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung melakukan kegiatan penyidikan setelch
memperoleh surat perintah tugas dari pimpinan.

Tahapan kegiatan penyidikon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
Persiapan Penyidikan;

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
Pengumpuian Bahan Buklt don Keterangan,
Gelar Perkara Pertama;

Penghentian Penyidikan;

Pemanggilan Tersangka atau Saksi;
Pemeriksaan Saksi, Tesangka dan Barang Bukii;
Penangkapan;

Penchanan;

Penggeledahan;

k. Penyitaan;

I,  Gelar Perkara Kedua;

m. Pemberkasan; serta

Penyerahan Berkas Perkara.
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Paragrof 2
Persiapan Penyidikan
Pasal 160

Persiapan penyidikan dilakukan sebelum pelaksanakan penyidikan tindak pidana
penyefenggaraan  bangunon  gedung  uniuk mempersiapkan  personil,  teknis,
administrasi, perlengkapan/ckomodasi dan taporan.

Persiapan personi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipui:

a.  PPNS yong akan ditugaskan;

b. Kepolisian setempat;

c. Unsur Tim Pembina/pengendatian Operasi PPNS; serfa

d. Unsur Staf dor Dinas/instansi sebagal penunjang.

Persiapan teknis selbagaimana dimaksud pada ayat {1}, meliputi

a.  Wilayah/Lokast Operast

b, Waklu dan tanggat operasi ditentukan oleh Tim pembing PPNS;

c. Pelogksanaon Operash

d. Sasaran operast

e. Target Operasi dan Tifik Operast;

f.  Bentuk Pelaksanaan Operast:

g. Wokiu peloksanoan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan. penahonan,
penggeledohan, penyitaan, pemberkasan, penyerghan berkas perkara, danfatau
persidangarn.

Persiapan adminisirasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, melipuli;

a. Surat Perinich Tugas Penyidikan;

1. Benfuk/model formulir yang okan dipergunakan dalarn pemberkoson perkaia
unituk pelaporan perkara;

¢. Buku Register yang tergut atas!

i Buki register loporankejodian;
i. Buku register surat pembexitahuon dimuicinya penyidikan
. Buku register surat panggiian;

-

iv. Buku register surat periniah ipenangkapan, penggeledahan, penyilaon dan
perintah fugas):
v. Buku register barang bukti;
vi. Buku register berkas perkara; dan
vii. administrasi pendukung lainnya.
Persiogpan  periengkapary/akomodast pendukung operasi sebagaimana  dimoksud
pada ayat {1}, meliputt
q. kendoraan/iransporiost, tenda, mejo/kursi don konsumsi seperiunya; dan
b, glat dokumentosi. alat perekaman., alat penyimpanan, alat kemunikasi,
¢. pedengkapan ain yang dibutuhkan.
Persicgpan pembuatan foporan evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
refiputi:
a. Dalom setiop pelaksanaan kegiatan operasi PPNS Penyelenggaraan Bangunan
Gedung harus seioiu dipersiapkan laporan dan evaluask; dan

b. Kegiatan laporan dan evaluast dilokukan boik oleh PPNS yang bersangkuian
dengon iembusan Kepoda kepolsian setermpat, moupun cieh Tim Pembing PPNS.
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Paragraf 3
Pemberitahuon Dimulainya Penyidikan

Pasal 161
Daiam hal  penyidkan suatu  peristiwa  yang merupakan  findaok  pidana
penyelenggaraon bangunan gedung akan dimulai, maka PPNS Penyelenggaraan
Bangunon Gedung wajib memberiichukon dimulainya penyidikan kepada pejobot
Penyidik Polr.
Pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan Surat Pemberitohuan Dimulainya Penyidikan yang dilampiri dengan
laporan kejadian dan Berita Acara findokan yang telah dilakukan.

Surat Pemberitchuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, diteruskan oleh Penvidik
Poli kepada Penuntut Umum dengan melampirkan pemberitahuan  dimuladinya
penyidikan dari PPNS Penyelenggoraan Bangunan Gedung.

Poragraf 4
Pengumpulan Bahan Bukii don Kelerangan
Pasal 162

Pengumpulan bahan bukti dan keterangan dapat diperoien dari iaporan, pengaduan,
hasit pemeriksaan penyelenggaraan bangunan gedung, dan hasit audii.

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung daopat menggunakon kewenangan
pemeriksaan, pengawasan dan pengamatan untuk menemukan findok pidana.

Dalam hal tertentu PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat meminta
bantuan Penyidk Poli untuk melokukan penyelidikan, dimana hasit penyelidikan
dituangkan dalam benfuk lgporan untuk :

a. keperluan menentukon benar atau fidaknya telah teradi suatu findak pidana:
seria

b. memperoleh kejefasan dalom rangka melengkapi keterongan-keterongan guna
kepentingan penindakan dan petunjuk-petuniuk daiom melakukan pemeriksaon.

Paragraf 5
Gelar Perkara Pertama
Pasal 163
Gelar perkarg adalah kegiotan membeberkan/menguraikan suatu perkara secara

detail untuk memperdalam perkara serta untuk menentukan apakah kasus fersebut
dapat ditindok lanjuli atau dihentikan proses penyidikonnya.

Pelaksanaan gelar perkara diaksanakan dengan mengundang instansi terkait dan
disesuaikan dengan keperuan dalam kegiatan penyidikan.

Paragrof
Penghention Penyidikan
Pasal 164

Penghentian penyidikan merupakan salan saiu kegiatan penyelesaian perkara yang
ditakukan apabilo fidok terdapat cukup bukli, alau pernstiiwa  tersebut bukan
merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum sesugi dengan Pasal 109 ayat
{2}, {3}, KUHAP Tahun 1981,




{3}

(4}
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Penghentian penyidikan dinyatakan dalam surat ketetapan yang dgitandatangani oieh
afasan PPNS  Penyelenggaracn Bangunan Gedung selaku  penyidik  atau
ditandatangani PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan diketahui oleh atason
PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung apabila atasan PPNS Penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang bersangkutan bukan seorang penyidik.

Penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung
disampaikan kepada fersangka, keluarganyaq, penasehat hukumnya serta Penuntut
Umurm dan Penyidik Polri.

Sebelum melaksanckan penghention penyidikan, PPHS Penyelenggarcon Bangunon
Gedung periu meminta pertimbangan kepada Penyidik polr,

Hal-hal lgin menyangkut teknis penghentian penyidikan yang belum diatur dalam
Peraturan Daerah ini, agar berpedoman poda Juklak yang dikeluarkan oleh Kopoin,

Paragrat 7
Pemanggilan Tersangka atau Sakst
Pasal 165

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam hal melakukan pemangggilan tethadap
tersangka, dan saksi dapat dilakukan dengon mekanisme sesudi dengan Pasal 112 ayot {1)
dan [2) KUHAP Tahun 1981 sebagai berkut :

Q.

surat  panggilan  disampaikan oleh PPNS  Penyelenggoraan Bangunan Gedung
langsung  kepada  tersangka  atou  saksi yang  dipanggil  di tempat
tinggal/kedioman/dimana yang bersangkutan berada;

dalam hat seseorang yang dipanggi fidak berada di tempat, surat panggiian fersebut
dapat diterimakan kepada keluarganya atau Ketua RT/RW/Lurah atau orang lain yang
dapat djomin bohwa surat panggilan tersebut okon disarmpaikan kepada yang
bersangkutan, sedangkan lembar lain surat panggitan supaya dibawa kembal oleh
PPNS  Penyelenggoarcan  Bangunan  Gedung  yong  bersangkutan  setelah
ditandatangoni [atau Cap Jempol) oleh orang yang menerima surat panggilan;

dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang potut dan waojor, dan setelah
diakukan dua kali pemanggilan, maka dapat dilgkukan penangkapan  dan
penahanan oleh PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam koordinasi dan
pengawasan penyidik Poli, selanjuinya tindakan penyidikan terhadap fersangka atau
saksi ditaksanakan oleh PPNS Penyelenggaroan Bangunan Gedung;

dalam hat yang dipanggil berdomisili di luar daerah hukum PPNS Penyelenggaraan
Bangunan Gedung, pemanggilan dan pemeriksaan diserahkan kepada Penyidik Poin
setempat disertal laporan don atau date-data yang berkaitan dengaon perkorg
dimaksud;

pemanggilan dapat dilokukan melalui instansi dimana yang bersangkutan bekerja
serta ditembuskan ke atasannya:;

suraf panggitan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-tambatnya 3 {tiga}
hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan;

surat  panggilan horus  diberi nomor sesual  ketentuon regrisfrasi instansi PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkutan;

untuk pemangglan terhadap tersangka atau saksi WNE yang berada di fuar neger,
PPNS Penyelenggaraon Bangunan Gedung perlu memintakan bantuan kepada
Penyidik Polri.
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Paragraf 8
Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Barang Bukdi
Pasal 1446

PPNS Penvyelenggoaraan Bangunan Gedung berwenang uniuk melakukan pemerksaan
terhadap tersangka, soksi dan barang bukti sesuai Pasal 108, 109, 110, 111,112, 113, 114, 115
KUHAP Tahun 1981, dengan ketentuan sebagai berikut:

.

pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas
tersangka dan atau sakst dan aiau barang bukti maupun tentang unsur-unsur findak
pidanc yang teich terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun
barang bukii didalom tindak pidana tersebut menjadi jelas:

pemeriksaan tersangka dan atau sakst dilkakukan oleh PPNS Penvelenggaraan
Bangunan Gedung yong bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh diimpahkan
kepada petugas lain;

dalam hal PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung telah mulai melgkukan
pemeriksaan sebagai awal dimulainya penyidikan findak pidana, pemberntahuan hat
tersebut kepada Penuntut Umum dilakukan melalui Penyidik Polri;

dalam hal diperdukan pemeriksaon barang bukii dilakukan secara iimiah atau melalui
bantuan [aboratorivm atau ahli-ahli icinnya;

pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara wawancara, interogasi, konfrontasi atau
rekonsiruksi;

sebelum dimulainya pemeriksaan, wajib diberitahukan hak tersangka untuk mendapat
bantuan hukum, dimaona penasehat hukum dapat mengikufi jalannya pemeriksaan
dengan cara melihat dan mendengarkan pemeriksacn;

dalam melakukan pemeriksaan tersangka dan atau saksi dan atau tindakan-tindakan
lain dalam rangka pemeriksaan tersebut, harus dituangkan daiom Berita Acara yang
memenuhi persyaratan formal don materiol;

dalam hal tersangka fidak bersedia menandatangani Berdta Acara Pemeriksaan, hal
tersebut harus dicatot dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai alosan penolakannya.

Paragraf 9
Penangkapan
Pasal 167

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung berwenang untuk melakukan penangkapan
dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 16, 17, 18, 19 KUHAP Tohun 1981 sebagai berikut:

Q.

b.

PPNS Penyelenggaraon Bangunan Gedung dalam hat melakukan penangkopan,
pelaksanaannya dilakukan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri:

dalam melakukan penangkapan, PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus
memperihatkan surat fugas serta memberikan kepoda tersangka sural perintah
penangkapan;

tembuson  surot  perintah  penangkapon  diberikan  kepada  keluarga  sefeloh
penangkapar;

penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;

dalom hal penaongkopon ieloh diliksonakan don fedadi tuntutan praperadilon

terhadap sah atau tidaknya penangkapan tersebul, maka tanggung jowabnya
diberikan kepada Penyidik Polri dan PPNS Penyelenggaroan Bangunan Gedung.
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Paragrof 10
Penahanan
Pasal 168

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung berwenang uniuk melokukon penahanon
dengon mekanisme sesual dengan Pasal 20 ayat 1], 21, 22, 23 dan 24 KUHAP Tahun 1981
sebagai berikut:

Q.

D.

PPNS  Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyal  kewenangan  unfuk
melakukan penahanan daiam koordinasi don pengawasan Penyidik Poiri;

perniah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukon terhadop tersangka yong
diduga keras melakukan findak pidona berdasarkan bukli yang cukup dan
dikhawatirkon akan melarikan dir, merusak atau menghilongkan barang bukdi atauy
mengulang tindak pidana;

dalam melakukan penchanan, PPNS Penyelenggoraon Bangunan Gedung harus
menunjukkan surat fugasnya serfa memberkan kepada tersangka surat perintah
penahanan;

di dalam surat perintah penahanan  dicantumkan  identitas  tersangka  dan
menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan serta
tempat ia ditahan;

tembusan surat petintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya;

tahanan dapat dititipkan kepada Penyidik Poir;

datam hal penahanan felah dilaksanakan dan ferjadi funtutan praperadilan ferhadap
sah otau tidaknya penahanan tersebut, maka tanggung jowobnya diberikan kepada
Penyidik Poli dan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Poragraf 11
Penggeledahan
Pasal 169

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung berwenang unfuk melakukan penggeledahan
dengon mekanisme sesual dengan pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 125, 126, 127 KUHAP Tohun
1981 sebagai benkuvt;

Q.

penggeledahan oleh PPNS Penyelenggaoraan Bangunan Gedung harus didasarkan
atas  §in penggeledahan doi Kelua Pengadilon Negerd setempal  yang
permohonannya dibuat cleh PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan
tembusan kepada Penyidik Poir;

datam keadaan yang sangat perdu dan mendesak penggeledahan dapat dilakukon
secara ferbatas dan wajib segera melaporkan Kepada Ketua Pengadilan Neger
setempat guna memeproleh persetujuaanya;

surat  perintah  penggeledohan  yang ditandatangani  oleh  otasan PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung selaku Penyidik atau ditandatangani oleh PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkuian dan diketanui oleh afason
PPNS Penyelenggoraan Bangunan Gedung apabila afasannya bukan seorang
Penyidik.

untuk kepentingan koordinasi dan pengowasan secara teknis, dalam peloksanaon
penggeledahan tersebut periu didamping Penyidik Polr;
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sasaran penggeledohan dopat berupa rumah don tempat-tempat fertutup iainnya
bita penghunt tidok menyetujul, dalam pelaksanaon penggeledahan harus disaksikan
oleh Ketua lingkungan/Kepala Desa berssama-sama 2 {dua) orang saksi dar
lingkungan yong bersangkutan;

dalom meloksanakan penggeledahon df luar daerah kewenangan hukum PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung. kecudt didasarkan otas iin Ketua Pengadian
Negeri dan Surat Perintoh oiason PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung ke
daerah hukum, horus diketahut oleh Kelua Pengadilon Neger dan didampingi oleh
penyidik dan daeroh hukum dimana penggeledahan dilakukarn;

dolam waklu 1 {sah) minggu  setelgh  dilckukan  penggeledahan,  PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus sudah membuat Berta Acara
Penggeledahan, don fembusonnya disampaikan kepada pemifik atau penghuni
rumah atou tempat yang bersangkuion,

Paragraf 12
Penyiloon
Pasaf 170

FPNS Penyelenggaraan Bangunon Gedung berwenang untuk melakukan penyitaon
dengon mekanisme sesuci dengan pasal 38, 392, 40, 43, 42, 43, 44, 45, 46 gyat 1 resruf ¢, 128,
129, 130 KUHAP Tohun 1981 sebagai berikut:

o

penyiiocan dapat dilakukan seleloh ada iiin dar Kelua Pengadiion Negeri setempat
yang permohonannya dibuat dan disampaikan langsung oleh PPNS Penyelenggaoraan
Bangunan Gedung yang bersangkutan dengan tembusan kepada Penyidik Poiri;

dalam keadaon yang sangat periv dan mendesak penyitaan dapat dilakukan olas
benda yang bergerak dan wdiio segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat guna memeproleh perselujuoonyo;

pelaksanoon penyitaan didasarkan atas suial perintah yong ditandatangani atasan
PPNS Penyelenggoraan Bangunan Gedung selaku penyidik atau ditandatangani PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkutan don diketahul atason PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung apabilo atasan PPNS  Penyelenggarcon
Bangunan Gedung bukan seorang penyidik;

pelaksancon penyitoon yang dilokukan PPNS Penyelenggoaraan Bangunan Gedung
periu didompingi Penyidik Poli guna kepentingan koordingsi don pengawasan secarg
teknis. Sebelum melakukan perivitaon, PPNS Penyelenggoraan Bangunan Gedung
terebih dahuiu memperiinatkan tonda pengenalnyca;

daiam bidang penyelenggaraan bangunan gedung, vang dapat dikenakan
penyitaan antara lain bahan, barang dan dokumen yang mempunyai hubungan
langsung dengon findak pidana yong ditakukan:

dalam hal penyitaan di luar wilayah hukum PPNS Penyelenggaraan Bangunan
Gedung, maka selain jiin Ketug Pengadiian Neger dan surat perintah tersebut di atos,
peioksonaonnys horus dikefohul Ketua Pengoadilon Negerd don didompingi oleh
penyidik yong ditunjuk oleh pimpinan Unit Keranya di wilayah hukum tempat
penyitaan dickukan;

PPNS Penyelenggaroon Bangunon Gedung harus memberikan tanda penerimaon atas
benda-benda yang disita kepada tersangka. dan ferhadap benda yang disita harus
dicaigi dan diberi fanda;
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h. Berto Acara Penyitcan horus dibuoat bagi sefiop tindakon penyitoon don harus
ditandatangani oleh semua pihak yang teribat daiam tindakan penyitaan tersebut;

i. dalam hal orang/keluarga/jawatan/badan dari siapa benda tersebut disita menolak
untuk menandatangoni Berta Acara Penyitaon agaor dicalat di dolom Berita Acarg
dan disebutkcon dlasan penolakannya. '

Paragraf 13
Gelar Perkara Keduo
Pasal 11

: Gelar perkara kedua adalah kegiatan membeberkan/menguraikan suaiu perkara secara
¢ detal untuk memperdalam perkara serta uniyk menenivkan apakah kasus tersebut dapat
ditindak lanjuti dengan pemberkasan dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penunfut
Umum.

Paragraf 14
Pemberkason
Pasal 172

(1) Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas/menyusun berkas perkara
dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan terdentu.

(2) Susunan isi berkas secara garis besar melipuli urutan-urutan sebagai berikut
Sempul Berkas Perkaro;

Dafiar Isi Berkas Perkaro;

Resume:;

Laporan Kejadian;

Berita Acara Pemeriksaan TKP;

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

Berita Acarg-Berita Acarg;

Surat Perintah-Surat Perintah;

@ e 00 T

Surat liin-Surat fjin {ahfi dii};
Keterangan-keterangan {ahli di]:

k. Dokumen-dokumen bukii;

. Doftor-dafior {fersangka, soksh, Dorang bukdi);

sy ——
g +

m, Laindcin yang periu dilampirkan.

Paragraf 15
Penyerahan Berkas Perkara
Pasal 173
Penyerahan berkas perkara merupokan kegiatan pengiiman berkas perkara berikut
penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntuf
Umum (JPU), dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 110 ayat (1), (2), [3), (4)
KUHAP Tahun 1981 sebagai berikut:
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Penyerahan berkas perkarg disagmpaikan kepada Penuntut Umum melatul Penyidik Poli
dengan surat pengantar yang ditandatangai oleh atasan PPNS Penyslenggaraon
Bangunan Gedung selaku penyidik atou ditandatangani oleh PPNS Penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan diketahul atosan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung
apabia atasan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang bersangkutan bukan
seorang penyidik;

Dalam hal berkas perkara belum sempurnag, Penyidik Polri akan mengembolikannya
disertai petunjuk tertulis.

Datam hat berkos perkara fetah sempurn, berkos perkarc okon diferuskan kepada
Penuntuf Umum;

Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap, yaitu !
i. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf b;

i. Penyerahan tonggung iawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum
diaksanakan meiaiui Penyidik Poli yaitu setelah berkas perkara dinyalokan
fengkap oleh Penuntut Umum atau seteloh 14 (empat belas) hari sejok penyerchan
berkas perkara dari Penyidik Polri kepada Penuntut Umum yang dinyafakan datam
berita acara.

Bagian Kedua
Penyidik Pegawal Negesi Sipil (PPNS) Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Poragraf 1
Umum
Pasal 174

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung merupakan Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungon pemerintah doerah kabupaten yang membidangi urusan penyelenggaraan
bangunan gedung di daerah yang mengemban tugas, fungsi dan wewenang sesua
dengan ketentuan pasat 6 ayat (1) huruf b KUHAP fahun 1981.

1

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 175

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. melakukan penyidikan tindak pidana Penyelenggaraan Bangunan Gedung:

b. mewujudkan tegaknya hukum dalom persyaraten administrafif dan  teknis
bangunan gedung dengan melakukan penyidikan terhadap tindak prdana
penyelenggaraan  bangunan gedung dalom koordinast dan pengowasan
Penyidik Poli; dan

e melakukan pembinaan ke dolam agar tercipia suaty kesiapan dalam rongka
melaksanckan tugos penyidikan tindak pidana penyelenggaraan bangunan
gedung.

PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai fungsi menegakkan hukum

dalam penyelenggaroan bangunan gedung yang menyangkut tindak pidand

penyelenggaraan bangunan gedung.
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Paragrof 3
Kewajiban dan Wewenang
Pasal 174

(1) PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.  memberichukan/melaporkan  tentang penyidikan yang dilokukan  kepada
Penyidik Polr, yaitu datam faporan dimulainyg penyidikan;

b. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyiciik
Polri;

¢ c.  meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan;

d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya; dan

e. menyerahkan berkas perkara, tersangkae dan barang bukii kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Polri.

[2) PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempunyai kewenangan sebagai berikut.

o. melckukan pemerksaan afas kebenaran laporan atau keterangan yang

berkenaan dengon tindak pidana dalam bidang penyeienggaraan bangunan
gedung;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
dolom bidang penyelenggaraan bangunan gedung;

c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa
findak pidana dalam bidang penyeienggaraan bangunan gedung;

d. melokukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan
tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan bangunan gedung;

e. melakukan pemeriksaan di ternpat tertentu yang diduga terdapat bahan bukdi
dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan
dan barang haosil petanggaran yang dapat dijadikan bukti datam perkara findck
pidana dalam bidang penyelenggarcan bangunan gedung: dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peiaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

Paragrat 4
Kriteria Calon
Pasal 177

Kriteria Pegawai Negei Sipit untuk menjadi PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus

rmemiiki :

a. pangkat paling rendah Penata Muda {tfay;

b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana {Si)

c.  tugas di bidang teknis operasional dony/ atau hukum,;

d. Dafter Penilgian Pelaksanaan Pekerican {DP3} dalam 2 {dua) tahun berfurut-turut

dengan nilal rata-rata baik;

serfifikat pendidikan dan pelatihan khusus bidang penyidikan: dan

f. sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokier dasr rumah
sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.

®
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Paragrat 5
Taia Kerjc
Pasal 178
Tata kerjo PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara administralif dapat
clijelaskan sebagai berikut:

a. PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapal merupakan FPejabat Strukturat
dan Pejobat Non Strukiural yang secara administratif berfanggung jowab kepada
pimpinan unit kera:

b. beniuk tanggungiawal administrasi antara kain:

i. melaksanakan fugas sesudi perintah tugas;
i. membuat laporan perkembangan peiaksanaan tugas penyidikan sesuoi

tahapan  penindakan  [penyidikan} yang sedang dilckiskon  kepada
atasan/pimpinan secara berieniang:

ii. membuat iaporan selesai peicksanaan tugas:
iv. berkomunikasi sefiop mendapatkan permosalchan  yang timbut  dalam
pelaksanaon fugas penyidikan; serfa
v. memperfanggung jowabkan keuangan Negara yang ditimbutkan akibat
kegiaton penyidikan yang dilokukannya.
Tata kerja PPNS Penyelenggoraan Bangunan Gedung secara teknis dopat dijelaskan
sebagai berkut
a. melokukan koordinasi dengan Penvyidik Poli dalam rangka peloksanakan
penyidikan PPNS Penyelenggaraan Bangunar: Gedung:
b. meloksanckan lugas dan wewenang sebagol  penyidik sesuoi  peraturan
perundang-undangan yang benakuy:
c. meloksanakan gelar perkara; serta d. memaniau pelaksanaan proses peradilan
perkara.
raragrat 6
Wilaych Kerjc
Posol 179

Wiagyah kefjic atau wioyah hukum seseorang PPNS Penyelenggaraan Bangunan
Gedung adaldh sesuci dengan ketetapon ¢ daiam Keputusan Menlern Hukum don
HAM tentang Pengangkatan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Dalam Surat Keputusan Pengangkatan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung
diatur mengenai wilayah keria/hukum, yaitu dapat bersifat Nasional, Provinsi, maupun
Kabupaien.

Paragrof 7
Pembinaan
pPasal 180

Pambinaan terhadop PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi:

a.
.
G.

pembinaan umumny,
pembinaon teknis; dan
pembinaan osperasional.
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Pasal 181

(1] Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a, dilakukan cleh
menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang penyelenggaraan bangunan
gedung.

(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berupa pembenan

pedoman, bimbingan, pelatihan, aranan dan supervisi yang berkaitan dengan PPNS
Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 182

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b dilakukan oleh menten
yang tugas dan tanggungjowabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia, Kapolri dan
Joksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 183
{1} Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf ¢ diiakukan

oleh:

a. Menter c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya bekeriasama dengan Pembina
Operasional PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung serfa instansi ferkait: dan

. Alcsan PPNS Penyelenggaroon Bangunan Gedung di fingkat daerah beketjasoma
dengan Pembina Operasional PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung serfa
instansi terkait.

{2) Pembincan operasional sebagaimana dimaksud pada ayal (1), berupa pembinaan
teknis operasional PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Paragraf 8
Pengawasdan
Pasal 184
Pengawasan ferhadap  pelaksanaan penyidikan yang  dilakukan oleh  PPNS
Panyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan oleh pembina PPNS Penyelenggoraon
Bangunan Gedung dan pejabat atasan PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang
mengeluarkan surat perntah penyidikan.

Paragraf ¢
Pembiayaan
Pasal 185

{1} PPNS Penyelenggaraan Bangunan Gedung disomping memperaieh hak-haknya
sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2} Segala biaya yang berkaitan dengan peloksanaan pembentukan  PPNS
Penyelenggaraan Bongunan Gedung dan Pembinaan PPNS Penyelenggaraan
Bangunan Gedung dibebankan kepada APBN dan APBD, sesuai dengan bentuk
kegiatannya.




{2)

(3)

()

(1)

{2)

(3)
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BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 184

Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang meianggar ketentuan Peraturan
Daerah int dikenakan sankst administratif, bemupa:

pefringaton tertuiis;

pembatasan kegiatan pembangunan;

penghentian sementara atau tetap pada pekeraan pelaksanaan pembangunarn;
penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung:
pembekuan MB gedung;

pencobutan IMB gedung;

pembekuon SLF Bangunan Gedung:

pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau

perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

~FT@™e a0 U0

Seloin pengenaan sankst administratit sebagaimaono dimaksud pada ayat {1} dapat
dikenai sanksi denda paling banyak 10% {sepulunh per seragtus} dari nilai bangunan yong
sedang atau felagh dibangun.

Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa
konstruksi.

Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas
Pemerintah Daerah.

Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}
didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran  yang  dilakukan seielan
mendapaotkan pertimbangan TABG.

Bagian Kedua
Sanksi Administrattt Pada Tahap Pembangunan
Pasal 187

Pemilik Bangunan Gedung yang meianggar xetentuan Pasal § ayat (3}, Pasal 18 ayat
{1} dan ayat {4}, Pasal 20 ayat | 1), Pasal 1046 ayat {2}, Pasal 117 ayat {3) don Pasal 122
ayat {2} dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)
kali berturut-turut dalam tenggang woktu masing-masing 7 [fujuh) hari kalender dan
tetap fidok melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, dikenakon sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.

Pemilik Bangunan Gedung yang telan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) selama 14 {empat belas) hatt kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan
atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenckan sanksi berupa
penghentian sementara pembangunan don pembekuan izin mendirikan Bangunan
Gedung.




(4]

(5)

(6)

{7}

(2)

(1)

{2}

{3
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Pemiiik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sankst sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] selama 14 {empat belas) hari kelender dan tetap fidak melakukan perbaikan
atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa
penghentian tetap pembangunan, pencabutan iin mendiikan Bangunan Gedung.
dan perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

Dalam hat Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dalam jangka wakiu 30 {figa puluh} hori kalender,
pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atos biayo Pemiik Bangunan
Gedung.

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemilik Bangunan

Gedung juga dikenakan denda administralif yang besamya pdaling banyok 10 %
[sepuiuh per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.

Besarnya denda administratif  ditentukan berdasarkan berat  dan  ringannya
pelanggaran yang dilakukan seteiah mendapat pertimbongan dar Tim Abll Bangunan
Gedung.

Pasal 188

Pemilik Bangunan Gedung yang melaksanakan pembangunan Bangunan Gedungnya
melanggar ketentuan Pasal 13 ayat {1} dikenakan sanksi penghention sementara
sarmpai dengan diperolehnya 1zin Mendidkan Bangunan Gedung.

Pemilk Bangunan Gedung yong tidak memiliki lZn Mendifkan Bangunan Gedung
dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Bagian Ketiga
$anksi Adminisiratif Pada Tahap Pemanfaatan
Pasal 189

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal ¢ ayat
{3}, Pasal 19 ayat (1], Pasal 121 ayat {1} sampai ayaf (3], Pasal 122 ayat {2). Pasal 125
ayat (3), Pasal 130 ayat (2} dan ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yand tidak mematuhi petingatan tertulis
sebanyak 3 (figa} kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 {tujuh)
hari kalender dan fidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan
pemanfaatan Bangunan Gedung dan pembekuan serfifikat Laik Fungst.

Pemilik atou Pengguna Bangunan Gedung yang jelan dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} selama 30 (tiga pulun) hari kalender dan tetap tidak
melakukan perbakan atas pelanggaran sebagdimana dimaksud pada ayat {1},
dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan serfifikat
Laik Fungsi.

Pemiik ooy Pengguna Bangunan Gedung yang tefambat melokukan perpanjangan
serfifikat Lak Fungsi sampai dengan batas wakiu berakunya sertifikat Lak Fungsi,
dikenckan sanksi denda administrafif yong besarnya 1 % [satu per seratus} dari nitc
total Bongunan Gedung yang bersangkutan.
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BAB X}
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Fakior Kesengajaon yong Tidak Mengakibatikon Kerugian Orang Lain
Pasal 190

Sefiop pemiik dan/atou Pengguna Bangunan Gedung yang fidak memenuhi ketentuan
datam Peraturan Daerah ini diancar dengan pidana kunungan paling loma & {enam] bulan
otou denda paiing banyok Rp. 50.000.000.00 fiima puluh juta rupicah).

{3)

(3}

{4)

(1)

i<

Bagion Keduo
fakior Kesengajaan yong Mengakibatkan Kerugion Orang Lain
Pasal 191

setiap pemiik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang fidak memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yong mengakibatkan kerugian harla benda
orang lain diancom dengan pidana penjara poling loma 3 {tiga} fahun, dan denda
paling banyak 10% (sepuiuh per seratus) dar niigi bangunan don penggantion
kerugian yang didenia.
Setiap pemiik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang lidok memenuhi
retentuan dalam Peraturan Daerch ind, yong mengakibatkan keceiakaan bagi orang
lain atou mengokibatkan cacat seumur hidup diancam dengon pidana penjara
paling lamo 4 [empatl} fahun dan dendo poling banyak 15% {ima belas per serafus)
dar nilat bangunan dan penggantion kerugion yong diderita.
sefiap pemilik dan/olau Pengguna Bangunan Gedung yang fidak memenuhi
ketentuan dolam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan hfangnya nyawa orang
iqin, diancam dengan pidana penjara pating lama 5 fiima} tahun dan denda poling
panyak 20% [duo puluh per seratus) dar nilci bangunan dan penggantian kenugion
yang diderdita.
Dalam proses peradilan atas findakan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1), ayat
{2} dan ayat {3} hakim merperhatikan perfimbangan TABG.
Bagion Kefiga
Eokdor Kelaloion yong Mengakibatikan Kerugian Orang Lain
Pasat 192
Sefiop orang olov badon hukum yong xarena keicloionnya melanggar ketenfuan
yang telah ditetapkon dalam peraturan ini sehingga mengokibatkan bangunan idak

Laik Fungsi dapat dipidana kurungan. pidana denda dan penggontian kerugion.

Pidana kurungon, pidana denda dan penggoniion kerugion sebagoimana dimaksud

pado ayat {1} meliputic

a. Pidana kurungan paiing loma 1 {sahu} tahun atau pidana denda paling banyak 1%
fsatu per seratus) dan nilal bangunan dan ganti kerugion jka mengakibatkan
kerugian harta benda orang ki,

. Pidana kurungan paling lkoma 2 {dua) tohun aiou pidana dendo paling banyak 2%
{dua per seratus] dori nilal bangunan dan gonll kerugian jika mengakibatkan
kecelakaon bagi orang idin sehingga menimbuikan cacaotl;

c. Pidana kurungon paling lama 3 [liga} tahun ooy pidana denda paling banyak 3%
figa per seratus] dad nilai bangunan daon gonti kerugian jka mengokibatkon
hilangnya nyawa orang lain.




(1)

(2]

-
{5}
(¢
)

(8}

(%)

(10}
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BAB X)i
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 193

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini
bericku, dan IMB yang dimiliki sudoh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Daeroh ini, maka IMB yang dimilikinya dinyotakan fetap berloku.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah ini beraku,
namun IMB yang dimiliki fidak sesuai dengan keteniuan dalam Peraturan Daerch ini,
maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru.

Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berloku,
namun dalam proses pembangunannya lidak sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan  dalom  IMB, maka Pemilk Bangunan Gedung wajib mengajukan
permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan [retrofitfing) secara bertahap.
Permohonan IMB yang teloh masuk/terdaftar sebelum berlokunya Peraturan Daerah
ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkopi
IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan pesmohonan IMB.

Bangunan Gedung pada saat bertakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi SLF,
maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengaiuvkan permohonan SLF.

Permohenan SLF yang tetah masuk/terdaftar sebeium berdakunya Peraturan Daerah ini,
tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuon dalam Peraturan Daerah ini.
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini beriakuy,
namun SLE yong dimiiiki fidok sesuat dengan ketentuan dolom Peraturan Daerah ini,
maoka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengaivkan permohonan SLF baru.
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini beraku,
namun kondisi Bangunan Gedung tidak Loik Fungsi. maka pemilik/Penggund
Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan {refrofitiing) secara bertahap.
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku,
dan SLF yang dimiliki sudah sesuci dengan ketentuan dalam Peraturon Daerah ini,
maka SLF yong dimilikinya dinyatakan jetop berlaku.

Pemerintah Daerah melaksonakan penerfibon  kepemilikan IMB dan SLF dengan

ketentuan pentahapan sebagai berikut:

a. untuk Bangunaon Gedung selain dori fungsi hunian, penertioan kepemiikan IMB dan
SLE harus sudah dilakukan  selombat-Hombatnya 1 {satu) tchun sejak
diberiakukannya Peraturon Daeroh ini;

b. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non-sederhana,
penertiban kepemilikan iIMB dan SLF harus sudah dilakukan selambattambatnya 3
(satu} tahun sejok diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

c. uniuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana, penertiban
kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya t {satu} tahun
sejak diberiakukannya Peraturan Daerahini.
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BAB Xiil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 194

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan/atau
tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerch ini.

Pasatl 195
Peraturan Daerah ini mulai berdaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan  : diBelopa

pada tanggal 1 18 dssesber 2013
BUPATI LUWU,

TTD
Diundangkan : di Belopa
pada tanggal 1 15 berswber 2313

A. MUDZAKKAR
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWY,

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

-

NOMOR : ¢ TAEUN 2813
TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

1. UMUM

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan
yang sangat sirategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri
manusia. Penyelenggoaraan Bangunan Gedung perlu diatur don dibino demi kelangsungan
dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarokat, serfa untuk mewyjudkan
Bangunan Gedung yang andal, berjafi diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya.

Bangunan Gedung merupakan salah salu wujud fisik dari pemantaatan ang yang
karenanya sefiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus berandaskan pada
pengaturan  penafaan uang. Untuk menjomin  kepastion hukum  dan  keterdiban
penyelenggaraan Bangunan Gedung, sefiap Bangunan Gedung harus memenuhi
persyaratan administrafif dan teknis Bangunon Gedung.

Peraturan daerah ini berisi kefenfuan yang mengatur berbogal aspek penyelenggaraan
Bangunan Gedung melipufi aspek fungsi Bangunan Gedung, aspek persyaratan Bangunan
Gedung, aspek hak dan kewagjiban pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung dalam
fahaopan  penyelenggaraan Bangunan  Gedung, aspek Peran  Masyarakal, aspek
pembinaan oleh pemerintah, aspek sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan
penutup.

Peraturan daerah ini berfujuan untuk mewujudkan penyelenggaradan Bongunan Gedung
yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan rvang, tertib secara administratif
dan teknis, ferwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjomin
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan
selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung daolam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar
Bangunan Gedung yang didifkan dar awdl teiah ditetapkan fungsinya sehingga
masyarckat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi persyaraian baik
administrafif maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efekfif dan efisien, sehingga
apabila bemaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus dikuti dengan perubahan
persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan
persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebif efektif dan efisien, fungsi Bangunan
Gedung tersebut dikiasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi,
tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemiiikan.

Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini
dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih Anci persyaratan  administratif yang
diperiukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya,
kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa
Bangunan Gedung yang didirkan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah
daiam bentuk izin mendirikan Bangunan Gedung.

Kejelasan hak atas tanah adaioh persyaratan mutiak dalam mendirikan Bangunan Gedung,
meskipun dalam Peraluran Daerah ini dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang
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didinkan di atas tanch miik orang/pinak lain, dengan perfanjian. Dengan demikian
kepemilikan Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga periu
adanya pengaturan yang jelas dengan telap mengocu pada peraiuran perundang-
undangan teniang kepemilkan tanah.

Dengan diketahuinya persyaraton adminisirahif Bangunan Gedung oleh masyarakat luos,
khususnyo yang akan mendinkan otau memanfaatkan Bangunan Gedung., okan
memperkan kemudchon dan sekaligus fantangan dalam penyelenggaraon  iata
pemerinichan yang baik.

Pelayanan pemberan izin mendikan Bangunan Gedung yang transparan, adil, tertib
hukum, partisipalif, tanggap, akuniabilitas, efisien dan efekdif, serta profesional, merupakan
wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh Pemerintah Doerah.

Percturan Daerch ini mengatur lebih lonjut persyarafan teknis tata bangunan dan
keandalan Bangunan Gedung. agar masyarakat di dalam mendirikan Bangunan Gedung
mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yong horus dipenuhi sehingga
Bangunan Gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna don lingkungannya,
dapat ditempati secara aman, sehaf, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara
keseluruhan dapat memberikan jominan terwujudnya Bangunan Gedung vang fungsional,
tayak huni, berati did. dan produktif, serfa serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan Kiasifikasinya,
maka diharopkan kegagalan konsiruksi maupun kegagaolan Bongunan Gedung dapat
dihindar, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih fenang dan sehaot, rohaniah
dan jasmaniah di dalam berkeluarga, beketia, bermasyarakat dan bemegara.

Pengaturan Bangunan Gedung diandasi oleh asas kemanfaaton, keselamatan,
keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan ingkungannya,
berperikernanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat divpayokon terfibat don
berperan okiif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan
dan Pemanfoatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam
meningkatkan pemenuhan persyaraton Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan
Bangunan Gedung pada umumnya.

Pengafuran Peran Masyarakat diraksudkan untuk  mendorong tercapainya  fujuan
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang terfib, fungsional, andal, dapat menjomin
keselamatan, kesehatan, kenyomanan, kemudahaon bagi pengguna dan masyarakat o
sekifarmya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peran Masyarakat yang diaiur
daiam Peraiuran Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangaon atau kelompok masyarakat
melalui sarana yang disediakan atau melalsi Gugatan Perwakilan.

Pengaturan penyelenggoraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan bag
Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinoan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
dengan beriandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan
untuk Pemilik Bangunan Gedung. Pengguna Bangunan Gedung. Penyedia Jasa Konsiruksi,
maupun masyarakat yang berkepentingan dengan fujuan untuk mewujudkan tertio
penyelenggoraon dan keandaian Bangunon Gedung yang memenuhi persyaratan
administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas Pernyelenggara Bangunan Gedung.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik sebagai
perencanda, pelaksana, pengowos, manaiemen  konsiruksi maupun  jasa-jasa
pengembangannya, penyedia jasa Pengkaii  Teknis Bongunan Gedung. dan
pelaksanaannya juga dilakukon berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
josa konstruiksi. '

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan
semua pihck agar memperoleh keadiian dalam hok dan kewgjibannya daiom
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penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administrofif periu
dimasyarakatkan dan diterapkan secarg berfahap agar tidak menimbulkan ekses di
lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang-
yndangan lain. Pengencan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat [5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan kefentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah ini mengatur hai-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai
penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannyd
akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupalt dengan tetap memperimbangkan
peraturan perundang-undangan iainnya vang terkait dengan peloksanaan Peraturan
Daerah ini.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan “peraturan  perundang-undangon”  yoaitu  peraturan
perundang-undangan mengenai bangunan gedung, yaitu UYJ No. 28 Tahun 2002
tentang Bangunon Gedung dan PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung seria peraturan
turunannya yang berkaitan.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat {1)
Cukup ielas.
Ayat (2}
huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huoruf ¢,
Cukup jelas.
huruf o.
Cukup jelas.
huruf e,
Cukup jelas.
huruf f.
Yang dimaksud dengan “lebih dari satu fungsi” adalah apabila satu
Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-
fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi
khusus.,
Pasal 6
Ayat (1}
huruf a.

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal tunggal” adalah
bangunan rumah finggal yang mempunyai kaveling sendin dan salah
ot saty dinding bangunan tidak dibangun fepat pada batas kaveling.
uruf b.
Yang dimaksud dengan “bangunan rumah finggal deret” adalgh
beberapa bangunan rumah finggal yang satu alau lebih dari sisi
bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan iain otau
rumah tinggat lain, fetapi masing-masting mempunyai kaveling sendiri.
huruf C.
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Yarg dimaisud dengan “bongunan rumah finggal susun”  adalan
Bangenan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suaty lingkungars
yang terbag dalam bagan-bagian yang distrukturkan  secarg
fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan  digunakan
secara temisah, terutamo unifuk tempat hunion, yang dilengkapi
dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
huruf d.

Yang dimaksud dengan "bangunan rumah tinggal semeniara” adaiah
bangunan rumah tfinggal yang dibangun untuk hunian sementara
wakiu dalam menunggu selesainya bangunon hunian yang bersifat
pemanen, misalnya bongunan unfuk penampungan  pengungsian
daiaom hal teradi bencana glam aiau bencaona sosial.

Ayat (2}

Cukup jelos.

Ayat {3}

Cukup jelas.

Ayat [4)

Cukup jelas.

Avyat {5

Yang dimaksud dengon “bangunan dengan tingkat kerchasiaan finggi”
aniara tain bangunan militer dan istona kepresidenan, wisma negara,
Bangunan Gedung fungsi perichanan, dan gudong penyimpanan boahan
berbahaya. Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat risiko bahaya
finggi" antara jain bangunan reckior nuklir dan  sejenisnya, gudang
penyimponan bahon berbahaya. Penetapan Bangunan Gedung dengan
fungsi khusus dilakukan oleh Mentert dengan mempertiimbangkan usulan dari
instansi berwenang terkait.

Ayat {46)
huruf Q.
Cukup jeias.
huruf b,
Cukup jelos.
huruf C.
Cukup jeias.
hurof d.
Yang dimaksud dengan “"Bangunan Gedung mal-aparfemen-
perkantoran” adalah Bongunan Gedung yang di dalamnya ferdapat
fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen,
dan tempat perkanioran.
huruf e,
Yong dimaksud dengan “Bangunan Gedung malk-apariemen-
perkantoran-perhoteion” adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya
terdapat  fungsi  sebagal tempat  perbelanjaan, tempat  hunian
tetap/apartemen, tempat perkantoran dan hotel.
Pasal 7
Ayat {1}
CukuD jeias.
Ayat |2}

Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengkiasifikasian lebih lanjut dar
fungsi Bangunan Gedung, agar dolom pembangunan dan pemanfataan
Bangunan Gedung dapat lebih fojam dalom penetapan pemsyaratan
administratif dan feknisnya yang harus diterapkan. Dengan ditetapkannya
fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang akan dibangun, maoka
pemenvhan peryaratan adminisiratif dan teknisnya dapat lebih efekiif don
efisien.

Ayat (3}

Cukup jelas,

Ayat {4)

Cukup jelcs.




Ayat [5)

Cukup jelas.

Ayat {6]

Cukup jelas.

Ayat {7}

Cukup jelos.

Ayat (8]

Cukup jeios.

Ayat (9]

Pasal 8

Kepemiiikan agtas Bagngunan Gedung dibukiikan antara lain dengan iMB alau
surat keterangan kepemiikan bangunon pada bangunan rumah susun,

Ayat {1}

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avat {3)

Pengusulan fungst dan Klosifikasi Bangunan Gedung dicantumkan dolam
permochonan Zin mendiikan Bangunan Gedung. Dalam hal Pemilik Bangunan
Gedung berbeda dengaon pemiik fanch, maka dalom Permohonan lZin
Mendirikan Bangunon Gedung harus ada persetujuan pemifik fanah.

Usulon fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh pemilik dotam
beniuk rencana teknis Bongunon Gedung.

Ayat {4}

Pasal 9

Cukup jelas.

Ayat {1}

Perubahan fungsi miscinya dard Bangunan Gedung fungst hunian menjadi
Bongunan Gedung fungst usaha. Perubahan kiasifikasi misainya dar Bangunan
Gedung milik negara menjodi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau
Bangunan Gedung semi permanen menjodi Bangunan Gedung permanen.
Perubohon fungsi dan Kasifikasi mialnya Bangunon Gedung hunian semi
permanen menjadi Bangunan Gedung usahg permanen. Ayat {2) Perubahan
dan sofu fungsi dan/atau kasifikasi ke fungsi dan/atau kiasifikasi yang iain akon
menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai
contoh persyaratan adminiskratif dan teknis Bangunan Gedung fungst hunian
klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis
unfuk Bongunan Gedung fungsi hunion kiosifikasi semi permanen; ofou
persyaratan administrolif dan feknis Bangunon Gedung fungsi hunion kiasifikasi
permaonen jelas berbeda dengan persyoraian administralif dan teknis unduk
Bangunan Gedung fungsi usaha {misalinya ioko} Kasifikasi permanen.
Perubchan fungsi {misalinya dar fungsi hunian menjadi fungsi usaba} harus
ditakukan melaiul proses zin mendirkan Bangunan Gedung baru. Sedangkan
untuk perubchon Kasifikasi dolam fungsi yang sama {misalnye dari fungsi
hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan
revisi/perubahan pada zin mendidkan Bangunan Gedung yang telah ada.

Ayat {3}

Cukup jelas,

Ayt {4)

Cukup jelos.

Ayat {5}

Fasal 10

Cukup ieias.

Cukup jelas,

Pasai [}

Ayat {1}

Cukup jelas.

Ayat 2)

Dokumen serlifkat hak atos tanch dapat berbentuk serdifikat Hok Milik {HM).
serfifikat Hok Guna Bongunan (HGR), seriifikat Hok Guna Usaha (HGL), sertifikat
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Hak Pengelolaan {HPL}), serfitikat Haok Pakar {HP]. atou dokumen perciehan
fanaoh lainnya seperfi akla jual bell, kuitanst jual bell dan/atau bukth
penguasaan tanah lainnya seperdl zin pemanfaatan dart pemegong hak atas
tonah, surat keterangan tanah dari urahfkepoala desa yang disahkan ocleh
camat. Ketentuan mengenal keabsahan hak aias fonah disesuaikan dengan
peraturan perundang-undongan di bidong perianchon. Dolom mengaojukan
permohonan Zin mendinkan Bangunan Gedung, stalus hak alas fanahnya
horus dilengkopi dengan gombar yang jelas mengenai lokasi  {onah
bersangkuian yong memauoat ukuran dan batos-botas persil,
Avyat [3]
Cukup jelas.
Ayat [4}
Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan daon harus difoadl oleh kedua beiah
pihak sesual dengan peraturan perundang-undangon yang mengatur hukum
penanian.
Ayat {5)
Cukup jelos.
Ayat (6]
Cukup elas.
Ayat {71
Cukup jelas.
Posal 12
Ayat {1}
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelos.
Ayat [3]
Cukup ielas.
Ayat {4}
Cukup jelas.
Ayat {5}
Cukup jelas.
Ayat {6
Yang dimaksud dengan “perseluiuan pemegang hok atos tanch™ adolah
persetujuan tertulis yang dapat dijadikan olat bukil telah tedadi kesepakatan
pengaihan kepemilikan Bangunan Gedung.
Ayat [7)
Cukup jelas.
Ayat 18]
Yang dimaksud dengan “peraturan perundong-undongan” yailu peraturan
perundang-undaongon  mengenal  kepemiikan baongunan  gedung, yaitu
Permen PU tentong Sertifikal Kepemiiikan Bongunan Gedung.
Pasal 13
Ayat {1}
{@in mendidkan Bangunan Gedung merupakan safusalunya perddinan yang
diperbolehkan dalam penyselenggoroan Bangunan Gedung, yang menjadi
aiat pengendali penyelenggoraan Bangunon Gedung.
Ayat {2}
Proses permberion izin mendirikan Bangunan Gedung horus mengikuti prinsip-
prinsip pelayanan prima dan murah/teriongkau. Permohonan izn Mendinkan
Bongunan Gedung merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan
Bangunon Gedung. Pemerintah daerah menvediakan formulir Permohonan
iZn Mendirkan Bangunan Gedung yang informatit yvang berisikon antara lain: =
status tanah fanch milk sendird atau miik pihak kaing,
a. data pemochorny/Pemilik Bongunon Gedung {hama. clamal,
fempatfionggat  lohir, pekeraan, nomor K9, dif), dota  okas
{letak/olomat, batas-batos, luas, status kepemilikan, dil.l;
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b. daota rencana Bangunan Gedung {fungsi/idasifikasi, luas Bangunan
Gedung, jJumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dil.); dan
C. data Penyedia Jasa Konstruksi {nama, dlamatl, penanggung jawcab

penyedia jasa perencana konstruksil, rencana wakiu peiaksanaan
mendirikan Bangunan Gedung. dan perkiraan biaya pembangunannya.

Persyaratan-persyaratan  yang tercantum dalaom  Keterangon Rencanda
Kabupaten, selanjuinya digunckan sebagal ketentuan oleh pemilik daiam
menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di samping persyaratan-
persyaratan teknis kainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.

Ayat {3)
Sebelum mengajukan permohonan izin mendirkan Bangunan Gedung, setiap
orang harus sudah memiliki surat Keterangan Rencana Kabupaten yang
diperoieh secara cepat dan tanpa biaya. Surat Keterangan Rencana
Kobupaten diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gombar peta
lokast tempat Bangunan Gedung yang akan didirkan oleh pemitik.

Ayat {4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Ketentuan-ketentuan khusus yang beriaku pada suatu lokasifkawasan, seperi
keterangan tentang:

daerah rawan gempa/tsunami;

doerah rawan longsor;

daerah rawan banjir;

tanah pada lokasi yang tercemar [brown field area}:

kawosan pelestarian; dan/atau

kawasan yang diberiokukan arsitekiur tertentu.

"o p0TQ

Pasal 14
Ayat (1}
Yang dimaksud dengan “pemsetujuan dari instansi terkait” adalanh rekomendasi
feknis yong diberikan oleh intonsi ferkait yang berwenang, baik darn
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah,
Ayat {2]
Cukup jelas.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat {2}
Yang dimaksud dengan “instansi teknis pembina yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung” di daerah yaitu Dinas
Pekerjigon Umum atau Oinas Tata Ruang atau Dinas Permukiman dan
Prasarana Wilayah atau Dinas Tata Ruang dan Permukiman atau Dinas Cipta
Karya atou dengan sebutan lain.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelos.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Ayat {1)
Cukup jelas.
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Pasat 17

Cukup jelos.

Ayat {1}

Cukup elas.
Pasol 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat {2)

Cukup jelas.

Ayat {3}

Cukup jelos.

Ayat {4} 6o

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan
perundang-undangan mengenai pengalolaan prasarana umum, sumber daya
air, jaringan fegangan tinggi, kebencana-alaman, dan perhubungan seric
peraturan furunannya yang berkaitan.

Ayat {5} \
Yang dimaksud dengan “diatur ssementara” adalah peraturan  bupat
mengenal  ketenfuan peruntukon  lokasi  diberakukan sebogai  dasar
pemberian persetujuan mendiikan Bangunan Gedung sampai RTRW, RDIR
dan/atau RTBL untuk fokasi bersangkutan ditetapkan,

Pasal 19

Ayat {1}

Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi sebagai
akibat perubahan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL diakukan penyesuaian paling
tfama 5 {lima) fahun, kecuaii untuk rumaoh tinggal funggal paling loma 10
{sepuiuh} tahun, sejok pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah
daerah kepada Pemiiik Bangunan Gedung.

Ayat (2}

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan
perundang-undangan mengenai ganti rugi aftau keperdataan, yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 20

Ayat {1}

Cukup jelas.

Ayat (2}

Penetapan KDB wuntuk suaty  kawasan yang ferdiri aias beberapa
kaveling/persil dapat dilokukan berdasarkan pada perbandingan total luas
Bangunan Gedung terhadop  fotal  uas  kawasan dengan tetap
mempertimbangkan perunfukan afau fungsi kawasan don daya dukung
ingkungan. Penetapan KDB dibedakan dalam fingkatan KDB finggi (lebih
besar dar 0% sampai dengan 100%), sedang {30% sampai dengan $0%}. dan
rendah {lebih kecil dar }. Untuk daerah/kawasan padat don/atou pusat
kota dapat ditefapkan KDB tinggi dan/atou sedang. sedangkan untuk
daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resopan ditetapkan KDB rendah.

Ayat (3}

Penetapan KLB untuk suatu kowasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil
dapat diakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan
Gedung terhadap total lugs kawasan dengan tetap mempertimbangkan
peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan. Penetapan
ketinggion bangunan dibedakan dolam tingkaton  ketinggian: bangunan
rendah {jlumiah lantai Bangunan Gedung sampai dengan 4 antai), bangunan
sedang {jumiah lantai Bangunan Gedung 5 lantai Sampai dengan 8 lanfai),
dan bangunan tinggi {jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).

Ayat {4}

Cukup jelas.
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Ayat {5)
Cukup jelas.
Avat {6} .
Yang dimaksud dengon  “diglur sementora” adolah  peraturan pupah
mengena ketentuan intensitas Bangunaon Gedung diberakukan s:ebc:gcn dasar
pembernan persetujuon mendirkan Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR
dan/atau RIBL untuk fckasi bersangkutan difetapkan. Yang dimaksud dengan
“peraturan  perundang-undangan” yaitlu  peraturan  perundang-undangan
mengenai penataan ruang, yaitu YU No. 26 Tohun 2007 ientong Penatoan
Ruang, PP No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP
No. 26 Tohun 2008 tentang RTIRWN, Perpres tentang RTR Kawasan Metropolitan,
Perpres tentang RIR Pulau dan Kepulauon, Perpres tentang RTR Kowasan
Strategis, Perda Provinsi fentang RTRW Provinsi, Perda Provinsi tentang RTR
Kawasan Strategis Provinsi, Perda Kabupaten tentang RTRW Kabupaten, Perda
Kabupaten tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten, dan Perda Kabupaten
tentang RDIR Kawasan Perkotaan.
Pasat 21
Ayat [1) Yang dimaksud dengan “daya dukung fingkungan® adalah kemampuan
ingkungan untuk menampung  kegiatan dan segadla akibat/dampak  vang
ditimbulkan yong ada di dalamnya, antara lgin kemampuan daya resapan air,
ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan transportosi. Penetapan
KDB dimaksudkan unfuk memenuni persyarataon keandalan Bangunan Gedung;
keselomatan dalam hal bahaya kebokaran, banijir, Gir pasang, dan/atau sunami:
kesehatan dalam hatl sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi: kenyamanan daiom
hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hat aksesibifitas don
akses evakuasi keserasian dalom hal perwujudan wajoh kota; kelinggian bahwa
makin tinggi bangunan jorok bebasnya makin besar. Penetapan KDB dimaksudkan
pula untuk memenuhi persyaratan keamanan misainya pertimbangan keomanan
pada daerah istana kepresidenan, sehingga ketinggian Bangunan Gedung di
sekitamya fidak boleh melebihi ketinggion terfentu. Juga untuk pertimbangan
keselamatan penerbangan, sehingga untuk Bangunan Gedung yang dibangun di
sekitar pelabuhan udarg fidak diperbolehkan melebihi ketinggian terentu. Dalam hal
pemilik tanah memberikan sebagian area fanahnya untuk kepentingan umum,
misclnya untuk faman atau prasarana/sarana publik lainnya, maka pemilik bangunan
dapat diberikan kompensasifinsentif oleh pemetintah daerah. Kompensasi dapat
berupa kelonggaran KLB {bukan KDB), sedangkan insentif dapat berupa keringonan
pajak atau retribusl,

Ayat {2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jeltas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelos.
Pasal 25
Cukup jeios.
Pascl 26
Ayat (1)

Pertimbangan keselamatan daiom hai bahaya kebakaran, banijir, cir pasang,
danfotau  tsunami Pertimbangan kesehatan dalom hal sirkulasi udarg,
pencahayaon, dan  sanifash Perfimbangan  kenyamanan  dalam  hal
pandangan, kebisingan, dan getaran. Perfimbangan kemudahan daiam hai
aksesibilitas dan okses evakuasi: keserasion dalom ha! perwujudan wajah kota:
ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.
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Ayat (2]

Cukup jelas,

Ayat (3]

Ayat (4]

Cukup jelas.

Dalam hal int jaringan ulilitas umum yang teretak di bawah permukaan 'rapdh,
antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan gos, dii. yang melintas
atau akan dibangun medintas kaveling/persii/kawasan yang bersangkutan.

Ayat (5}

Cukup jelas.

Ayat (&)

Cukup jelos.

Ayat {7}

Pasal 27

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat {1)

Pertimbangon terhadap estelika bentuk dan karakleristik arsitektur dan
ingkungan yang ada di sekitar Bangunan Gedung dimaksudkan uniuk lebih
menciptakan kudlitas lingkungan, seperti melalul harmonisasi nilai dan gaya
arsitektur, penggunaan bahan, wama dan tekstur eksterior Bangunan Gedung,
seffa penerapan  penghematan  energi  pada  Bangunan Gedung.
Pertimbangan kaidch pelestarian yang menjadi dasar perfimbangaon vtama
ditetapkannya kawasan tersebut sebagai cagar budaya, misainyo kawasan
cagar budaya yang Bangunan Gedungnya berarsitekiur cing, kolonial, atau
berarsitektur melayu.

Ayat {2)

Cukup iejas.

Ayat {3)

Cukup jelas.

Ayat {4)

Misalnya suaty difetapkan sebagai kawasan berarsitextur melayu, atau suaty
ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur modemn. Tim ghii misainya pokar
arsifektur, pemuka adat setempat, budayawan. Pendapat publik, Khususnya
masyarakat yang finggal pada kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya,
dimaksudkan agar ikut membahas, menyampaikan pendapat, menyepakat,
don melaksanakan dengan kesodaran serta kut memiliki. Pendapal publik
diperoleh meialui proses Dengar Pendapat Publik, atau forum dialog publik.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jetas.
Pasal 31
Ayat {1)
Persyaratan daoerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaraian
minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan, sedangkan akses
penyeiamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan gkses
kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebokaran dan
ambulan,  untuk masuk ke dalam topak  Bangunan Gedung yang
bersangkutan.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Fasal 32
Cukup jelas,
Pasal 33

Cukup jelas.
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Pasal 34
Cukup jelas.
Y Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Fasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup ielas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peroturan
perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun
2012 tentang izin Lingkungan, serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adaloh instansi yang
4 menyelenggarakan urusan pemerintchan dalam bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasat 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2}
Yang dimoksud dengan “kuatfkokoh” adalah kondisi strukiur Bangunan
Gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur Bangunan Gedung
sangat kectil, yang kerusakan strukfurmya masih datam batas-balos persyaratan
teknis yang masih dapat diterima selama umur bangunan yong direncanakan.

Yang dimaksud dengan “stabil” adatah kondisi struktur Bangunan Gedung
yang tidak mudah terguling, miring, atau tergeser selama umur bangunan
yang direncanakan.

Yang dimoksud dengan “persyaratan kelayanan” ({serviceability) adalah
kondisi struktur Bangunan Gedung yang selain memenuhi  persyaratan
keselomatan juga memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi
pengguna.

Yang dimaksud dengan “keawstan sfruktur® adaloh umur sfruktur yang
panjang (ifetimej sesuai dengan rencang, iidak mudah rusak, aus, lelah
{fatigue} dalam memikul beban. Dalom hat Bangunan Gedung menggunakan
bahan bangunan prefabrikasi. bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus
dirancang sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta
mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan.
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Perencanaan stukdiur juga harus mempertimbangkan ketaghanan bohan
bangunan terhadaop kerssakan yvang diokibatkan oleh cuaca, serangga
perusak dan/otau jomurn, dan meniaomin keanddilan Bangunan Gedung sesual
urmnut lavanan feknis yang direncanakan.

Yong dimaksud dengan beban muatan tetop addich beban muaian mali
atau berat sendir Bangunan Gedung dan beban muatan hidup yang timbul
akibat fungsi Bangunon Gedung.

Yang dimoksud dengan beban muatan sementara selain gempa dan angin,
termasuk bebaon muatan yang fimbul akibat benturan ofau dorongan angin,
dan igin-iain.

Dokiail  merupokan  kemarnpuan  stuktur Bongunon  Gedung  uniuk
mempertahankon kekuatan don kekakuan yang cukup, sehingga strukiur
gedung tersebul telap berdii walaupun sudch beroda daolom kondist di
arbang keruntuhan.

Ayat [3}

Cukup jelas.

Ayal {4}

Cukup jelas.

Ayat [§]

Cukup jelas.

Avyat {6)

Cukup jelas.

Ayat {7}

Cukup jelas.

Ayat {8)

Cukup jelas.

Ayat {9}

Cukup jeias,

Avat {10]

Posal 46

Cukup jelas.

Ayat {1

Sistem proteksi posif merupakan proteksi terhadap penghuni dan harta benda
berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen arsitekiur dan struidur
Bangunaon Gedung sehingga dapat melindungi penghuni don harta benda
dan kerugian saat teriadi kebakaran.

Penguaiuron komponen arsitekiur don stnsktur Bangunon Gedung antara lcin
dalam penggunaon bohan bangunan dan konshuksi yang fohon api,
komiporternenisasi dan permisahan, dan perindungan pada bukaan,

Sistern profeksi okfif merupokan protekst harta bendo terhadap bohoya
kebakaran berbass poda penyediaan perdlatan yang dapat bekerja baik
secara otomatis maupun secora monual, digunakan oleh penghuni afau
petugas pemodam dalom melaksanakon operasi pemadarmarn.

Fenyediaan peraiotan pengomanan kebakaran sebagat sistem proteksi aklif
antara tain penyediaan sistern deteksi dan alarm kebakaran, hidran kebakaran
di luar dan dalam Bangunan Gedung, clat pemadam api ringan. don/atau
sprinkler.

Dalam hal pemiiik sumah finggal funggal bermaksud melengkapi Bongunon
Gedungnyce dengan sistem proteksi pasif dan/otau ok#f moka harus
memenuhl persyaralan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sesuai
pedoman dan Standar Teknis vang beriaku.

Ayat (2}

Cukup jelos.
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Ayat {3)
Cukup jelas.
Ayat [4)

Cukup jelas.
Ayct {5)

Cukup jelas.
Ayat {6)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan

perundang-undangan mengenadi telekomunikasi, yaitu UU No. 32 Tahun 1999

tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentong Telekomunikosi

Indonesia, serta serta peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat {7}
Cukup jelas.
Ayat (8}

Yang dimaksud dengan fungsi, Klasifikasi, uas, jumiah tantai dan/atau jumiah

penghuni terfentu harus mempunyai unit managjemen proteksi kebakaran

Bangunan Gedung adalah:

a. bangunan umum termasuk aparfemen, yang berpenghuni minimal 500
orang, atau yang memiiki fuas minimal 5000 m2, atau mempunyai
ketinggian Bangunan Gedung lebih dari 8 lankai;

b. khusus bangunan rumaoh sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur
rawat inap, terutama dalom mengidentifikasi dan mengimplementasi-kan
secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusic;

¢. khusus bangunan indusiri yang menggunakan, menyimpan, atau memroses
bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair don gas mudaoh
ferbakar, atou yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m2, alau beban
hunian minimal 500 orang, otau dengan luas areal/site minimal 5.000 m?2.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat {1}
Cukup jelas.
Ayat (2}
Bukaan permanen adalah bagion pada dinding yang terbuka secara tetap
untuk memungkinkan sirkulosi udara.
Ayat {3)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat {3}

Huruf .

Yang dimaksud dengan “peraturan  perundang-undangan”  yaitu
perafuran perundang-undangan mengenai persyaratan kudlitos air
minum, yaitu PP No. I Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Pengolahan Air Minum dan Permen Kesehatan No. 907 itchun 2002
tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kuaiitas Air Minum.

Huruf b,

Cukup jelas.
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Huruf ¢,
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup ieias.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasat 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup ielas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup ielas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1]
Cukup jelas.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Ayat {3}
Yang dimaksud dengan “manusia berkebutuhan khusus™ antarg fain adalah
manusia fanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita hamil, anak-gnak, dan
penderita cacat fisk sementara.
Ayat {4}
Cukup jelas.
Ayt [5)
Cukup jelas.
Ayat {8)
Cukup jelos.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan/atau sarana umum” seperti jalur jolan
atau jalur hijau atau sejenisnya.
Ayat (2}
Cukup jelas,
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “di bawaoh dir” yaitu Bangunan Gedung yang
dibangun berada di bawah permukacn air. Yang dimaksud dengan "di atas
air’ yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di atas permukaan air,
bak secara mengapung {mengikuti nak-turunnya muka Qir}  maupun
menggunakan panggung {tidak mengikuti naik-turunnya muka air).
Ayat [(4)
Yang dimaksud dengan “daerch hantaran udora listik tegangan tinggl atau
ekstra tinggl alou ulfra tinggi” addalah area di sepanjang jalur SUTT, SUTET atau
SUTUT fermasuk batas jolur sempadannya.
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huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf ¢.
Cukup jelcs.
huruf d.
Cukup jelos.
huruf d.
Yang dimaksud dengan “peraturan  perundang-undangan”  yaity
peraturan  perundang-undangan  mengendl  pembangunan  dan
penggunaan menara felekomunikasi, yaitu Surct Keputusan Bersama 4
Menteri (Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerican
Umum nomor O7/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika
nomor 3/P/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
nomor 3/P/2009) teniang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersama Menara Telekomunikasi.
huruf e.
Cukup ielas.
Pasal 67
Cukup jelos.
Pasal 68
Cukup jelos.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.,
Pasgi 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jefas.
Pasal 76
Cukup jetas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasai 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas,
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.




Pasal 86
Cukup jelos.
Pasal 87
Cukup jelos.
Pascil 88
Cukup jelos.
Pascl 8§92
Cukup jelas.
Pasal 90
Yang dimaksud dengan “swaokelola” adalah kegioton Bangunan Gedung yang
diselenggorckan sendini oleh Pemiik Bangunan Gedung tanpa menggunakan
penyedia josa di bidang perencanaan. pelaksanaan dan/ofau pengawasan.
Pasal 71
Cukugp jelas.
Posal 92
Cuku jeias.
Pasal 93
Ayat {1]
Cukup jelas.
Ayat {2}
Cukup jelos.
Ayat {3}
Cukup jelas.
Ayat {4)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adaioh pejabat yang
menjaiankan uruson pemerintahan di bidang Bangunon Gedung.
Ayat {5}
Cukup jelas.
Ayat {6}
Cukup jelas.
Pasat 94
Ayat {1}
Cukup jelas.
Ayat [2]
Huruf o,
Palam hol pemohon juga adalah penguasa/pemiik fanah, makao yang
diampirkan adaloh sertifikat kepemilikon tanch {yang dapat berupa
HGB, HGU. hok pengelolaon, otou hok pokail afau tanda bukd
penguasaan/kepemifikan lainnya. Untuk tanda bukli yang bukan datam
bentuk serifikat tanah, diupayakan mendapatkan faiwa penguasaan/
kepemiikan darl instansi yang berwenang. Dalam hat pemohon bukan
penguasa/pemilik  tanah, maka doaiom permohonan  mendinkan
Bangunon Gedung yang bersangkuton harus terdepat persetujuan dari
pemilic fanch, bohwa pemiik tanah menyshujui Pemilik Bangunan
Gedung untuk mendikan Bangunan Gedung dengan fungsi yang
disepakati, yong terfuong dolam surat perfjarjian pemantaatan fanah
antara colon Pemifik Bangunon Gedung dengon pemik tanah.
Perjanjian  tertulis tersebut harus  dilampiri fotocopy fanda  bukdi
penguasaan/kepemiikan iangh.
Huruf b.
Daic pemohon melipuli nomo, domal, tempatftonggal  kahir,
pekerjaan, nomor KTP, il
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Huruf c.

Rencang teknis disusun oleh penyedia jasa perencona konstruksi sesuci
kaidah-kaidah profesi atau oleh ahli adat berdasarkan Keterangan
Rencana Kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan serta persyaratan-
beriaku sesuai fungsi dan Kiasifikasi Bangunan Gedung yang okan
didirikan. Rencana teknis yang dilampirkan dalom Permohonan [2dn
Mendirkan Bangunan Gedung berupa pengembangan rencang
Bangunan Gedung, kecudli untuk rumah tfinggal cukup prarencanag
Bangunan Gedung.

Huruf d.

Ayat {3)

Hasil andlisis mengenai dampak lingkungon hanya unfuk Bangunan
Gedung yang mempunyai dampak penting terhadap fingkungan sesuai
dengan peraturan  perundong-undangon di bidang pengelolaan
lingkungan hidup. Dalem hal dompak penting tersebut dapat diatasi
secora teknis, maka cukup dengan UKL don UPL. Huf e.
Dokumen/surat surat iginnya yang terkait misalnya rekomendasi teknis
urtuk Bangunon Gedung di atas/di bawah sarana don prasarona
umum atau di atas/di bawah air, atau yang lainnya.

Cukup jelas.

Ayat {4}

Cukup jelas.

Ayat {5}

Cukup jelos.

Ayat (6}

Huruf 0.

Rencana teknis untuk bangunon hunian rumah  finggal tunggal

sederhana, terdini atas:

1) Gambar pra rencana Bangunan Gedung, terdiri atas gambar site
plan/ situasi, denah, tampak dan gambar potongan:

2} Spesifikasi teknis Bangunan Gedung.

Rencana teknis untuk bangunan hunion rumah finggal funggal

sederhana, ferdini atas:

1} Gambar pra rencana Bangunon Gedung, terdin atas gambar site
plan/ situasi, denah, tampak dan gambar potongan;

2) Spesifikasi teknis Bangunan Gedung;

3} Rancangan arsitekiur Bangunan Gedung;

4] Rancangan struktur;

5] Rancangan utilitas secara sederhana.

Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah finggal tunggal tidak

sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada

umumnyq, terdiri atas:

1) Gambar rencana arsitektur terdii atas gambar site plan/situasi,
denah, fampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum
finishing Bangunan Gedung;

2) Goambar rancangan struktur

3} Gambar rancangan utilitos;

4} Spesifikasi umurn Bangunan Gedung;

5] Perhitungan siruktur untuk bangunan 2 lantal atau lebih dan/atau
dengan bentang lebinh dari é meter:

6) Perhitungan kebutuhan utilitas.

Hursf b,

Rencana teknis unituk Bangunan Gedung untuk kepentingan umum,

terclin atas:

1} Gambar rencana arsitektur terdin atas gambar site plan/situasi,
denah, tompak dan gambar potongan dan spesifikasi umum
finishing Bangunan Gedung;




101

2] Gambar rancangan struktur;

3} Gombaor rancangan ulilitos;

4) Spesifikasi umum Bangunan Gedung,

5] Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai alau lebih dan/atau
dengon bentang lebih dar 6 meter;

6} Perhitungan kebutuhan utilitas.

Huruf c.

Rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, terdid afas:

1} Gombar rencana assitektur ferdiri aias gambar site plangsituasi,
denah, tampok don gambar potongon don spesifikasi umum
finishing Bangunan Gedung;

2} Gambar rancangan siruktur;

3} Gombar roncangan utilitas;

4} Spesifikasi umum Bangunan Gedung:

5} Strukiur untuk bangunan 2 lanfai atau febih dan/atau dengan
bentang lebih dari 4 meter;

8} Perhitungan kebutuhan ufilitas;

7} Rekomendasi instansi terkait.

Huruf d.

Rencana teknis untuk Bangunan Gedung kedutaan besar negara asing

dan Bangunan Gedung diplomatik icinnya, terdiri atas:

1} Gambar rencona arsitektur terdin atas gambar site plan/situasi,
denah, tampok dan gambar potongan dan spesifkasi umum
finishing Bangunan Gedung;

2} Gambar rancangan sfrukiurn

3} Gambar rancangan utilitas:

4) Spesifikasi umurm Bangunan Gedung;

5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebinh dan/atau
dengan bentang lebih dari 6 mefter;

6) Perhitungan kebutuhan utilitas;

7} Rekomendasi instanst terkait;

8} Persyaratan dari negara bersangkutan.

Pasai 94
Cukup jelos.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasct 97
Cukup jelas.
Pasatl 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Ayat {1}
huruf Q.
Yang dimaksud dengan “"menguboh bangunan sementara™ adaiah
memperbaiki Bangunan Gedung yang sifainya sementara dengan
tidak mengubah bentuk don luas, serta menggunakan jenis bahan
semula.
huruf b,
Cukup jelas.
huruf ¢,
Cukup jelas,
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hurutfd,
Pagar haloman yang sifainya sementaro antare fain pagar haloman
pembalas pada kegiatan konstruksi pembaongunan Bangunan Gedung.
hursfe.
Bongunan vang sifat penggunaannyg sementarg wakdu antara ioin
bangunan untuk pameran yang mengguncakan konsirukst sementara
{knock downl.
Avyat {2)
Cukup jeios.
Ayat {3)
Cukup jelos.
Posal 100
Cukup jeias.
Pasal 101
Ayat {1}
Cukup ielas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Ayat [3)
Yang dimaksud dengan “peraiuran perundang-undangan” yoitu perafuran
perundang-undangon bidang josa konsiruksi, vaitu U No. 1B Tohun 1999
fentang Jfasa Konstrukst, PP No. 29 Tahun 2000 tenfang Penyelenggaraan Jasa
Konstruks, sertq peraturan furunannya yang berkaitan. Ayat {4) Cukup jelcs.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelos.
Pasal 104
Cukup ieias.
Pasol 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup ielas.
Pascl 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasat 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelos.
Pasal 112
Ayat [1)
Yang dimaksud dengan “pendaioan Bangunan Gedung” addich kegiaton
nveniansasi data umum, data teknis, data stalus dwayat dan gambar legger
bangunan ke dalam dotabase Bangunan Gedung.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat {3}
Cukup jelas.
Ayat {4)
Cukup jelas.
Ayat (5}
Cukup elos.
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Pasal 113
Cukup jelas,
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Avyat (1]
Cukup jelas.
Ayat {2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan
perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tenfang Penyelenggaraan Jasa
Konstuksi, serta peraturan turunannya vang berkaitan.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jelcs.
Pasal 116 ‘
Ayat (1) f
Cukup jelas.
Ayat {2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” vaitu percturan
perundang-undangon bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggoraan Jasa
Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Avyat {3)
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jetas.
Ayat {5)
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jeias.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasai 119
Cukup jelas.
Pasat 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundong-undangan” yaitu peraturan
perundang-undangan mengenai cagar budaya, yaity UU No. 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya serta peraturan furunannya yang berkaitan.
Pascd 122
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayai (3}
Cukup jelas.
Ayat {4)
Cukup jelas.
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Ayat (5]
Yang dimaksud dengan “instansi  ferkait”  adalah  instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung yang
dilindungi dan ditestarikan.
Ayat {6}
Cukup jslas.
Pasal 123
Ayat {1}
Yang dimaksud dengon “peraturan perundang-undangan” yaitu Pergturan
perundang-undangan mengena cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya serfa peraturan turunannya yang berkaitan.
Ayat {2}
Cukup jelas.
Ayat {3}
Cukup jelas.
Ayat {4}
Cukup jelas.
Ayat {5)
Cukup jelas.
Ayat (6}
Cukup jelas.
Poscd 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup isias.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Ayat (1}
Cukup jelas,
Ayat (2]
Cukup jelas.
Ayat {3)
Cukup jelas.
Ayat [4)
Cukup ielos.
Ayat {5)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundong-undangan" antara lain adaoiah
UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21
fahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangon Bencana, Keputusan
Presiden Nomor 3 fahun 2001 teniang Badon Koordinasi Penanggulangan
Bencana dan Penangonan Pengungsl serfa peraiyron furunannya yang
berkaitan,
Pasal 131
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas.
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Ayat (3}
Yang dimaksud dengan fasifitas penyediaan air bersth adalah penyediaan air
bersin yang kudlitasnya memadai untuk diminum serfa digunakan untuk
kebersinan pribadi atou wmah tangga tanpa menyebabkan rsiko bagi
kesehatan. Yang dimaksud dengan fosilitas sanitasi adalah fasifitas kebersinon
dan kesehatan lingkungon yang berkaitan dengan saluran air [droinase),
pengelolaan mbah car dan/atau paoadal, pengenddlian vekior dan
pembuangan finja.
Ayat {4}
Cukup jelos.
Pasal 132
Ayat (1}
Penentuon kerusakan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pengkaji Teknis.
Ayat (2}
Yang dimaksud dengan rehabilifasi adalah perbaikan dan pemutihan semua
aspek pelayanan publik alou masyarakat sampai tingkat yang memadai
pada wikayah pasco-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan  don  kehidupan
masyarokat pada wilayah pascabencaona.
Ayat (3)
Yang dimaksud rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa rumah
individual atau rumah bersama yong berbentuk Bangunan Gedung dengan
fungsi sebagai hunian wargo masyarckat yang secora fisik terdid atos
komponen Bangunan Gedung, pekarangan atau lempat berdirinya
bongunan dan ulilitasnya. Yang dimoksud dengan pemberian bantuan
perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pemerintah
Daerah  sebagal  stimulan untuk membanty  masyarakal  memperbaiki
rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali.
Ayat {4)
Bantuan perbaikan disesuaikon dengan kemampuan anggaran Pemerintah
Daerah.
Ayat [5)
Cukup jetas.
Ayat {6)
Cukup jelcs.
Ayat {7)
Cukup jelas.
Ayat {8)
Cukup jetas.
Ayat [9)
Yang dimoksud dengan pejcbat pemernintaghan di fingkat poling bawah
adalah Kepaia Kecamatan atau Kepada Kelurahan/Desa.
Ayat (10}
Proses Peran Masyarakat dimaksudkan agar:
a. masyarakai mendapatkan akses pada proses pengambian keputusan
dalam perencanaan dan peicksanaan rehabilitasi rumah di wilayahnya;
b. masyarakal dopal bermukim kembali ke rumah asalnya yang ielah
direhabilitasi;
¢. masyarakat membangun wmoh sederhana sehot dengan dilengkapi
dokumen iMB.
Ayat {11}
Cukup jelas.
Ayat {12)
Cukup jelas.
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Pasal 133
Yang dimaksud dengan “"bencana” adaloh peristiwa atau rangkaian petistiwa yang
mengoncam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korbon jiwa manusia, kerusakan iingkungan,
kerugian harta benda, dan dampok psikologis.
Pasai 134
Cukup jelos.
Pasal 135
Ayat (1}
Cukup jelos.
Ayct {2}
Dalom hal di daergh bersangkuian fidok tersedia tenaga ahli yang
berkompeten uniuk ditugaskan sebagai anggota TABG, maka daopat
digunakan tenaga ahli dar daegran ldin yang terdekat.
Ayat (3)
Cukup jelos.
Ayact (4]
Cukup jelos.
Ayat (5}
Cukup jelcs.
Ayat (6}
Cukup jelos.
Pasal 136
Cukup jeias.
Pasal 137
Cukup jelos.
Pasal 138
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Ayat (3}
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangon” yaitu perafuran
perundang-undangan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah,
yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerch serfa peraiuran turunannya yang
berkaitan.
Ayat (4}
Cukup jelas.
Pasal 139
huruf a.
Cukup jelas.
houruf b.
Cukup jeias.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Yang dimaoksud dengan “pengajuan Gugatan Perwakilan” adolah gugatan
perdata yang digjukan oleh sejumiah orang {dalam jumlah tidak banyak
misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas mewakilt kepentingan
dirinya sekaligus sekelompok orang atau pihak yang dirugikan sebagai korban

yang memiiiki kesamaan fakia atau dasar hukum antor wakil kelompok dan

anggota kelompok dimaksud.
Pasal 140
Cukup jetas.

g



Poscl 141
Ayat {1}
Yang dimaksud dengan “menjaga ketertiban” adalah sikop perseorangan
unfuk Tkut menciptakan ketenangaon, kebersihan dan kenyamanan serta sikap
mencegah perbuatan kelompok yang mengarch pada perbuaion kdminal
dengan melaporkannyo kepada pihak yang berwenang. Yang dimoksud
dengan “mengurangi fingkat keandalon Bongunan Gedung”  adaich
perbuatan pesecrangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan
negatif yang dapat berpengoruh keandalan Bangunan Gedung seperfi
merusak, memindahkan donfatay menghilangkon  peraialan dan
perengkapon Bangunan Gedung. Yang dimoaksud dengan “menggonggu
penyeienggaraan Bangunan Gedung” adolah perbuoian perseorangon aicau
kelompok yong menjurus pada perbuatan negalif yang bermpengaruh pada
proses penvelenggaraan 8angunan Gedung sepertt menghambat joion
masuk ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan
keselamatan manusia dan ingkungan.
Ayat {7}
Cukup jelos.
Ayat {3}
Cukup jeics.
Pasct 142
Cukup jelos.
Pasal 143
Cukup ielas.
Pasal 144
Ayat {1}
Cukup jelos.
Ayat {2}
Cukup jeias.
Ayat (3}
Masyarakal yong diundang dapat terdi afas persecraongan, kelompok
masyarakal, organisasi  kemasyarakatan, masycraket  ohll,  dan/giau
masyarakat hukum adatl.
Ayat (4}
Cukup jelas.
Ayat {5}
Cukup jelos.
Ayat {6}
Cukup jelos.
Pasal 145
Avat {1}
Cukup jelas.
Ayat {2}
Cukup jelcs.
Ayat [3)
Yang dimaksud dengon “hukum acara Gugatan Perwakilon™ yoitu Surct
Edaran Makamch Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan
Perwakiian Kelompok.
Avat (4]
Cukup jelas.
Ayat {5)
Bantuon pembiayaan oleh Pemeriioh Doerch pada Gugatan Perwakilan
dapat dilakukan misainya apabile gugalan fersebut mewaokilt rakyal miskin
yang menggugat kelompok terfeniu yang secara ekonomi lebih kuat.
Pasal 146

Cukup jelos.
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Pasal 147

Cukup elas.
Pasal 148

Cukup jelas.
Pasal 149

Cukup ielas.
Pasal 150

Cukup jelas.
Pasal 151

Yang dimaksud dengan  “percturan  perundang-undangan”  yoitu  peraturan

perundang-undangaon mengenal  findak lonjut  keluhan maosyarckat  secaora

administraiif dan teknis.
Pasat 152

Cukup jelos.
Pasal 153

Cukup jelas.
Posal 154

Cukup jelas.
Pasal 155

Cukup jelas.
Pasal 156

Cukup jelas.
Pasal 157

Cukup jelas.
Pasal 158

Cukup jelas.
Posat 159

Cukup jelas.
Pasal 160

Cukup jeios.
Pasal 1461

Cukup jelas.
Pasal 162

Cukup jelas,
Pasal 143

Cukup jelas.
Pasal 144

C3kup jeias.
Pasad 185

Cukup jelas.
Pasal 166

Cukup lelas.
Pasot 167

Cukup jelas.
Posal 148

Cukup islas.
Pasal 169

Cukup ielos.
Posal 170

Cukup jelas.
Pasal 171

Cukup jsias,
Pasai 172

Cukup jelas.
Pasat 173

Cukup ielas.




Pasal 174

Cukup jelas.

Pasat 175

Cukup jelas.

Posal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasai 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelos.

Pasci 180

Clkup jeias.

Pasal 181

Cukup jetas.

Paosai 182

Cukup jelos.

Pasal 183

Cukup jetos.

Pasal 184

Cukup jefas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jeios.

Pasci 187

Cukup jstas.

Pasal 188

Cukup jelos.

Pasal 189

Cukup ielcs.

Pciscd 190

Cukup jetas,

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelos.

Pasai 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup ielas.

Pasal 195

Cukup jelas.
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